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KATA PENGANTAR

Buku ini mengkaji dan menganalisis tentang; pertama, Bagaimana
ssensi pengadaan barang dan jasa pemerineah berdasarkan Perpres
Nomoe 172 Tahun 2004, kedua. Bagsimana kedudukan hukum
peiabat pembuar komitmen dalam pengadaan barang dan jaa, dan
sctiga, Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan jabstan dalam
pengadaan barang dan jasa.

Buku ini setidakaya mengungkapkan beberapa hal diantarannya,
vakni: Pertama, amh kebijakan penpadaan barang dan jasa pack
hakekatnya untuk tercipranya pemerintahan vang baik, benih dan
berwibawa. Di sisi lain, juga demi terhinanya iklim berussha yang
schat, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta diskeiminasi.,
Diengan demikian, dapat terhina sinergitas antara pemerintah dan
dunia swasta dalam peliksanaan pemerintahan, pembangunan, dan
keadilan sosial,. Kedua, Kedudukan hukum dari pejabar pembuat
komitmen pengadaan barang dan Jasa dapar dimaknai sebagai
“tungs” yakni melaksanakan akriviras memerinth berupa nigas-tugas
pemerintahan, dan sehagai "organisasi”, pemerintah dibebani deagan
iwlaksanaan tugas pemerintahan vang secara kescluruhan cerdiri
dani berbagai macam tindakan-tindakan pemerinmhan, keputusan-
heputusan, ketetapan-ketetapan vang bersifac wmum, dndakan-
tindakan hulum peedata dan tindakan-tindakan nvaa. Ketiga, Proses
penegalan hukum rechadap penyalabgunaan wewenang pengadaan
larang dan jasa belum efekeif. Jika suaru kasus pengadaan barang
dan jasa samipai bergulle ke Pengadilan, cenderung idak berspa kasus
pldana termausuk tara vuaha negara meliinkan berupa kasus perdara,
Pada wmumnva selapal penggugar adalaly pibak swasta Vang merasa
dirugikan akibar ingkar jangi atan kelalaian dari pejabar pemibiiar
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Penulis mengucapkan terimakasih yang sehesar-hesarnya kepada
semua plhak yang telah membantu penulisan hingga techitnya buku
i, Tentu saja selama penulisan buku ini banyak wakru yang rersina
untuk keluarga. Karena Ine kami memohon maaf vang schesar-
besarnya kepada istri, suaml dan anak kami selama penullsan buku
ini.

Akhirnya, Penulis menvadan bahwa penulisan buku Ini masih
terdapar berbagai kekurangan. Uneuk i, krivik dan saran vang

konsreukrlf dari semna pihak sangar penulis harapkan demi perbaikan
dan penyempurnzan penulisan buku selanjutnya.
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Mepaa Republik  Indonesia sebagal negara hukum  yang
berdanarkan panasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan
s funlhan tana kekidupan negara dan bangsa yang sejaheera, aman,
e serea tentib. Dalam rara kehidupan yang demikian  dijamin
peraamuan kedudukan warga masyarakae dalam hukum. Akan cetapi
pebebsinaan pelbagai fungsl untk menjamin kesamaan kedudukan
st dlan hak perscorangan dalam masyarakac harus disesuatkan
bogan panbangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa
bondaarkan pancasila schingga vercapai keseraslan, kescimbangan dan
bowlanaan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan
oavanakan atau kepentingan umum. Dalam usaha untuk mencapal
bfan tersehue sesaai dengan sistem yang dianut dalam Undang
Uesding Dhasar 1945, pemerintah melalui aparaturnya di bidang tara

oo wegara dibarokan berperan posinif aktlf dalam kehidupan
avakat alam melaksanaban wgasnya i pemerinah wajib

co g tinpgl harkat dan martabat masyarakar pada umumnya
bow bk wenta kewapban asasl warga masyarakae pada khususnya
Vih bena (o pemenintab wajib secara terus menerus membing,
weeniparnakan dan menertilban aparatur di bidang 1 waha
egern, agar mampu menjadi alat yvang cfwien dan efekiil, benih
oo beawibawa dlan vang melakeanakan wigasnya selaln berdasarkan
Boksin dlengan dilandasi woangar dan vkap pengabdian unik
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schagaimana discbutkan dalam konsideran menimbang Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
schagai berikut:

"Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan, badan danfatau pefabar pemerintihan dalam
menggunakan wewenang hares mengacu pads asss-aas cmom
pemerincahan yang halk dan berdasarkan ketennun permturan
perundang-undangan, Bahwa untuk menyelesaikan permasalaban
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, pengaturan  mengena
sdministrasi pemerincahan dibarapkan dapar menjadi solust dalam
membetikan pelindungan hukum, balk bagi warga masyarakar
maupun  pejabar pemeiintshan,  Bahwa  wnmk mewujudikan
pemetintahan yang balk, khususaya bagi pejabar pemerincahan,
undang-undang  centang  administrasi  pemerintaban menjadi

landasan hubum vang dibunihkan guna mendasan keputusan dan/
atau rindakan pejabat pemerinthan unwk memenuhi kebundhan

hukiim masyarakat dalam penyelnggaraan pemerintahan®,’

Berkaitan dengan kewenangan H. Salim HS dan Erlies Septiana
Murbani. (2013} menyebutkan isrilah teorl Kewenangan herasal
dari terjemahian bahasa Inggris, vai ausherity of theory, istilah yang
digunakan dalam hahasa Belanda, vaitu thearie tan bes gezag, sedangkan
dalam bahasa Jermannya, vaitu theorie derantorizar, Teori kewenangan
berasa! darl dua suku kata, yvaitu teori dan kewenangan, Sebelum
dijelaskan pengerdan teori kewenangan, berikut ini dissjikan konsep
reotetis tentang kewenangan, H.D. Stoud, seper dikutip Ridwan
HB, menyallkan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan
adalsh: “Keseluruhan amran-awran yang berkenan dengan perolehan
dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjck hukum publik
di dalam hubungan hukum publik”. Ada dua unsur yang rerkandung
dalam pengertian konsep kewenangan yang dissjikan oleh H.D,
Stoud, yaitu (1) adanya aeuran-aturan hukum, dan (23 sifachubungan
hukum. Sebelum kewenangan it dilimpahkan kepada instinusi yang
melakanakannya, maka teclebih dabulu haras ditenmban dalam
[reraturan |'H.‘HI.IHIIII[.";IIIH-IMIJ:HTI. atuLJII ilalam bwentuk IIFIdIII]','
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undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah
tingkatannya. Sifar hubungan hukum adalah sifar vang berkaitan dan
mempunyai sangkur paur arau ikatan atay perralian amu berkaiaan
dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifar publik dan
privat.

Peraruran perundang-undangan, baik yang dnghatannya lebib
rendah maupun yang lebih ringgi bertujuan agar masyarakat maupun
aparatur penegak hukum dapar melaksanakannya secara konsisten dan
tanpa membedakan antara masyarakar yang sate dengan masyaraka
yang lainnya. Semusorang dipandang samadi hadapan hukum {equalioy
before the fre). Namun, dalam realicasnyn peraturan perundang-
undangan vangditetapkan tersebar sering dilanggar, sehingga aturan i
tidak berlaku efekeir. Tidak efekiifnya undanp-undang bisa disehabkan
karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya vang tidak
konsisten dan atan masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari
undang-undang rersebur. Apabila undang-undang itu dilaksanakan
dengan baik, maks undang-undang i, dikamkan efekrif. Dikacakan
elekrif karena bunyi undang-undangnyva jelas dan tidak perlu adanya
penuifiiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan
masyarakat yang terkena aturan rersebut sangae mendukungnya. Teorl
vang menpkaji dan menganallsis rentang hal i, yaio teori efekrivitas
hukum. Istilah teori efekrivitas hukum berasal dari teriemahan bahasa
Inggris, yaltu effectizeness of the legal theory, bahasa Belanda discbur
dengan effecriviveit van de furidische theorie, bahasa Jermannya, vait
wirksambefr der recholichen theorfe. Ada tiga suku kara yang terkandung
thlam teor efekdivitas hukum, yaitu reori, efekeivitas, dan hukum. [%
talim Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaltan
dengan efekrivitas, vairu efektif dan keefekeifan, Efelrif artinva (1) ada
efcknva (akibanya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab,
i3 dapar membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan),
(4! mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan), Kecfektifan
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amtinya 1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemanjuran;
kemujaraban, (37 keberhasilan {usaha, tindakan), dan (4) hal mulai
berlakunya (undang-undang, peraturan), Hans Kelsen menyajikan
definisi tentang efcktivitas bukum. Efekrivias hukum  adalah:
‘Apakah orang-orang pada kenvataannya berbuar menurue suatu cara
untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau
bukan, dan apakah sanksi terscbut benar-benar dilaksanakan bila
svaratnya terpenuhi atau tidak rerpenubl, Konsep efelorivieas dalam
definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang
melaksanakannya, vaitu orang-orang atau badan hukum. Orang.
orang terscbut harus meliksanakan hukum sesuai dengan bunyinya
norma hukum. Bagi erang-orang yang dikenar sanksi hukum, maka
sankst hukum benar-benar dilaksanakan atau ridak. Hukum diartikan
norma hukum, haik yang terrelis maupun norma hukum vang ridak
terulis. Norma hukum termlis merupakan norma hukum vang
ditetapkan olch lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang
berwenang untuk i, vaira DPR Rl dengan perserujuan bersama
Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma
hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakar adace. Anthony
Allor mengemukakan rentang efekaivitas hukum, la mengemukakan
bahwa: “Hukum akin menjadi efekeif jlka nijuan keberadaan dan
pencrapannya dapat mencegah perbuaran-perbuatan yang ridake
diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efeksif
secara umum dapar membuat apa yang dirancang dapat diwujudian.
Jika suttu kegagalin maka kemungkinan terjadi pemberulan
secara pampang jika rerfadi kehansan untuk meliksanakan arau
mencrapkan hukum dalam, suasana haru vang berbeda, hukum akan
sanggup menyelesaikannya, Konsep Anchony Allot tentang efekrivitas
hukum difokuskan pada perwujudannya, Hukum vang efebail
secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapar divagjudkan
dalam kehidupan sosial kemasyarakaman, Kedua pandangan di atas,
hanya menvajikan rentang konsep efektivitas hukum, namun tidak

mengkajl tentang konsep teori efcktivitas hukum. Dengan melakulkan
rimpecin terhadan bedina pandaanean di arae. mabka danar dikemokakan
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konsep tentang teori cfcktivitas hukum. Teori efcktivitas hukum
adalah: “Teori vang mengkaji dan menganalisis rentang keberhasilan,
kegagalan dan fakror-fakior vang memengaruhi dilam pelaksanain
dan pencrapan hukum.” Ada riga lokus kajian ceori efckrivieas
hukum, vang melipud: (1} keberhasilan dalam pelaksanaan hukum:
2) kegagalan di dalam pelaksansannya; dan (3) fakeor-faktor vang
memengaruhinya, Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah
bahwa hukum yang dibuat i eelsh tercapai maksudnya, Maksud dari
norma hukum adalah mengatr kepentingan manusia, Apabila norma
hukum it ditaari dan dilaksanakan oleh masyarakar maupun penegak
hukim, maka pelaksanaan hukum it dikamkan efekeif atau berhasil
di dalam implementasinya. Hal ini, dapar dilihar di dalam masyarakar
vang telah secara sadar ielah menyverorkan kewajiban pajaknya kepada
negara (100%6). Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa
ketentuan-ketentuan hukum vang telah ditetapkan tidak mencapai
maksudnya arau nidak berhasil di dalam implementasinga. Hal ini,
dapar dicontohkan bahwa setizp lzin Usaha Pertambangan (IUP)
vang diterbitkan eleh Bupai™Walikota tidak dapar dilaksanakan
olch pemegang lein Usaha Pertambangan (IUP) dengan baik, karena
selalu mendapar peclawanan dan masyarakar seeempat. Fakuor-
faktor yang memengarubl adalah hal-hal yang lkur menyebabkan
atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum
rersebut. Fakior-fakeor yang memengaruhi dapac dikaji dariz (1) aspek
keberhaddlannya: dan (2] aspek kegagalannya, Fakior-faktor yvang
memengaruhl keberhasilan I, mefipud substans hukum, ssrukeur,
kultur. dan fsilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efeknifl
apabila norma iru ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakar maupun
aparatur penegak hukum ftu sendin.®

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus
diperharlkan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur ioe, melipuei
swrukrur, substanst, dan budava hukum. Seruktur sistem hukum rerdin

PO Salim Bl Frbes Sewsiiss Pumibiaes 2000 Praveinen  Tremn Jlabuss Pud
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dari: (1) unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya
{yaitu jenls kasus yang mercka periksa dan bagalmana serta mengapal;
{2) cara naik banding darl satu pengadilan ke pengadilan lainnya; 13)
bagaimana badan legislarlf dirara, berapa banyak orang yang duduk di
Komisi Dagang Federal, apa vang boleh dan tidak boleh dilakukan,
prosedur yang harus ditkud. Pengertlan substansi. melipud: (1)
aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem
hukum: (2) produk yang dihasillkan eleh orang vang berada di dalam
sistem hukum ita keputusan yang mereka keluarkan, ataran baru yang
mereka susun. Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai vang
ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap
dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positf maupun negaril
kepada tingkah laku vang berkaitan denpan hukum. Budaya bukum
dibedakan menjadi dua macam, yain: (1) kulour hukum cksternal;
dan (2) kultur hukum internal. Kulmor hukum eksternal adalah kulmr
Bukum yang ada pada populasd umum. Kultur bukum internal adalah
kuler hukum para anppota masvarakar yang menjalankan ugas-
rugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memilikl kulr
hukum, rerapl hanva, masyarakar dengan para spesialis hukum yvang
memiliki suamu kuitee hukum internal *

Penjelaan  wmum  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun
2014 ‘Tentang Administrasi Pemernintahan dalim alines  pertama
menyehutkan sebagai berikut:

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayar (2) Undang-Undang Dasar
Mepara Republik Indonesia Tahun 1943, kedaulatan berada
di rangan rakvar dan dilakanakan menurue Undang-Undang
Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayar (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara
Indonesia adalsh negara hukum. Hal ni berari bahwa sistem
I:ny:lrng,g;run pemerintahan negara Republik Indonesia harus

redasarkan awas prinslp kedaulaan rakyar dan pringip negara
hukum, Berdzsarkan prinsip-prinsip terscbur, segals benuk
Keputusan danfatau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus
berdasarkan atas kedaulatan rakyar dan hukum vang merupalan
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refleksi dari Pancasila sebagai ideologl negara. Dengan demikian
tidak berdasarkan kekussaan yang melekar pada kedudukan
penyelenggara pemerintahan i sendlri™.®

Peninghkatan pelayanan publik melalui pengadaan barang/
jasa sangar diburuhkan, schingga perlu pengamuran sebagaimana
disebutkan schagai berikut:

"Pengadaan Barang/)asa Pemerintah yang efisien, erbuka dan

kompetiufl sangar dipedukan bagi hetersediaan Barang/Jasa

yang terjanghau dan berkualitas, schingga akan berdampak pada
peningkatan pelayanan publik, Tujuan mewujudkan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sehbagaimana dimaksud perlu pengaturan

mengenai rata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas

dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga
dapat menjadi pengaturan yang efekill bagi para pihak yang

terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah™ *

Kehadiran Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadazn
Barang/Jasa Pemerinmh dipandang dapar mencegah penvalahgunaan
wewenan aleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembuatan
harga perkiraan sendini (HPS) dan mencegah  penvalahgunaan
wewenang oleh Pejabar Pengadaan dalam pemilihan penvedia karena
sistim lebih transparan dengan mengatur sistim pengawasan schingga
lebih menjamin pemberantasan korupsi secara lebih dini melalui
pencegahannya, Tindak Pidana Korupsi di bidang pengadaan barang/
ina pemerintah tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan
integritas sistem kewangan, terapi juga dapat membahayakan sendi-
wendi kehidupan bermasyarakar, berbangsa, dan bernegara bendasarkan
ncasila dan ULD Tahun 1945,

Mekanlsme penyvelengpraraan kehidupan bernegara, pemerinuh
wenantiasa dituntut varuk memajukan kesejaheraan umum. Uniok
mengemban  kewajiban ini, pemerinah mempunval  kewajiban
menvediakan  keburuhan mkyat dalam berbagai bentuknya baik
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yang berupa barang, jasa manpun pembangunan infrastrukme. Di
sisi lain, pemerintah juga memetlukan barang dan jasa i dalam
meliksanakan keglaran pemerintahan, Pemenuhan keburuhan barang
dan jasa merupakan hagian yang penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam kaitan dengan pemenuhan kebuwhan inilah
maks menjadi prakeek yang rutin (rewsn pracice),” [elaksanaan
transaksi komensial baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah karenanva menjadi suar kelaziman.®

Proses melibatkan diri ke dalam suam transaksl komersial,
pemerintah mengikatkan diri pada suaru hubungan kanwakiual. Jenis
hubungan konerakrual yang dibentuk juga beragam, Jika dilihar dari
sisi anggaran, kontrak yang dibuat oleh pemenineah it pada dasarnya
dapat dikelompokkan menjadi dua jenls, vairu kontrak yang bensifa
pembelanjaan dan koatrak yang membawa penerimaan pendaparan.®
Pengadaan barang dan jasa oleh pemerinuah {gorernment procurement)
tergolang pada jenls yang pertama, sedanghan jenis yang kedua
meliputl berbagal macam konrrak, diantaranya nikar menukar, sowa
menyewd, penjuslan asset negara termasuk saham, penerbitan obligasi
atau pinjaman luar negeri (dan agreement).

Pengadain barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam
menjalankan fungii penyelenggaraan negara. Dalam kaivan ini
pemerintah melibatkan dird ke dalam suatu hubungan kontrakual
dengan scktor swasta yaknl dengan mengikarkan diri ke dalam suata
kontrak pengadaan harang dan jasa. Hubungan konerakuwal yang
dibentuk oleh pemerintah im juga terkalt dengan kewajibannya
untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilicas umum
(publicwiility).* Kontrak vang dibentuk pada dasarnya adalah konimak
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komersial sekalipun di dalamnya terkandung elemen hukum publik !
D1 saru sisi hubungan hukumnya rerbenruk karena konvrak, erapi di
slsi vang lain binya sarat dengan amran bagi penyedia barang dan jasa.

Di negara-negara dengan sistem hukum common doe kontrak
ini lazim disebur geeermmene cemiract, sedangkan di Francis discbur
adminisrstive coniractr.)? Govermment camtrace sering Jupa diartikan
schagal pengadaan barang dan jaw oleh pemeriniah (gorernmen:
procuremens)” oleh karena dalam banyak hal substansinys memang
demikian. Jenis kontrak ini dengan demikian berbeda darl perjanjian
kebijaksanaan (feleidinverrentomn) vaitu perbuatan hukum oleh
badan atau pejabar tata usaha negara vang menjadikan kebijakan
publik sehagai objek perjanjian.™

lengadaan barang dan jasa oleh pemerintah mempunyal fungsi
penting dalam lapangan perckonomian suatu negara, Dalam kaitan
inl Turpin menyatakan:

A subszansial part of thir procurement ks concentrated upon crucial
secrars of indwrry whote welfare is of martional importance, and much
Loversmment contracting takes p.n"-:rr it the ﬁrq‘{anr of wechnological
advance, Ir will be realiced vhae the way in which government
procurement is carried out can J’u:rn ifgnificans effect wpon growh,
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Kebutuhan pemerintah yang dipenuhi melalui pengadaan dari
sekror swasta meliputl jumlah vang sangat besar dan dalam beragam
kualitas, Seperti juga Turpin, Sudjan memandang bahwa konirak
pengadaan mempunyai makna penting dalam pembangunan ekonomi
nasional. Lebih jauh fa menvatakan:

Tt it wot only by reaom of it magnitude that goversiment
procurement i fmportant to the economy but a sbieansial pare

of the procurement is io eviented at to ipeed up the developmens of

crucial seceers of indusery which is a matter of narional importance.
It would met be wrong to sy that government contracting is so
planned ar to be avani-garde o rrrﬁfm’ﬂ;fuf development of the
conntry. Wiile it can be averted that many indssiries are dependent
on govermment procerement, it would not be uvong to say thar the
government alia in dis turns is dependent upon industey for meeting
it peguiremments.

Pengadaan barang dan fasa oleh pemerintah melibatkan jumlah
wang vang sangat besar [wlah sebabnya dikatkan pemerimah
merupakan pembell yang terbesar {ohe bargesr faper} di suatu negara,
Dalam kaitan ini pemerintah mempunyai tanggung jawab agar
kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung rojuan
ekonomi dan menetaphan  instrumen-insorumen  dalam rangka
mencapal tujuan teesebue, Salah saw serategi yang dapac digunakan
olch pemerintah dalam kaitan dengan bidang pengadaan ini adalah
dengan membuat kebijakan pemberdayaan perusahaan berskala kecil,
menengah dan mikeo (Swall Medism and Micro Entecprives-SMMES)
misalnya deogan menctapkan sistem pengadian yang relatit lebih
mudah, khususnya pada proses tender.™

Dalam  perspektif  Indonesia, konwak  pengadaan  juga
mempunyal fungsi penting dalam pembangunan per¢konomian
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negara karena di samping benifat rutin dan melibatkan keuangan
negara yang jumlahnya sangar besar, kebijakan di sektar pengadaan
merupakan bagian dari sirategi pembangunan ckonomi. Konerak
pengadaan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia selala dikaitkan
dengan kebijakan yang berujuan untuk meningkarkan penggunaan
produksi dalam negeri. Pengadaan barang olch pemerintah dengan
demikian tidak saja untwk mencukupi tersedianya barang dan jasa
atau pembangunan hsik, retapi juga berfungsi untuk mendorong laju
pertumbuhan industr] dalam negeri. Konerak pengadaan di Indonesia
juga diarahkan guna peninpghkatan peran serta usaha kecil dan koperasi,
misalnya dengan memberikan peluang melalui sub-konwrak. Kontrak
pengadaan dengan demiklan dapae pula digunakan sebagal inscrumen
penerapan kebijakan pemerineah dalam rangha pemberdayaan wsaha
kecil schagaimana dimaksod alsh Undang-Undang Nomor 9 tahun
1995 rentang Uaha Keell (LU Mo, 9/ 1995),

Kontrak yang dibuat aleh pemerintab bersifar muld aspek dan
mempunyai karakeer yang khas* Sekalipun hubungan hukum yang
tertbentuk antara pemerineah dengan mitranva adalah hubungan
bontrakoual, cerapi di dalamnya rerkandung tidak saja hukum privay,
tetapi juga hukum publtk. Adanya warna publik dalam jenis kontrak
il merupakan cini vang khas vang membedakan dengan kontrak
komersial pada umumnya, Apabila dalam konwak komersial para
pihak mempunyai kebebasan vang sangat luas dalam mengatur
hubungan bukum atau mengatur kewajiban konwakmal mercka,
maka dalam kontrak pengadaan eleh pemerintah kebebasan jru didak
sepenuhnya berlaku sebab techadap kontrak ini berlaku rezim hukum
Whusus, Karakeer vang khas dan kontrak pengadaan oleh pemerineah
i i samping menyangkue pembentukan dan pelaksanaan kontak,
yuga terkale dengan prosedur dalam pengadaannya, Prinsip dan norma
ilame komrak privar berlaku secara berdampingan dalam koneeak
penpadaan oleh pemerintah karena kewajiban pembayaran melibatkan
bewanpan nepars
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Sumber pembiayaan dalam konerak pengadaan pada umumnya
berasal darl keuangan negara dalam hal 1ni APBN/APBD, di samping
dana yang berasal darl plujunurjllih.ﬂ:'l luar negeri (PHLN). Bahwa
dana-dana Ini banvak diselewengkan dalam proyek pengadaan barang
dan jasa sudah menjadl pengetabuan umum. Fenomena inilah yang
kemudian menjadi alasan Bank Dunia dalam mendukung program
pemerintah di berbagai negara dalim memerangi korupsi. Dan hasil
penelitian yang dilakukan olch Bank Dunia berama-ama dengan
Corruption and Fraud Invenigarions Unit (CFIU) pada November
2000, ditemukan jenis-jenis penyimpangan atas kontrak-kontrak
pengadaan vang didanal oleh Bank Dunia, yaksi :

s Penyimpangan kontak dan pelanggaran pedoman pengadaan
Bank Dunia;

¢ Kecurangan renden;

o Kolusi oleh pelaku render;

» Jenyelewengan tender;

o [Penyelewengan dalam kontrak:

o [enyelewengan dalam pemeribsaan audin;

» Penpgantian produk:

o Cacat dalam pemberian harga arau barang;

o Ketidakwajaran dalam penerapan ongkos biava kerp:

»  Penyuapan dan penerimaan komisi;

» Penyalahgunzan dana atiu jabaran Bank Dunia;

e Derjalanan fkrif;

s [Pencurlan dan penpgelapan;

= Ganjaran; dan,

o Penghamburan dana Bank Dunia.

Sepertl temuan di aras, di Indonesia pun banyak dijumpal
adanya dupaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa oleh
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Para pihak dalam pelabsanaan pengadaan barang dan jasa
pemerintah terdiri atas penyedia barang dan jasa serta pejabar pembuar
komitmen dalam pengadaan barang dan jasa (pemerintah). Sebagal
pejabat permbuat komitmen dalam pengadaan barang dan atau jasa
secara otomaris akan rerlibac dalam suaru bubungan kontrakewal,
Hal ini merupakan fenomena yang lazim dan universal. [nilah yang

dischur  kontrakoualisasl  (commectwalization), vakni  pemanfascan
kontrak schagai instrumen dalim menjalankan fungsi pemerinahan,

Kontmak pengadaan yang melibatkan pemerintah sebagai salah
satu pihak di dalamnya (sere as o duyer] membawa konsekuensi
terhadap karakeer hukum koowrak. Konerak pengadaan tidak selalu
betbicara mengenai hukum  privar, tetapl dengan  keterlibaran
pemierintah yang mengakibatkan terjadinga pengelusran vang negara
di dalamnya, maka otomatis akan melibatkan hukum publik,

Adanya warna hukum publik dalam jenis konwak tersebu
merupakan cin khas yang membedikan dengan kontrak komersial
pada umumnya. Karakrer vang khas oleh pemerintah ini di samping
menvangkut pembentukan dan pelaksanaan kontrak, juga rerkah
dengan prosedur dalam pengadaannya. Prinsip dan norma dalam
hukum privar berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan
oleh pemerintah karena kewajlban pembayaran melibarkan keuangan
negara. Hal ini pun dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon," vang
menvatakan bahwa: “Badan-badan atau para pejabat tata usaha negara
bertindak melalui dua macam peranan (rofer), yakni:

I. Selaku pelaku hukum publik (public setor) vang menjalankan
kekuasaan publik  (publlc authority, openbaar geaag), vang
dijelmakan dalam kualicas penguasa {warboriries) sepert halnya
badan-badan rata vsaha negara dan pelbagai jabatan yang diserahi
wewenang penggunaan kekuasaan publik;

Selaku pelaku hukom keperdataan {cisd! acror) yang melakukan

! Phllipmie Maerclrs Halpn, Fragisices labue ddmigionad fadonesis §lemede s
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pelbagal  perbuatan  hukum  keperdatasn  (pritarrecheeliibe
handeling), sepertl halnya mengikat perjanjian jual beli. sewa
mienyewa, pembarongin dan schagalnya, yang dijelmakan dalam
kualitas hadan hukum (lege! pemon, rechispersoon).

Seluku pelaku hukum publik (public acror) badan wau pejabar
tzta usaha negarm memiliki hak dan wewenang istimewa untuk
mengguiakan dan menjalankan kekuasaan publik (publfc antherity,
openbaar getg). Berdasarkan penggunaan kekuasaan publik dimakoud,
badan atau pejabat fata nsaha negara dapat secara septhak menetapkan
pelbagai peraturan ilan kcpum.un {-*ar:r-‘u'lia’ngm} yang mengikat
warga {(bersama badan-badan hukum perdaral dan peletakan hak
dan kewa]lban errenta dan karena i menimbalian akibar hukum
bagh mereks, Tentu saja, ada kalanya warga atau badan hukum ridak
menyenangl dan enggan menaani suaty peraturan/kepurusan yang
mengikat padanya, tetapi fa rerap dituntue wnwk menghormari
dan menaani ketentuan peranuran‘kepurusan itu bahkan jika perlu
pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui campur tangan perugas
faparat) penegak hukum seperti halnya polish, jaksa, dan hakim.

Fenomena negaif penyalahgunain wewenang secara terus
meneris  yang  disebabkan  kurang adanyva  penegakan  hukum
sdminlserasi dalam lingkungan Pemerineah aerah di wilayah Provinsi
Papua yang hetkaitan pengadaan barangfjass pemerinah dapar
diketahui dard kasus-kasus rindak pidana karupsi di wilayah Provinsi
Papua, dapat terlihar diantaranya pada kiprah Kepolisian Daerah
{Polda) Papua dalam penegakan hukum. Menurur Kabid Humas 'olda
Papua, Komisaris Besar Palisi Ahmad Musthofa Kamal, melalui siaran
persnya dl Polda Papua, Rabu (12/8/2018), terdapar 97 rersanghka
dugaan kasus korupsi yang terungkap sepanjang bulan Januari hingga
bulan Agustus tahun 2018, Adapun keruglan negara yang dilakukan
para korupror ini mencapai Rp 548.100,000.000,- Dari jumlah in,
sehesar Rp 470.100.000,000,- ditangani Ditreskrimsus Polida Papua
dan Rp 77.900,000.000, ditangani oleh jajaran Kepoluian Reswon

Medeeet 24 Is T v s Lovrorseon wane lipanmant di dabaran Polees dan
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I8 orang di Polda Papua,”. Tak hanya i, lanjur Kamal, ada pula

sehanyak 39 kasus saar ini masih dalam 1ahap penyelidikan, Dimana,

semua kasus itu adalah laporan vang disampaikan masyarakat kepada

aparat kepolisian, “Jadi sudah ada berkas perkaranya ahap 11, vakmi

5 perkara. Sedangkan vang sudah P21 sebanyak 17 perkara,” ujarnya.

Kamal membeberkan, dad Rp 548.1 miliar kerugian negara, schanyak
Rp 54 miliar yang berhasil diselamatkan kepolisian™.

Jikaditinjaudari perspekeifhukum publik, negaraadalah organisasi
jabatan, Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini terdapar jahatan
pemerintahan, yang menjadi obyek hukum adminiserasi. Meskipun
jabatan pemerintahan Ini dilekati dengan hak din kewallban aray
diberi wowenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan
ridak dapat berindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan
fukum, yang dilikukan melzlui perwakilan (eeregenuvendiging) yain
pejabat {ambeidrager), yang bertindak atas nama jabaran ieu, Menurut
I Nicolal dan kawan-kawan menyebutkan bahwa: “Fen bevoegaheid
dieaan cen bestusrsorgaan is tocgekend, moet door mensen (reele periorien)
worden witgoefernd. De handen en veeten van het bestusiniorgaan zijn de
handen en vocien van degene (1) die is'eijn aangeieeien om de functie van
ergzan wit te oqfnen de ambtidrager ()" (Kewenangan yang diberikan
kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga
dan pikiran organ pemerntahan adalah tenaga dan pikiran mercka
yang ditanjuk untuk menjalankan fungsi ongan tersebut, yaitu para
pejabar)t,

Berkairan dengan  kedudulan pemerintah  sebagai  wakil
badan hukum publik dalam lapangan hukum privar, Philipus M
Hadjon"!, yang menyebutkan bahwa: “Selain badan hukum (fega!
perion, rechipersoni, badan atau pejabar tata vusaha negara mengikat
diri pada pelbagai perjanjian keperdataan, misalnya  perjanjian
jual-beli, perjanjian  sewa menyewa, perjanjlan  pemborongan,
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bahkan penghibahan. [3 sini, badan arau pefabar tata usaha negara
menfalankan peranan schagal pelaku hukum keperdataan {efeil acror).
Perbuatan hukum vang dilakukan badan asau pejabar rara usaha
negara i cidsk diarur berdssar hukum publik, tetapl didasadkan
pada peraturan peruntdang-undsngan hukum perdata {privaarechel,
schagalmana  laimnya  peraruran perundang-undangan  vang
mendasari perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan seorang
warga dan badan hukum perdata™, Leblh lanjur F A M. Stroink et
al. mempertegas bahwa: “Wanmer openbare lickamen rechipersanen
aan het privagirecheelifh rechisverkeer deelnemen doen zif dan niet ali
overheld, aly gecagarganisaie, maar nemen =ij rechtens op gelifk veet
met de burger deel v dat verkeer. Dose openbare lichamenrecltipersanen
zijw deeluemende wan het privaamechielife nchaverbeer, in principe op
dezelfite onder-sopen aan de rechtmacht van de gewone rechier als de
burger” (apabila badan hubkum publik ikur serra dalam hubungan
hukum keperdataan, maka ja ik bertindak scbagal penguasa,
sebagai organiszsi kekuasaan rerapi dia menggunakan hak-hak pada
kedudukan yang sama dengan rkyat. Badan-badan tersebut pada
dasarnya tinduk pada peradilan biasa seperti haknya rakyar biasa),

Kerka pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan
runduk pada peraturan hubum pendata, pemerintah bertindak sebagal
wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabaran, Oleh karena i,
kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan ridak
berbeda dengan sescorang atau badan hukum privar, tklak memiliki
kedudukan vang issimews, dan dapar menjadi pihak dalam sengketa
keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan sescorang atau
badan hukum perdata {equalicy befare the Lo} dalam peradilan wmum,

Hakekar pengadaan barangfjasa pemerintah dengan indikator
substans] wowenang menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010
dan substansi wewenang menurur  Perpres  Nomor 16 Tahun
2018, penyalahgunaan wewenang dalaim pengadaan baranpg/jas
pemerintal di lingkungan pemerintah daerah Provina Papua dengan
indikator substansi prosedur dan pelakaanaan pengadian barang/

(oL
Pendarulegm

wewenang, bendusarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
dalam  pengadaan  barangfjaa  pemerinuah  dengan  indikator
pencegahan penyalahgunaan wewenang dan penegakan sanksi hukum
sdministrasi dan penegakan hukum pidana, masih kurang atau
sanpat jarang dilakuban di daerah papua, terutama dalam kaitannya
dengan pencegahan  tndak pidana korupsi atas pengadaan barang/
jasa pemeriniah. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
untuk diterapkan dalam penpgadazn baranp/jasa permerintah agar tindak
pidana korupsi fidak rerjadi sangar berchubungan dengan pelaksanaan
barangfjasa sangatlah penting untuk direlaah, karena keviga hal ini
secara simultan bersama-sama saling berhubungan langsung dengan
pencegahan tindak pidana korupsi.
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BAB II
WEWENANG PEMERINTAH
DALAM NEGARA HUKUM

A. KONSEP NEGARA HUKUM

Konsep negara hukum dari Plato dikembangkan lebil lanjur
oleh muridnya Aristoreles. D dalam buku karyanya Folitea Aristoteles
berpendapar bahwa suatu negara vang haik adalah negara diperintah
oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Leblh lanjur dikatakan olch
Aristoteles, ada tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaio :

1. Pemerintahan dilakwnakan unmuk kq.'urnﬂr'l.g:ln (L H

', Pemerimahan dilaksanakan menurat hukum vang berdasarkan
kerenruan-ketentuan umum, bukan hubum yang dibuat sewenang:
wenang vang mengesampingkan konvesl dan konstitusi;

b, Pemerimahan berkonstitusl adalah pemerintzh yang diliksanakan
atas kehendak rakyar, bukan paksaan/tekanan,

Phillpus Hadjon masih mempermasalahkan istilah negam hukum
vang dipersamakan dengan konsep pengakuan harkat dan mareaba
Indonesia sebagai negara hukum. Alasannya karena dalam periode
kehidupan pelitik Oede Lama dan Orde Baru, istilah terssbue hanya
wring digunakan sebagai slogan semara. Oleh karena itu secara regas
Hasdion berpendapar bahway'

.......... negara  hukum  bukan sckadar smaru  terminologi

terjemahan dari “rechitea” ataupun "the rule of fen” maru
menipakan suarg “konsep”, dan di pihak lain dddak cedalu
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mudah menganggap dan menerima begim saja “n?_" hukum
(Pancasila)” adalah “recbtsase” araupun “ebe rde of e

Dalam era reformasi sekarang dengan diadakannya berbagai
perubahan eerutama rerhadap konstivust arau UUD NRI Tahun 1945,
secara tegas menyatakan bahwa Indonesia schagat negara hukum. Hal
ini ddak lagi dinyatakan dalam penjelssan UUD NRI 1945 renapi
sudah dimasukkan dalam Pasal | ayae (3} hasil amandemen ketiga
tahun 2003,

Sangat jelas urafan konsep negara hukum erat kaitannya dengan
pembahasan rentang perlindungan hubkum, bahkan substansi negara
hukum adalah adanya |aminan perindungan rerhadap hukum dan
HAM,

lsellah negara hukum “atsu negara berdasarkan hukum® dalam
kepustakaan Indonesia hampir sslalu dipadamban dengan istilah-
istilah asing antara laln "rechomasr, “etatdedrois, “the state acconding
to Law"” *“fegal are”, dan “the rule of law”. Schain i dikenal juga
isiilah “the principle af socialist fegaliny”, Konsep negara rule of Low
merupakan komsep negara yang dianggap paling kleal wat ini,
meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-
beda, Terhadap istilah “riede of Lo ind dalam bahasa Indonesia sering
juga diterjemabban schagal “supremasi hukum® (wpremacy of L)
atau “pemerintahan berdasarkan s hukum™. Disamping in, istilah
“negara hukum™ (govermment by Luc) aun recfuzan, juga meripakan
istilah yang sering digunakan unrok i

Berdasarkan pada uralan di ams maka yang dimaksud dengan
negara hukum ialah negara yang berdici di atas hukum yang menjamin
keadilin pada warga negaranys,’ dimana keadilia ini merupakan
svarat bagl rercipaanya kebahagiaan hidup bagi »arga negaranya.

I Pasel 1 wver (3 Undong-Veding Do RE 153 swrryrickan halma  Meppas
Inedancla negars ki ngart huskom darabvu slalah pegars vosg monegihaan npeoma
hesknimi vtk mweepabbaon brbenaren dan beslilan (MR K] Pemdwnn Pramiy it aharsn
(NP EELTR At
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dan scbagai dasar dan keadilan it perlu diajarkan rasa suslla kepada
setiap manusia agar la menjadi warga negara yang baik, demikian
pula perauran hukum yang sebenarnya hanya ada jika perawuran
hukum it mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup ancar warga
negaranya®

Pengakuan  kepada svatu  negara  schagai negara  hukum
(government &y Law) sangat penting, karena kekuasaan negara  dan
politik bukanlah tidak terbatas (sdak absolur). Perdu pembarasan-
pembatasan techadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik
tersebut, untuk menghindan rimbulnys kesewenang-wenangan dari
pihuk penguasa.

Dalam negara hukum tersehbur, pembarasan terhadap kekuasaan
negara dan politik harudah dilaikukan dengan jelas, vanp rdak
dapar dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam suatu negara,
hukum memainkan peranannya vang sangat penting, dan berada
dii atas kekussaan negara dan poliik. Karena i puls, kemudian
muncul istilah “pemerintah di bawah hukum" (gosernmens under the
Law), Maka rerkenallah konsep yang di negara-negara yang berlaku
Commen Law discbur sistem “pemerintahan berdasarkan hukum,
bukan berdasarkan (kehendak) manusia® {gorernment by Loy nov by
menl. Atan sistem pemerintahan yang berdasarkan rule of bew atau
supremasi hukum, bukan rele of men. Sedangkan di negara- negara
Eropa Kontinental dikenal konsep “negara hukum®™ (mchonean),
sebagal lawan dari “negara kekuasaan® (machstaar),

Recluraseini adalah fstilah bahasa Belanda yang punya pengertian
vang selajar dengan pengecdian e of Lo dil negara-negara yang
berlaku sistern Angls Saxon, [Dalam bahasa Indonesia sering disebun
schagal “negara hukom”™, amu yang dalam bahasa Jerman disebut juga
dengan istilah “rechertaar”, dalam bahasa Perancis discbue dengan
“erar de droir” sedangkan dalam bahasa Ttalia disebut dengan “reto
dr drmrea’, [Dalam konsep negara hukum veni Eropa Kontinental
i, prinsp supremast hokum (spresmacy of Lo merupakan innd
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utamanya, Menurut AV, Dicey, makna dari supremasi hukum, dengan
mengurlp hukum klasik dari pengadilan- pengadilan di Inggris,
adalah sebagai berikur: Hukum menduduki rempar tertinggi, lebih
tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya
harus tunduk, dan taopa hukem maka tdak ada raja dan ridak ada
pula kenyataan hukum Ini.

Sejak kelahirannya, konssp Negara Hukum atau rule of Lo ini
memang dimaksudkan scbagal usha unruk membarasi kekuasaan
penguasa negara agar tidak menyalihgunakan kekuasaan wntuk
menindas rakvatnya (abuse of powenabus de droin), schingga dapar
dikatakan bahwa dalim suae negara hukum, semua orang harus
tunduk kepada hukum secara sama, yaknl runduk kepada hukum
vang adil.’

¥ Menura Jamly Anbbdiqqie Dialam stitem bonarics & Indonesis ota Separs
Hulem ity mee sl bagln pang b wepaakban duil prbesbengan gagaun bonoparmn
Indonestt pejak kemendekaan, Minkipus dalum pasal-paist ULDY 1943 scbelum perubahar,
idhe Negara hukum = ddzk dirumuskan woara doplisi, tempi dadan Ferfelaun diegukan
babws [ndonesia mesganut ke “mobtamas”. bultan " mactestanr”, [lam Konitinad RIS
Tahun 1949, Ke negars hwbum bu babian sgps dcadurdan Demibiin pula dalm
UL DS Tihun 1550, kembali rumuiss bhabwa ledoneibs adileh negirs buioum deannomkan
denyan wgas. Oleh karena ira, dalam Perubahan Kedga tabvan 2000 sechadsp LUD Kegars
Repuabliy Indenesis Takun 1945 kevesrusn menpenal ind bersbal dicappumban ngi
dafum Pasal |y (31 vang berbengl *Negacs Indonesia adilab Negara Hubun® (Jedy
Auhidiogle, Cupesy Negarsr Hubum fadeses, MalalihTimly cos!,

" Hifdsl Alien, Kewird Nepand b Dadim Srpaea Krarasn Rrpudlb indemria,
dadim Blog [Mes Kalun Anel Korupsl, pound § July 2008, daa dilim wwekolepian,
e Dalam barpak diskosi eriang bomws et hukum, banpak yang memyamchan
snkard mﬂ#ﬁ-ﬂdmgn recte af Luve, padihal aemrs keduanya sordazar prabolian, perbadasn
sntary keduans odoak pads ks porsddan sdminicral D eegirs-nepsrs Jugh
Bawrn pcnq-hm seraslip prinalp poitimis shhaclspan Bubum {epeiliny ﬁ-l:,":lrr plw Lrw)
tebihy disnjolian, shirggs dipindang ddk perdu watuk mesyedibun schash pasddon
ibuns unmuk pojabar sdmin brrmsl negara, kanena priniip ey bfesr B Lise menpbond o
semamiaan arters rakyst deogin poisber sdevnhionl pepate hann mromin jugs &
lapangan peridilan. srinys pejabat percriazaly dergan rahys bares wma-wma mndul pal
hekum, dan benamase kshodubareys ddudipon hubum Bobals dergan negana-nepan
Erepa Knnfineual yemg meiitikban wnowr pevslilan ademimsns s bungh sadah wora wnmm
darl mecdwplaas, bl bnl dimubsidban sk meheriban peolosbopan hobiam bap waigs
mrpara terhadigh whap dio vmliban prosvimeay yaog melasggar bk s lilam lipuangan
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Tidak ada scorang pun termasuk penguasa negara yang kebal
techadap hukum, dalam hal ini, konsep negara hukum sangar tdak bis
mentelerir baik terhadap siwem pemerintahan rotaliver, diktator atau
fseir, mavpun terhadap sistem pemerintahan yang berhaluan anarkis,
karena sistem negara yanp wealites/diktacor senng memperlakukan
rakyat dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martahar,
dan hak-haknya, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakya
menjadi salah sarw hal esensd dard suatu negara hukum, karena Inu, vang
dimaksudkan dengan negara hukum adalah suam sistem kenegaraan
yang diatur berdasackan hukum yang berlaku yang berkeadllan yang
rersusun dalam suaru konstinus, di mana semua orang dalam negara
terschur, baik yang diperintah mavpun vang memerintah, harnus
wnduk pada hukum vang sama, schingga setiap orang vang sama
dipertabukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda
dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan
warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan.

Kewenangan pemerintah dibarasi berdasarkan suarmu prinsip
diseribusi kekuasaan, schingpa pemerintah tidak bertindak sewenang-
wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyar, oleh karena it kepada
rakvar diberikan peran sesual kemampuan dan peranannya secara
demokratis.

Adalah sifar alami makhluk hidup {termasuk manusia) di mana
vang kuar atau mayoritas cenderung melanggar hak pihak yang
lemah atau minoritas, Tetapl kepada makhluk manusia diberikan
suatu kelebiban karena dia dapat berfikir dan berperasaan, schingga
kenidakadilan tidak boleh dI biarkan terus berlangsung, antara lain
untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah atau
juhak minoritas inilzh, akhirnya dalam reon ketatanegaraan kemudian
muncul teari-toati yang berkenaan dengan rule of Low, atau dengan
lerbagai julukan lainnya, Jadl, kehidupan manusia harus teranur,

brpads warga dap pejobisl shurdil mgain Mok dalim prrbpinlunginsya drsasi
s ke lasi srouelws pelek Srriita ol bt il abd s Lasd b ouivwns amears boukiamen me seismrad
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dan olch karenanya apar timbul keteraruran, hidup manusia harus
diatur oleh hukum, Sesuai dengan pandangan hukum alam bahwa
alam Itu bergerak dengan reratue dan terib, sehingga manusia yang
merupakan bagian dari alam juga barus hidup dan berperak sccam
teratir dan tertib pula. Konsekuenslnya, manusia harus distur oleh
hukum, [alam hal Inl, hukem buatan manusia hars sejalan dengan
hukum cipraan alam, acau hukum buatan Tuhan bagl mereka yang
beragama. Karena ltu pula, sepentl yang dikatakan oleh AV Dicew,
bahwa ada tiga arti dari rule of Low, yalous

1. Supremasi absolur ada pada bukum, bukan pada tindakan
kebljakeanaan atau prerogarif penguiasa.

2, Berlakunys prinsip persamaan dalam hukum (eguality before the
Lo}, dimana semua orang harus wnduk kepada hukum, dan ddak
scorangpun yang berada di aas hukum (abere the L.

3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagl negara, aninya

hukum berdasarkan konstinsi harus melarang seriap pelanggaran
terhadap hak dan kemerdekaan rakyar.

Menurut Jimly Asshiddigic® di zaman modern ini, konsep Negara
Hukum di Eropa Konrinental dikembangkan oleh Immanuel Kant,
Paul Laband. lulius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan
istilah Jerman, waitu “rechtiseer’ Sedangkan dabim radid Anglo
Amerlki, konsep negara hukum dikembangkan aras kepeloporan AV
Dicey dengan sebutan “ The Rule of Law”. Konsep negara hukum yang
dischutnya dengan iscilah “recheiaa” iu mencakup empar elemen
penting, yait :

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2, Pembagian kekuasaan [rrias polftica)

3, Pemerintahan bendauarkan undang-undang (wetmatighed nn
bestuur
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4. Peradilan Tata usaha Negara.

Selanjutnya AV, Dicey menguraikan adanya tiga clri penting
dalam seriap negara hukum yang dischunya dengan istllab * The Rule
aof Lawe”, vaitu:

L. Supremacy of Law,
2 Equaliey before the luw,
3. Due Process of Law.

Menurut Jimly Asshidigqie” bahwa Keempat prinsip "rechtustaa
vang dikembangkan oleh Julius Stahl rersehuc di atas pada pokoknya
dipat digabunghkan dengan ketiga prinslp “Rule of Liaw" yang
dikembangkan oleh Albere Venn Dicey untuk menandai cirl-ciri negara
hukum modemn di zaman sckarang. Bahkan, oleh = The fuernavional
Commitiian of furiit”, prinsp-prinsip negara hubkum i ditambah
Ligh dengan primsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence
snd fmpartiality of fudiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan
autlak diperdukan dalam setiap negara demokrasi, Prinsip-prinsip
vang dianggap citi penting negara hukum menurut ™ The International
Cortmisiton af furize™ itu adalah ;

| Nepara harus tunduk pada hukum,
2. Pemerintah menghormatl hak-hak individu,
v Peradilan yang bebas dan tidak memihak,

Utrecht membedakan antara negara hukum formil arau negara
hukum klasik, dan negara hukum materlel atau negara hukum
msdern, Negara hukum formil menyangkut pengertdan hukum yang
bersifat formil dan sempit, yait dalam arti peraturan perundang-
wndangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaltu  negara hukum
materiel yang lebih murakhir mencakup pula pengertian keadilan d|
dalsmnya, Oleh karena inu, Wolfgang Friedman dalam bukunya ® Law
i 4 Clnging Sociery” membedakan anars “rule of L™ dalam anth
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formll yairu dalam artl "erganized public pewer”, dan “rule of Lo
dalam arti materiel yaitu "rbe rule of fure Lane™ 2

Pembedaan ini dimaksudkan unuk menegaskan bahwa dalam
konsepsl negara hukum iru, keadilan tidak sera-merea akan terwujud
secard substantif, terutama karena pengertian orang mengenal hukum
it sendiri dapar dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil
dan dapar pula dipengaruhi ofeh aliran pikiran hukum mareriel.

Jka hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arvi peraturan
perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang
dikembangkan juga bemifat sempit dan terbaras serta belum tentu
menjamin keadilan substantive. Karena fru, di samping istilah "uhe
racle of lar” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “the rle of fuse
Lo untuk memastikan bahwa dalam pengertian tentang “the rule of
Law” wercakup pengertian keadilan yang lehih esensial darlpada sekedar
memfbungsikan peraturan perundang-undangan dalam ard sempit.
Kalaupun istilah yang digunakan cetap “the rule of dan”, pengenian
vang bersifat luss itulah yang diharapkan di cakup dalam istlah “she
rule of faw” vang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara
hukum di zaman sekarang.”'

Drari wraian-uraian di atas, Jimly Asshidiqqie mengembangkan
atau merumuskan kembali adanya tga belas prinsip pokok negara
hukum (Recheorasr) yang berdaku di zaman sekarang. Keriga belas
prinslp pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga
benliri tegaknya satu negara hukum yang modern schingga dapat
disebut sebagai negara hukum (7he Rule of Law, aaupun Recheisiear)

® E, Unreche, O O, b0,
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dalam arti yang sebenarya.

I Supremasi Hukum (Supremsacy of Lawk:
Adanya pengakoan normatif dan empirik akan prinslp supeemasi
hukum, yaita bahwa semua masalah disclesaikan dengan hukum
schagai pedoman tertinggi. Dalam perspektifl supremasi hukum
Uimpremuacy of Lowd, pada hakikacnya pemimpin tertinggl negara
vang scungguhnys, bukanlah manusia, reeapi konstliusi yang
mencerminkan hukum vang terinpgi. Pengakuan  normarif
mengenai supremasi hukum adalah penpakuan yang tercermin
dalam perumusan hukum dan/ atau koastiesh, sedanghan
pengakuan empirlk adalsh pengakuan yang wercermiin dalam
perilaku sebaglan terbesar masyarakatnya bahwa hukum jw
memang “smpremen”. Bahkan, dalam republik yang menganus
sisten  presidential yang bersifat murni, konstirusi ftulah yang
sebenarnya lebih tepar untuk disebut sebagai “kepala negara™, I
schabaya, dalim slstem pemerintahan presidential, ridak dikenal
sdanya pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan
sepertl dalam sistem pemerintahan parlementer.

2 Persamaan dalam Hukum (Equality before the Lax):

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan
pemerintahan, yang diakui secara normarif dan dilaksanaban
wecard empirik. Dalam rangka peinsip persamaan ind, wpala
skap dan rindakan diskriminafl dalam segala bentuk dan
manifestasinya dizkui schagal sikap dan tindakan vang terlarang,
kecuall tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementars
vang dinamakan “affrmanive actions” guna mendorong dan
mempercepar kelompok inasyarakar tertentu atau kelompok warga
masyarakac tertenru untuk mengejar kemajuan sehingga mencapal
ninpkar perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok
masvarakat kebanvakan yang sudsh jauh lebih maju. Kelompok
masyarakat tereentn yang dapar diberikan perlakuan khuan
mclalul “wffemative action)” yang tidak teemasuk pengertian
dukriminast fou mbalnya adalah kelompok  masyarakar sk
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terasing arau kelompok masyarakat hukum adat erente vang
kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat
rertentu yang dapac diberi perlakuan khusus yang bukan bersifae
diskriminanif, misalnya adalah kaum wania araupun anak-anak
terlanzar.

. Asas Legalitas {Due Provess of Law):

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas
legalitas dalam sepala bentuknya (due proces of loe), vaina bahwa
segala vindakan pemerintahan harus didasarkan aas peratoran
perundang-undangan yang sah dan rerrulis, Peraturan perundang.
undangan rermulis tersebur harus ada dan berdaku lebib duly aau
mendahului tndakan atau perbuatan administrasi vang dilakukan.
Dengan demikian, sctiap perbuacan arau nindakan adminiserasi
harus didasarkan atas aruran st “rules and procedures (regebs).
Prinsip normatil demikian nampaknya seperti sangar kaku dan
dapat menyebablan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena i,
untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara
dalam menjalankan tugasaya, maka sebagai pengimbang, diakui
pula adanya prinsip “freses ermenen” yang memungkinkan para
pejabat administrasi negara mengembanghan dan menetapkan
sendirl “beleid-regel” atau “policy rules™ vang berlaku internal
secara bebas dan mandini dalam rangka menjalankan tupas jabatan
vang dibebankan oleh peraturan yang sah.

. Pembatasan Kekuassan:

Adanya pembatasan kekussaan negara dan organ-organ Negara
dengan cara menerapkan prinsip pembagian  kekuasaan secara
vertikal amu pemlsahan kekuasaan secara horizontal,  Sesuai
dengan hukum dan kekuasaan, settap kekuasan pasti memilika
kecenderungan untuk betkembang menjadi sewenang-wenang,
seperti dikemukakan oleh Loed Acton: “Posoer tendi to corrup,
and wbsolute power corrupti absolutely”. Karema itu, kekuasaan
selalu harus dibarasi denpan cara membah-misahban kekvawan
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dalam kedudukan yang sederajar dan saling mengimbangi dan
mengendalikan sam sama lain, embataan kekuasaan jugs
dilskukan dengan membagi-bagl kekuasaan ke dalam beberapa
organ yang tersusun secara vertikal, Dengan begitu, kekuasaan
tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam saru argan atau s
tangan yang memungidinkan terjadinya kesswenang-wenangan.

. Organ-organ Eksehudlf Independenc:

[Yalam rangka membarasi kekuasaan i, di zaman sekarang
berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan
vang bensifit “independent”, sepert bank sentral, arganisasi
tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selsin iru, ada pula
lembaga-lembaga baru seperti Komisl Hak Asasi Manusia, Komisi
Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penylaran, dan
lain sebagainya. Lembaga, badan atau nrganisasi-organisasi ini
sebelumnyadianggapse penuhnyaberadadalamkekuasaancksekurif,
tetapi sckarang berkembang menjadi independent schingga ridak
lagl sepenuhnya merpakan hak mutlak seorang kepala chschuril
untuk menentukan  pengangkatan  ataupun  pemberhentian
pimpinannya. Independensi lembaga arau organ-organ tersebu
dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya
dapar disalahgunakan oleh pemerintall untuk melanggengkan
kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara vang memegang senjata dapat
dipakai unwuk menumpang aspirasi prodemokrasi, bank seniral
dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan
vang dapar dipakai untuk mjuan memperahankan kekuasan,
dan beplou pula lembaga arau organisast lainnya dapac digunakan
untunk kepentingan kekuasaan, Karena i, independensi kembaga-
lembaga rersehur dianggap sangar pendng untuk menjamin prinsip

negara hakum dan demokorasi,

Peradiliin Bebas dan Tidak Memihak:

Adlanya peradilan yang bebas dan vidak memihak (fnedependent and
smpartiad fudiciany). Peradilan bebas dan ddak memihak inl mutlak
harus aila dalam setiap negars hukum, Dalam menjalankan magas
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tudislalnva, hakim ridak boleh dipengaruhi oleh stapapun jug,
balk karena kepentingan jsbaran (politik) maupun kepentingan
wang (ekonomi), Unruk menjamin keadilan dan  kebenaran
tersebut, ddak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses
pengambilan putusan keadilan aleh hakim, baik Intervensi dan
linghungan kekuasaan eksshutil maupun lepislatif araupun dari
kalangan masyarakat dan medla masa. Dalam  menjalankan
rugasnya. hakio tidak baleh memihak kepadasiapapun juga kecuali
hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian. d:l::m
menjalankan wpgasnya, proses pemeriksaan perkara oleh Iu!r.ruu
juga harus benifar terbuka, dan dalam menentukan pt“-l‘lll.‘.li]l'f
dan meniaruhkan purusan, hakim hams menghayad nilai-nilai
keadilan yang hidup di tengah-tengah mawvarakar, Hakim ridak
hanya bertindak sebagai “mulut’ itau cormong undang-undang,
melalnkan juga “mulut” arau comng keadilan yang menyu arakan
perasaan keadilan yang hidup di tengahi-tengah masyaraka,

. Peradilan Tata Usaha Negara:

Meskipun Peradilan Tata Usaha Megara juga menyangkut prinsip
peradilan bebas dan ridak memihak, tenapi penyebutannya socara
husus sebagai pilar urama negara hukum teaap perlu ditegagkan
rersendiri, Dalam serlap negara hukum, harus terbuka kesempatan
bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan peiabat
administeasi negara, dan dijalinkannya putusan hakim tata usaha
negara (admininrative court) oleh pejaba administrasi negara,
Dialam kenyataannya banyak terjadi kesewenangan yang dibusar
oleh pejsbat adminlstrasi negara yang merugikan warga negara.
Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri,
karena dialah yang menjamin agar wargas negara tidak dizalimi
pleh kepututan-keputusan para pejabat administrasi negara sehagai
plhak vang berkuasa, [ika halim rerjadl, maka harus ada pengadilan
vang menyelesalkan unrutan keadilan it bagi warga negara, dan
harus ada jaminan bahwa putusan hakim ta wiaha negara i
benar-benar dijalankan oleh para pejabat 1ata waha negara yang
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negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak
sesual prinsdp “independens and impartial judiciary” tersebur i
aras.

. Peradilan Tara Hrg:n {Canpritutional Court):

Disamping adanya pengadilan rata usaha negara yang diharapkan
membenkan jaminan tegaknya keadilan bagi tap-tlap warga
negara, negara hukum modern juga lazim  mengadopsikan
gipaan  pembenrukan  mahkamah  konstrusi dalam  sistem
ketatancgaraannya,  Pentingnya  Mahlamabh Kot
(romutitueional conrn) Ini adalsh dalam upaya memperkuar sistem
“checks and balinees” aneara cabang-cabang  kekuasaan yang
senpaja dipimah-pisalikan untuk menjamin demokrasi, Misalnyva,
mahkamah ini diber fungsi untuk melakukan pengujian atas
konstitusionalitas  undang-undang  yang merupakan  produk
lembaga legislatif, dan memuus berkenaan dengan berbagai benk
sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang
kekuasaan negara yang dipissh-pisahkan, Keberadaan Mahkamah
Konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin
dianggap penring dan karena itu dapar ditambahkan menjadi san
pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern,

. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Adanya pedindungan konstitusional rerhadap hak asasi manusia
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalul
proses yang adil. Perlindungan rerhadap hak asasi manusia cersebun
dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosthan
penghormaran dan perlindungan rerhadap hak-hak asasi manusia
schapal ciri yang penting suaru negara hukum vang demokrariv,
Seriap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan
kewa|lban-kewajiban yang bersifar bebas dan asasi. Demikian pula
penvelenpgaraan kekuasaan suar nepara tidak bolel mengurangl
arti atan makna kebebasan dan hak-hak asani kemanusiaan it
Karena lru, adanya peddindungan dan penghormatan verhadap
hak-hak asasi msila diu merupalain pilar ving singer enring
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dalam seriap negara yang discbue sehagar negara hukum, Jika
dalam suatu negard, hak asasi manusta terzbaikan atau dilanggar
dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat
diatasi secara adil, maka negars yang bersangkuran ridak dapat
disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10, Bereifar Demokratls (Demacratische Rechoaat):

Dianut dan diprakrekkannya peinslp demokrast atau kedaulatan
rakyat yang menjamin peran serca masyarakar dalam proses
pengambilan kepurusan kenegaraan, schingga setiap peraturin
petundang-undangan yang telah ditetapkan dan  ditegakkan
mencerminkan  perasaan keadllan  yang  hidup i tengah
masyarakat. Hukum dan perawran perundang-undangan yang
berlaku, tidak baleh diterapkan dan diterapkan secara scpihak olch
dan/ atsu hanya untuk kepentingan penguass secard berentangan
dengan prinsip-prinsip demokrasl. Karena hukum memang tidak
dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelinrir orang
vang berkuasa, melainkan menfamin kepentingan akan rasa adil
bagl semua orang ranpa kecuali, Dengan demikian, negara hukum
{rechestzzd) yang dikembangkan bukanlah “abselute rechsan”,
melainkan "democnitische rechtutaar” atau negara hukum yang
demokratis. Dengan perkaraan laln, dalam setiap Negara Hukum
harus menjamin adanya demokrasi, schagaimana di dalam sediap
negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas
hubkum,

11, Berfungsi schagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Wedfere
Rechstaar):

Hukum adabih sirana unuk mencapai tujuan yang diidealkan
bersama. Cita-cita hukum itn sendiri, haik yang dilembagakan
melalul gagasan negara demakrasi (demorntcy) maupun yang
diwujudkan  melalui  gagsan  negara hukum  (romocnin]
dinaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Rahkan

sehagalmana clra-cita nasional Indonesia vang dirumuskan dalam
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adalah dalam rangka melindungl segenap bangsa [ndonesia dan
scluruh  wumpah darah Indonesia, memajukan  kescjahreraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Megara hukum berfungsi sebagai sarana untuk
mewujudkan dan mencapar keempat tujuan negara Indonesia
terscbut, Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia
tidak akan terjebak menjadi sekedar "rule-driven” melainkan tetap
“mitdon driven”. terapi “misdon driven” yang vetap didasarkan atas
aturan,

12, Transparansi dan Koncro! Sosial:

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap
proses pembiatan dan penegakan hukum, schingga kelemahan dan
kekurangan vang terdapat dalam mekanisme kelembagaan reumi
dapat dikengkapl secara komplementer oleh peran serta masyaraka
secara langsung (parcisipasi langsung) dalam rangka menjamin
keadilan dan kebenaran, Adanya partlalpasi lingsung ini penting
karena sistemn perwakilan rakyat melalul parlemen tidak pernah
dapar diandalkan sebagai saru-satunya saluran aspirash warga
negara. Karena itulah, prinsip “representition in idear” dibedakan
darl “represencation in presence”, karena perwakilan fisik saja belum
tentu mencesminkan kererwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian
pula dalam penegakan hukum vang dijalankan oleh aparatur
penegak hukum sepert] kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim,
dan pejabar lembaga pemasvarakatan, semuanya memeriulan
kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efekeil, efisien sna
menjamin keadilan dan kebenaran.

1 3. Berketuhanan Yang Maha Esa

Klisus mengenai eira Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan
[ancasila, ide kencgaraan bangsa ini tidak dapar dilepaskan pula
dari nllai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama
dam neama Pascasila. Karena ita, di samping ke 12 cin aran un
vang terkandung dalam eagasan Negara Hukom Modermn seperii
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tersebue di atas, unsur ciri vang ketlga belas adalah bahwa negam
hukum Indonesia it menjunjung tinggi nilai-nilai ke Maha Esa-an
dan ke Maha Kuasa-an Tuhan, Arcinya, diakuinya prinslp supermasi
hukum ridak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-
an Tuhan Yang Maha Esa vang diyakini scbagai sila pertama dan
urama dalam Pancasila. Karena i, pengakuan segenap bangsa
Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi vang rerdapar dalam
hukum konstitusi di saru segl tidak boleh bertentangan dengan
keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilad
ke Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa iru, dan di pihak lain
pengakuan akan prinsip supeemasi hukum i juga merupakan
pengcjawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan
atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan
setiap manusia Indonesia hanya memulizkan Tuhan Yang Esa dan
menishikan kehidupan antar sesama warga yang bersifar egaliver
dan menjamin persamaan dan penghormatan atus kemajemukan
dalam kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.

Dalam siscem kanstitusi Negara Indonesia, cita negara hukum
itw menjadi bagian yang rak rerplaahkan dari perkembangan
gagasin kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan, Meskipun dalam
pasal-pasal LUD 1945 sehelum perubahan, ide negara hukum
it tldak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan
ditepaskan bahwa Indonesia menganut ide “rechinas” bukan
“wurchomeass. Dalam Konstinwi RIS Tabun 1949, |de negara
hukum e hahkan regas dicantumkan, demikian pula dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1950, kembali  rumusan bahwa
Indonesta adalah negara hukum dicanmmbkan dengan regas. Oleh
karena fru, dalam Perubahan Ketiga rahun 2001 terhadap UUD
Nepara Republik Indonesia Tahon 1945, ketentuan mengenal ini
kembali dicantumkan regas datam Pasal 1 ayar (3) vang berbunyi:
“Megara Indonesia adalah Negara Hukum®

Muochtar Kusumaarmadja, menpatakan hahwa makna renlalam
darl negara yang bendaarkan atas hukum adalab: “kekuasaan
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Dengan demikian konsep negara hukum tentu saja memadukan
paham kedaulatan rakyar dan kedavlaran hukum sebagai sa
kesaruan™. " Pendapat tersebut sehenarmya merupakan penegasan
dari apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayar (3) Undang-Undang
Dasar 1945 serelah amandemen yanpg walaupun hanya dirumuskan
secara singhkat bahwa Indonesia adalah negara hukum, tanpa ada
penjelasan yang lebih panjang lagl, namun implikasinya sangar
luas dan jelas.

H. Suko Wivono'” menyatakan bahwa untuk lebih mengeri
tentang demokrasi, hasus dipahami juga Pasal 1 ayar (2) Undang-
Undang Dasar 194% yang menyatakan Kedaulaan berada di
tangan rakyat dan  diliksanakan menurat Undang-Undang
Dhasar. [hari kedua pasal di aras dapar disimpulkan bahwa negara
[ndonesia menganut prinsip  demokrasi konstitusional  arau
sama dengan negara hukum yang demokracis atau democraiiohe
reciptaat. Dari uralan di atas dapar dipastikan sebaglan besar
orang akan menyarakan bahwa negara hukum atau mle of diw
terkale erat dengan hak asasi manusia dalam artian positif, yaiog
bahwa tepaknyva rufe of frw ataw supremasi hukum akan berdampak
positif pada pelaksanaan hak asasi manusia,

Uniwk memperjelas hal ini Zumirotin dan Roichaml
Aswidah™ mengambil beberapa kesimpulan penting dari Randall
I* Peerenboom yang melakukan penelitian mengenal kaitan antara
rusle of o dengan hak asasl manusia. Pertama adalah bahwa kaitan
antara rufe of Lo dengan hak asasi manusta adalah kompleks
Selanjuenya dinyatakan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah
prinsip-prinsip rade of daso, tetapi adalab kegagalan unok mentaati
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prinsip-prinsip tersebur, Akan retapi yang jelas menurumyz adalsh
hahwa rule of L bukanlah “obat mujarab” yang dapac mengebati
sermui masalah., Bahwa rule of bno saja ridak dapar menyelesaikan
masalah,

Selanjutnya Zumeotin mengarakan hahowa rule of faie hanyalab
satu komponen untuk sebuzh masyarakat yang adil. Nilainilai
vang ada datam rede of Loz dibueuhkan unruk jalan pada nilai-nilai
penting lainnya, Dengan demikian rule of L adalah jalan retapi
bukan mujuan i sendiri.”

Berkaitan dengan hak asasi manusia sendirl, terutama hak
ekonomi, sosial dan budava, dikatakan bahwa rule of kue sangar
dekat dengan pembangunan ekonomi, Selanjutaya dia menyatakan
hahwa memperhitungkan pentingnya pembangunan ckonomi
bagi hak assi manusia maka dia menvarakan agac gerakan hak
asasl manusia memajukan pembangunan. Di sini sangat penting
untitk diingat bahwa menuru Peerenboom sampai sekarang teradi
kegagalan unmuk memperlakukan kemiskinan schagai pelanggaran
atas martabat manusia dan dengan demikian hak ckanomi, sosial
dan budaya tidak diperlakukan sama dalam penegakan hukumnya
sepertt hak sipil dan politik. Dalam pemenuhan hak ckonomi,
saslal dan budaya, menurutnya rude of b saja tidak akan cukup
untuk dapat menjamin pemenuhan hak ckonomi, sosial dan
budaya tanpa adanya perubahan e ckonomi global baru dan
adanya distribusi sumber alam global yang lebih adil dan selmbang,
Oleh karena ira menurumya pemenuban hak ckonomi, sosial dan
budaya juga memerlukan perubahan yang mendasar pada tata
ekonomi dunia.

Terakhir yang harus dicatar adalah peringatan Peerenboom
entang  bahaya demokratisasi vang  prematur. Menuruinya
kemajuan hak asasl manusia yang signifikan hanya dapay tercapai
dalam demokrasi yang comsolidased, sementara demokrasi vang,

prematur mengandung bahaya yang justru melemahkan rule af
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farer dan hak asasi manusia terutama pada negara yang kemudian
terjadi kekacauan sosial (savial chaes) atau pun perang sipil (el
reagr). ™

Hal lain vang penting dikemukakan oleh Zumrotin'™ adalah
bahwa rude of Les memburuhkan stabilivas politik, dan nepara yang
mempunyai kemampuan untuk membentak dan menjalankan
sistem hukum yang fungsional stabilitas polirik saja ridak cukup.
Dalam hal ini dibutuhkan hakim vang kompeten dan peradilan
vang bebas dari korupsi. Pada intinga fa menyarakan balwa
walaupun e of dio bukanlah obar mujarsb bagl terpenubinga
hak asasi manusia, namun demikian, adalah benar pelaksanaan
rule of Lawe akan menyebabkan kemajuan kualitas hidup dan pada

akhimnya terpenuhinya hak asasi manusia,'*

Negara hukum ree/ustaar atau rule of fase adalah pegara yang
penyelenpgaraan kekuasaan pemerintahannya  didasarkan ans
hukum. Negara berdasar hukum menempatkan hukum sebagai
hal yang rertinggi (rupreme). Supremasl hukum ddak  bolel
mengabaikan tiga ide dasar hukum: keadllan, kemanfaatan, dan
kepastian, Pemerintahan dalam negara hukum harus konstimsional
artinya ada pembarasan kekuasaan dan ada jaminan hak dasar

warga negara (dalam negara komunis! otoriter adz konstitusi tapi
thilik konstitusional),

Nepara hukum adalah unik, karena negara dipahami sebagal
konsep hukum, yang unlk sebab tidak ada negara ckonomi, negara
peiitik dan sebagainya, Wegara hukum formal adalah negara
hukum dalam arth semple yaite negara yang membatasi nuang
peraknya dan bersifar pasif techadap kepentingan rakyar negara,
Negara tidak campur tangan secara banyak rerhadap urnsan dan
kepentlngan warga negara. Urusan ckonoml diserahkan kepada
warpa dengan dalil ez fvire, laiiez aller artinya warga dibiarkan
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mengurss  kepentingan  ekonaminya  sendird maka dengan

sendirinya perckonomian negara akan sehat

Megara hukum material adalah negara hukum dalam arti luas

(modern), pemerintah diberi gas membangun kesejahreraan di
berbagal lspangan kehidupan. Pemerintah diberl Freies Enmesen,
vaity kemerdekaan yang dimiliki pemerintah uneuk urur serea
dalam  kehidupan ckonomi sosiat dan keleluasaan uniuk viclak
terikai pada produk legistasi parlemen. Konscp negara marerial,
pemerintzh (ckschkutit) bahkan bisa memiliki kewenangan legishaf
dalam hal :

2. Adanya hak inisiadf yaie hak mengajukan rancangan undang-
undang tanpa terlebih dabulu ada persetujuan peatlemen meski
dibarasi wakew;

b, Hak delegasi yaltu membuar peraturan perundangn di bawah
undang-undang:

. Divoir ermesen yaitu menafsirkan sendin aturan-aruran yang
rvasih emansfatif!

Megara hukum material {modern! welfare sare) adalah
negara yang pemerintahannya memiliki keleluasan unmuk wrut
carspur dalam urusan warga dengan dasar bahwa petnerintah ikur

hertunggung jawals rerhadap kesejahreraan rakyar, Negara bersfar
aktif dan mandici dalam upaya membangun kesejahteraan ralopar.

B. JABATAN PEMERINTAH

Secara umum, Demerinah adalah organ pelaksana. Namun,
secara kKhusus adalah jabaran-jabaran, Sebagaimana dikemukakan oleh
5. Pramudji Armosudirdjo™®, pemerincah adalah keseluruhan daripada
jabatan-jabatan  (pefabat-pejabar) di dalam  suara Negara  yang
mempunyai tugas dan wewenang Politik Megara serua Permerintahan.
Dengan kata lain, administrasi Negara adalah pemetintah dan

Wrasrnang Pemersrah dadam fhgn-:!—l.l:.ll.r:
pemerintah  berard  jabatan®  Jabatan adalah lingkungan  kerja
tetap yang berisi fungsi-fungsi terrentu secara keseluruhan yang
mencerminkan rujuan dan rata kenja suatu organissi, sedangkan ‘;.-.m‘r_
dimaksud dengan organisast adalah kumpulan jabatan atau lingkungan
keria tetap dengan berbagai fungsi.®! Negara berisi berbagal jabatan
atau lingkungan kerja tetap dengan berbagal fungsi untub mencapai
tjuan Negara.™ Menurut E, Uteeche™ jabaran adalah pendukung hak
dan kewajiban sebagal subjek hukum (perreon) schingga berwenang
melakukan perbuatan hukum (rechuehandelingen), balk menuru
Bukum publik maupun menurur bukum privae. din dapae menjadi
pihak dalam swaru perselisthan hukum {proces parp), balk di Juar
maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Lingkup jabaran
shilam organisasi negara dapar dibedakan dengan berbagai cara, yvaiou:*

| .h.h.:t.m alar kelengkapan negara, lazim dikena! dengan sebutan
rabaran nepara dan jabasan penvelenggara administrasi negara

2 labaran politik dan bukan jabatan polirik

b 1hln.'u.an yang secara langsung bertangguny jawab dan berada dalam
kendalifpengawasan publik dan jabaran yang idak langsung
bertangpung jawab dan berada dafam kendali! pengawasan publik

b Jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan
jabatan yang tidik secara langsung melakukan pelayanan umum,

Denpan pendekaran sedlkic berbeda, Ridwan HR. mengarakan
bulvwa  pemerintzhan adaleh jabatan di anvara jabaan-jabatan
Lenegaraan, Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan
wonhiel vang dibentuk untuk wakes lama dan kepadanya diberikan
gy slan wewenang. Jabatn (@wée) i bersifit tetap, sementara

e
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pemegang jabatan {anthidranger) berganti-ganti sehagai akibac
pemilihan atau pengangkatan. Pergantian pejabat tidak memengaruhi
kewenangan yang melelat pada jabatan. Jabatan ini dilekani dengan
hake dan kewajiban armu diberi wewenang untuk melikukan tindakan
hukum. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan
tugas dan wewenang, karena pejabas tidak memiliki wewenang, Jabatan
tdake dapar bertindak sendin karena ia hanyalah fiksl. Frrhu.‘u:n
hukum Jabatan dilakukan melalui perwakilan (eertegemicoondiging),
vaitu pejabat (ambudniger) yang bertindak wnwk dan atas nama
iabatan,” Meskipun demikian, pemerintah dalam perganlan hukum
sering rampil dengan dua kepala, yakni sebagai wakil dari jabatan
fambe) yang runduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum
(recheperioan) yang wnduk pada hukum privar. Sebagii jabatan, ia
diserahi kewenangan publik vang diarur dan munduk pada hukum
publik, Ketika hadan hukum publik f terlibat dalam lalu lintas atau
perbuaran keperdataan, fa dilckari dengan kml-::_p.m hukum yang
tunduk dan mengilatkan diri pada hukum privac™

Secara khusus, agar fungsi-fungsl Jabaran berjalan sebagaimana
mestinya, serta bergerak mencapal ssaran dan wjuan, maka i
dilaksanakan oleh pejabat (pemangku fabatan}, yakni orang perorangan
yang duduk dan didudukkan dalam suaru jabatan dengan tugas dan
wewenang tertenm untuk merealisusikan berbagai fungsi jabaran
rertentu,” Secara umum, P Nicoki™ menyebur bihwa kewenangan
vang diberikan kepada organ pemerinrahan harus dijalankan olch
manusia. Tenaga dan pikiran organ pemeriniahan ad_:l;h lenaga
dan plkiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungw organ

1 Pesdapat ici menufik kepada peagrrion Regan monirer Logermann, achapaimazs

Bkgsakannva: *Dalam benvak benyaaan mnfalnye, Negata sdalah pegninand yanp Lerkrnsia
bagyi i ! i b erja yimg Leapering

dengn herhagai fumgi. Yaog dl-ahsnd demgan fungsl ulalih linghumgin .
dalarn bubngeys secan kaehinhan Fungd-funpl inl daasmakan jann et adalady
oigantaisl fabigran’”, Likat: Hidwan HE. 3 g B A
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terschur, yaitu para pejabar.

Pejabat juga diartikan sebagai pegawal pemerintah yang meme-
gang jabatan penting {unsur pimpinan}® Pejabac adminisrasi
negata adalah orang vang dianghkar anu diduduldan dalam dinas
pemerintahan yang diserahi tgas dan wewenang untuk melakukan
whagian pekerjaan pemerintabh vang bukan  rermasuk  lngkup
pekerjaan badan vudikarif, legislanif aran badan linnya ™

Secara teknis, berkaitan dengan jabatan maupun pejabat, dapar
disimpulkan bahwa lepitimasi techadap sesearang vang dianggap
menduduki jabaran dalam hukum rara negara adalah kerlka yang
bersanghkutan benar-benar relah diangkat”' Oleh karenanya, menurut
Logemann,® jabatan yang dibebani dengan kewajiban berdasarkan
liukum tam negara berwenang unwuk melakukan perbuatan hukum.
Hak dan kewajiban rerns, ridak peduli dengan pergantian pejabar.
[Valam jabatan. juga werdapat penentuan tugas dan wewenang vang
akan menjadi pengukus, apakah hak dan kewajiban dijalankan
wehapaimana mestinya atau tidak. Hak dan kewajiban ridak dijalankan
schagaimana mestinya karena ada tindakan yang melampaui wewenang,
(dezoumement de poureir) atau penvalahgunaan wewenang (mibrutk
van revhitfabuse of power).

Oleh karena diwakili pejabar, maka jabatan i berjalan dan
menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh pejabar.
Ialamartlan, jabatan bertindak dengan perantaraan pejabarnya ™
A M Stronik dan |G, Steenbeck™ memberikan illustrasi mengenai
perbuatan hukum dari jabacan dan pejabar, bahwa:

Kewenangan pemerintahan (hak dan kewajiban) i melekar
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ada jabaran, Jika (sebagai conreh) buparifwalikota memberikan
utusan terrenc, maka berdasarkan hukum keputusan i

diberikan oleh jabaran buparifwallkota, dan bukan oleh orang
yang pada saar ity diberi jabaran, yakni bupati/walikota,

Antara jabatan dan pejabar memiliki hubungan vang e
Namun, di antara keduanya memiliki kedudukan hukum vang
berbeda atau terpisah dan diarur dengan hukum yang herbeda. ER,
Bathlingk™ memberikan ilustrasi mengenal perbedaan kedudukan
hukum rersebar.,

FAM Swoink dan J.G. Steenbeck” menycbue hahwa bif
arrributicgaatber orn bet teokennen yan een miewwe bryoegdbeid
{arribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru), vang olch

Namenson Sinamo ditambahkan bahwa wewenang arrlbusi ini dapas
didelegasikan dan dimandatkan.

Menurut Algeniene Bepalingen van Adminiseraticl Rechr, " nan
ateributle van bevorydbeid kan worden geiproken wanner de wet {in
mareriele zim) een bepaclde bevoegdheid san een bepaald orgean
roekent (arribusi wewenang dikemukakan bilamana undang-undang
{dalamartl materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ
tertentil, Wewenang yang diperoleh secara avribusi ftu bersifar ashi
yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kara lain,
organ pemerintzhan memperoleh kewenangan secan Lingsung dani
redaks] pasal tertentu dalam suar peraturan perundang-undangan.™
Selanjumva, dijelaskan bahwa dalam hal arribusi, penerima wewenang
dapat menciprakan wewenang baru atau memperluzs wewenang
yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ckstern yang
diatribusikan sepenuhnya pada penerima wewenang (atriburaris).
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Sementara menurut  Indrohario,*” pada delegasi rerjadilah
pelimpahan suatd wewenang yang telah ada oleh badan arau jabatan
Fata Usaha Negara vang telah memperoleh wowenang pemerintzhan
Lacara atriburif kepada Badan atau Jabavan Tata Usaha Nepara lainnya
ladi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu acribusi
wewenang.

C, WEWENANG PEMERINTAH

I. Pengertian Wewenang

Dalam literarur hukum adminiswasi dijelaskan, bahwa istilsh
wewenang seting kall disepadanlan dengan Istilah kekuasaan, Padahal,
iitllah kekuasaan tidaklah ldentik dengan lstilah wewenang,

Kuta “wewenang' berasal dari ka “awtheriy” (lopgris) dan
“gentg” (Belanda), Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kara "poser”
Hnggris) dan “mache” (Belanda), Dasi kedua lseilah ini jelas cersimpul
perhedaan makea dan pengertian sehingga dalam penempatan
bedua ferilab ini haruslah dilakukan secara cermar dan harl-hati.
Penggunaan atau pemakalin kedua istilah inl ampaknya tidak terlalu
dipermasalahkan dalam realitas penyelengggiraan pemerintahan ki,
Hal ity memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian aparawir
dun pejabar penyelenggara negara atau pemerintzhan kedua bsrilah
tersebut tidaklah begitu penting untuk dipersoalikan. Padahal dalam
konsep hukum tata negara dan hukum adminitrasi keberadaan
wewenany pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Begi
pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebur schingga
FAM, Stroink dan 1.G. Steenbeck®™ menyeburnya sebagai konsep imi
Jdalam hukum caca negara dan hukum administrasi,

Menunut P Nicolei'  wewenang  pemerintahan  adalah
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kemampuan untuk melakukan dindakan atae perbuaran hukem
tertenty, yakni tindakan atan perbuatan yang dimaksudkan unruk
menimbulkan akibar hukum, dan mencakup mengenai timbul dan
lenvapnya akibar hukum (ber sermagen for ber serrichten van bepaalde
rechshandelingen & handelingen die op rechngesoly gerichs zijn en
dus ertoe strekben dar bepaalde rechisgevolgen onitaan of tenier gaan).
Sclanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan it
tersimpul adanya hak dan kewajiban dan pemeriniah dalam melalukan
tindakan arau perbuatan pemerintahan tersebur. Pengeruzn hak
menurur B Nicolal dhkk,“berisi kebebasan unuk melakukan atau
tidak melakukan tindakan ataw perbuatan tertentu atau menuntue
pihak lain uniwk melakukan tindakan tertentu (eem reche houds in de
vrifheid art een bepaaide feivelijke handeling te verricheen op na e Laven,
of de aaniprask op bet vervicheen van eem handeling door een ander).
Adapun kewajiban dimaksudlan sehagai pemuatan keharusan unruk
melakukan atau ridak melakukan tindakan atau perbuaran (een plich
impliceert een verplichting om een bepaalde bandeling te verrichen op ma
ze Laten),

Bagir Manan®* mempertegas tllah dan werminologl apa vang
dimaksudkan dengan  wewenang  pemerinmhan.  Menumumya,
wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan
imuchi), Kekuasaan hanya menggambarkan hak unmk berbuar atau
ridak berbuar. Adapun, wewenang dalam hukum dapar sekaligus
berarti hak dan kewajiban (rechter en plichten]. Dalam kaitan dengan
proses penvelenggaraan pemetintahan, hak mengandung pengertian
kekuasaan unmuk mengawir sendiri (zelfregelen) dan mengelola
sendiri (zelfbersuuren), sedanghkan kewajiban berari kekuasaan uwnok
menyelenpgarakan pemerintahan Sebagaimana mestinya.  Dengan
demiklan, substansd dan wewenang pemerintahan falah kemampuan
untuk melakukan rindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (fer
rvermmagen fot bt vernichien van bepazlde rechtsbandelingen),
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Selanjutnya, menurut H.D. Stout® wewenang merupakan suars
pengertian yang berasal dani hukum organisasi pemerintahan, yang
dapar dijclaskan schagai kescluruhan aturan-aturan yang berkenaan
dengan perokchan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh
subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (bereepdivid
i een beguip wit bet bestunriike organisatierechs, war kan worden
wenschrenen ah bet gebeel van regels dit berrekkbing bee 7 op de verkkrijging
e uit eefening van bestusnrechielifbe bevocgdieden  rechtrverkeer),
Bahkan, L. Tonnaer*” secara tegas mengemukakan bahwa kewenangan
pemerintah dalam kaivan ini dianggap schagai kemampuan uniuk
melaksanakan hokum positf, dan dengan begitu dapar dicipakan
stiaty huhung,:n hukum antara pemerintah dan warga negara (arerbeids
bevocgdheid words in dit verband ep gevar alr bet yen-mogen om poitief
rechy vast te stellem en aldvs rechebe-rrekkingen nusen burgen anderling
et staarent overesd en re soheppen).

Ldalam  konsepsi negaa hukum, wewenang pemerintahan
itt berasal dari  peraturan  perundang-undangan yang berliku
swhagaimana dikemukakan oleh Huisman dalam Ridwan HR.*™
hahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap la memiliki
wndiri wewenang pemerintahan, Kewenangan hanya diberikan oleh
undang-undang, Pembuar undang-undang tidak hanya memberikan
wewenang pemerintzhan kepada osgan pemerintahan, akan tetapl
juga terhadap para pegawal atau badan khusus uneuk o Perdapar
vang sama dikemukakan oleh I de Haan," dengan menyebatkan,
hahwa wewenang pemerintahan ridakdzh jacuh dari langir, akan retapi
diteritukan oleh hukum (overdeldsberocpdfeden komen nier wuir de luch
vallew, eif worden door bet rechi genormeend),
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2. Sifax Wewenang

Dalam  uraian i aras, welab digambarkan babwa  secara
umum wewenanpg merupakan kekuasaan unmuk melakukan emua
tindakan atau perbuaran hukum publik, Dengan kata lain, Prajudi
Armosudindjp™ mengemubkakan bahwa pada dusarnya wewenang
pemerintahan ftu dapar dijabarkan ke dalam dua pengenian, yakni
sebagal hak untuk menjakainkan suatu urusan pemerinaban (dalam
arti sempit} dan schagai hak uniuk dapar secara nyata memengarahl
keputusan yang akan diambil oleh inseansi pemenineah lainnya (datam
arti Juas).

Peter Leyland dan Terry Woods" dengan tegas menyarakan,
bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: perama,
setlap kepurusan yang dibuar aleh pejabar pemerintahan mempunyal
kekuatan mengikat kepada seluruh angpom masyarakat, dalam acdi
harus dipawhi oleh seluruh anggot masyarakan, dan kedua, setiap
keputusan yang dibuae oleh pejabar pemerimah mempunyai fungsi
publik atau melakukan pelayanan publik.

Dard wralan tersebut dapar disimpulkan, bahwa wewenang
khusuinya wewenang pemerintahan adalab kekuasaan yang ada pada
pemerintah untuk menjalankan fungsi dan wgasnya berdasarkan
peraturan  perundang-undangan,  Dengan kata lain, wewenang
merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan uniuk mengambil
tindakian arau perbuacan hukum agar rdak timbul akibar hukum, yakni
terwujudnya kesewenang-wenanpan {omawermarigl. Wewenang adalah
kekuasaan hukum uniok menjalankan arau melakulkan suaos dndakan
atau perbuacan berdasarkan hukom publik. Dalam konsep hukum
perdita hal rersebur dikenal dengan isilab hak, yakni kemampuan
sesearang untuk melakukan suat andakan atau pecbuatan hukum
sebagai pendukung hak dan kewajiban.
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Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dan wewenang
pemerintahan i dilakukan arau dilaksanakan oleh pemerintah, Tanpa
adanya wewenang pemerinhan, maka tentunya pemerincah tidak
akan dapar mehikukan suat tindakan atau perbuatan pemerincabian,
Dengan kara lain, pemerinnah tidak akan mungkin melakukan suatu
tindakan arau perbuatan berupa pengambilin suama keputisan
atau keldjakan wanpa dilindasl atan diseeral dengan wewenang
pemerintahan, Jika hal tersebur dilakukan, maka dndakan atau
perbuaran pemerintihan yang dimakeud dapac dikaveporikan sebagai
whuah tndakan arau perbuatan yang 1anpa dasar alias perbuatan
vang sewenang-wenang {cacar hukum). Oleh karena io, sifac dan
wewenang pemerintahan perdu ditetapkan dan ditegaskan agar tidak
wiprli penyalabgunaan wewenang pemerintahan danfatau tindakan
atau perbuatan yang sewenang-wewenang,

Salt Nugraba dkk,” mengemukakan, hahwa sifar wewening
jrermerintahan i mellpuni diga aspek, vakni selalu tenkar pada
wiat masa tenenm, selaln winduk pada batas yang ditenoukan, dan
pelaksanaan wewenang pemerintahan erikan pada hukum rertalis
dan ridak reroulis (asas-asas wmum pemerintahan yang baik). Lebih
bLinjur, dikemukakan bahwa sifat wewenang vang selalu terikar pada
suatn masa tertenta direntukan secara jelas dan regas melalinn suan
peranuran perandang-undangan, Lama berlakunya wewenang tersebuy
juga disebutkan dalam perawran yang menjadi dasarnya. Schingga
lsilamana wewenang pemerintahan feu digunakan dan tidak sesual
lengan sifar wewenang pemerintahan cersebur, maka tndakan ata
retbuatan pemenineabhan it bisa dikavakan ddak sab atau bacal deml

T knam.

Selain iy, sifar wewenang vang berkaitan dengan bacas wilayah
woewenang pemerineaban i atas wewenang i sehilu wnduk pada
baras yang, telah dientakan berkaban erae dengan batas wilayah
kewenangan dan baras cakupan dan mareri kewenangannya, Baa
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2. Sifar Wewenang

Dalam  wraban ol atas, telah digambarkan bahwa  secara
umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua
tindakan atau perbuatan hukom publik. Dengan kata lain, Prajudi
Armosudlrdjo™ mengemukakan balwa pada dasamya wewenang
pemerintahan it dapac dijsbarkan ke dalam dua pengerdan, yakni
scbagai hak unmk menjalankan suat unsan pemerintahan {dalam
arti semple) dan sehapal hak untuk dapar secara nyara memengaruhi
keputusan yang akan diambil oleh insrans pemerinh hinnya {dalam
ani luas),

Peter Levland dan Terry Woods® denpan tegas menyacakan,
hahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: perama.
sctiap kepurusan vang dibuar oleh pejabar pemerineahan mempunyai
kekuatan mengikar kepada seluruh anggota masyarakar, dalam ar
harus dipatuhi oleh selurub anggota masyarakac, dan kedua, setiap
keputusan yang dibuar oleh pejabar pemerinealy mempunyal fungsi
publik atau melakukan pelayanan publik.

Dari uratan cerschur dapar disimpulkan, bahwa  wewenang
khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada
pemerintah untuk menjalankan fungd dan rugasnya benlasarkan
perataran perundang-undangan,  Dengan ka lain,  wewenang
merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan unwk mengambil
tindakan atan perbuaran hukum agar tidak imbul akibac hukim, yakni
terwujudnya kesewenang-wenangan (eswvimarly), Wewenang adalah
keboasaan hukum uneuk menjabankin atau melakukan suar tindakan
atau perbuatan berdasarkan hukum publik. Dalam konsep bukum
perdata hal rersebur dikenal dengan istilah hak, yakni kemampuan
secenrang untuk melakukan suam dndakan atan perboaran hukoum
sebagai pendukung hak dan kewajiban.

o Pradpodl Abmemislipeadio, 1088, Peohal Kawed Nudwer, Caie Adllya Tl
Narsdamg, h. Th
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Dalam  prakiiknya, keseluruhan pelaksanaan dan wewenang
pemerintalian io dilakukan arau dilaksanakan okeh pemerineah. Tanpa
adanya wewenang pemerintzhan, maka renunya pemerinmh tidak
akan dapae melakukan suatu tindakan atau perboatan pemerintahan,
Dengan kara lain, pemerineah tidak akan mungkin melakukan suzw
undakan aran perbuatan berupa pengambilan suatu kepurusan
atan kebijakan ranpa dilandasi atau disertai dengan  wewenang
pemetintahan, Jika hal rersebur dilakukan, maka tindakan amu
perbuatan pemerintahan yany dimaksud dapat dikategorikan schagal
sehuah dindakan atan perbuatan yang tainpa dasar alias perbuatan
yang sewenang-wenang (cacar hukum), Oleh karena Itu, sifar dan
wewenang, pemerintahan perlu diteapkan dan ditegakan agar ddak
terjadi penyalaligunaan wewenang pemerintaban danfarau tindakan
atan perbuaran yang sewenang-wewenang,

Safri Nugraha dkk,™ mengemukakan, bahwa sific wewenang
pemerintzhan ltn melipuel tiga aspek, yakni selalu rerlkar pada
suatu masa certenty, selalu winduk pada batas yang ditentukan, dan
pelaksanaan wewenang pemerintahan terikac pada hukum teroulis
eln tidak terrulls (asas-asas umum pemerintahan yang balk), Lebih
fanjue, dikemukakan habwa sifar wewenang yang selalu terikar pada
it masa tertenty dicentukan secara jelas dan e melalul suam
peraturan perundang-undangan, Lama berlakunya wewenang rersebut
g dischutkan dalam peraruran yang menjadi dasarnya. Schingga
hilamana wewenang pemetineahan i digunakan dan ddak sesai
denpan sifar wewenang pemerintahan tenschur, maka dmdakin acau
perhuatan pemerintahan ita bisa dikarakan tidik sah atau batal demi
baikum,

Sclain i, sifar wewenang yang berkaitan dengan baras wilayah
wewenang pemerintahan in atan wewenang, it selalu winduk pada
baras yang welaby divemidan berkaitan erar dengan baras wilavah
kewenangan dan burvas cakopan danl materi kewenangannya, Batas

’ 1 ‘-II'HIHII‘\-IF | i ' R ’II'II dru||.-u|.|
s, el b 3 |



Ferggoian Hukien fefodfon Penprishyscon Weeenang

i Fengutdapn Borsng don Jaka Perverisrtoh

wilayah kewenangan berkairan erat dengan reang lingkup kompetensi
absolur dan wowenang pemerintaban terschue, Wewenang dari seorang
mentert dalam negerd jelas akan berbeda baras wilayal kewenangannya
dengan wewenang menceri kehuranan, Adapun, baras cakupan materi
kewenangannya pada dasarnya sesual dengan yang dieentukan dalam
peraturan  perundang-undangan  yang menjadl dasar  pemberian
kewenangin rersshut, Misalnya, seorang menteri dalam negerl relah
diberikan wewenang pemerintahan untik melaksanakan fungsl dan
tupas pemerintalan dalam negeri schingga menteri dalam negeri
tidak dapac mencampurl urwsan lain di loar dan bidang yang wlah
ditentukan rersebut, seperti membuar kebijakan (pofig) di bldang
kehutanan,

Selanjutnya, dalam kepustakaan hukum adiministrash terdapar
pembagian mengenai sifar wewenang pemserintahan, yakni terdapac
wewenang pemeninahan yang bersifar cerikar, fakultadf, dan bebas,
terutama dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membnar
dan menerbitkan keputusan yang betsifar mengatur (feslufeén) dan
kepumsan yang benslfat menctapkan (bochikbingen) oleh organ
pemerintalian, el Indroharte™ dikemukakan, bahwa wewenang
pemerintahan yang bersifat rerikar rerjadi apabila perauran dasanya
menennikan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang
cerschut dapat digunakan, atan perawran dasarnya sedikir banyak
menenmukan rentang il dan kepumsan vang harus diambil. Dengan
kate lain, terjadi apabila peraturan dasar vang menentukan isi dan
keputusan yang harws dlambil secara terperine], maks wewenang
pemerintahan semacam inl merupakian wewenang yang benifar terikat.
Adapun, wewenang fakultail terjad] dalam hal badanfaan pejabar
pemetintah yang bersanglutan tidik wajib menerapkan wewenangnya
atan sedikit hanyak maslh ada pilihan, sekalipun pilihan it hanya
dapar dilakukan dalam hal-hal atau keadaan verveniu saja sebagaimina
ditentukan dalam peraturan dasarnya, Wewenang pemerintalian
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vang bersifar bebas, teradi ketika peraturan dasarnya member]
kibebasan kepada badan/atau pejabar pemerintah untuk menenmikan
serdin menpenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau
peraturan dasarnya memberikan rmaang Hngkup kebebasan kepada
jejabar pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan
pemenniahan,

Philipus M. Hadjon™  dengan  mengwip  pendapar  dan
MM, Spele dan LBJ.M. ten Berge, membagl kewenangan
lickas pemerintahan dalam dua kategord, yakni kebebasan dalam
kebijaksanaan  {beleidiorifheid) dan kebebasan dalam  penilaian
| beoardelingioriffieid). Adapun yang dimaksud dengan kebebasan
dalam kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam ani sempird bila
peraturan perundang-undangan  memberlkan wewenang terentu
kepada organ pemeriniahan, sedanglan argan tersebur bebus unruk
[idak) menggunakannya mesklpun syarat-syarac bagi pengpunaannya
swoara sah dipenubl, Adapun kebebasan dalam melakukan penilaan
Iwewenang diskres! dalam ard yang nidak sesungguhnya), menurut
hukum diserahkan kepada organ pemerintahan unuk menilai secara
wandin dan eksklusil apakah syarar-syarar bagl pelaksanaan suau
wewenang secara sah velah dipenuhi,

Berduarkars hal wesebue di aras, Philipus M. Hadjon™
menctapkan adanya dua jenis kekuasaan bebas aau diskresl, yakni:
perrama, kewenangan untuk memums secara mandiri; dan yang
heddia, kewenangan interpretasi tethadap norma-nomma tersamar
dala perawuran perundang-undangan {ragenarmen). Dengan kata
Liin, kewenangan untuk memutus atay menetaphkan secara mandisi
werhadap tindakan atau perbuaran sepeni apa yang akan dilakukan
st diambil dan kewenangan uniuk melakikan penafiiran atau
mrerpretasi terhadap notma hukum yang samar-samar {segesarmen),
sepertt dein waba dapar diberikan denpan memenuhi syarac-syarar

g ML F Lk, 1934, Prsginnir Hiados Alsiniimad fadsmmis, Criakii K2
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tertenty sebagaimana diaver dalam peraturan perundanp-undangan,
Pertanyaannya ialah sepert apakah syarat-sparac wersebuc yang diatur
dalam peratsran perundang-unidangan schinpga pemerintahlah yang
berwenang untuk menalsirkan syarat-syarar terselun dalam pemberian
izin usaha yang dimalksud.

3. Sumber Wewenang

Seiring dengan pllar urama dan konsepsi negara hubum, yakni asas
legalitas (fegalrreitheginsel st petbeginselvamuermaticheldvamnbessunr),
maka berdasarkan prinsip ini rerslrac bahwa wewenang pemerintahan
berasal dari peraturan perundang-undangan, vang berarti bahwa
sumber wewenang bagl pemennmh adadidalam peraturan perundang-
undangan mencakup karakeeristik dasar, sebagaimana yang dikmip
dalam pandanganAchmad Ruslan*berikur:

2. Mengatur  perilaku para subjek hukum yang bersifat lmperarif
yakni, hak, kewajiban kewenangan, mugas, fungsi serma larangan
yang berimlipkasi pada ancaman sanksi {perdama danfatau pidana
danfatau adminseracif} seera yang bersifar fakuladl yaim yang
bersifar kebolehan/inenambah,

b. Berlaku ke dalam dan keluar dalam mgka pemenuhan hak asasi
mianisla,

c. Bersifar mengikar [mengikar umum arau impersonal dari segi
subjeknya).

d. Objek yang diatarnya bersifar absrak danfaran konkrir,

e. Melembagakan suaru @ranan nilsi-nilai hukum erenw yang
bersifat instrinsik.

. Menenikan atau memastikan segi wakm keberakuannya, yaim
berlfat ternus-menerus atau unak wakm cecteniu saja capl ddak
einmaghiie.

g Menentkan arau memastikan sepl tempat keberlakwannya, yaio

A e B S0 Thorn dam Fumalisgn Pradeid Frasbimiedan fisamess Mpoundesg
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bemifat teritorialiscik.

I Menentikan  atau memastikan mekanbme  atan prosedur
pembentukannya sesuai dengan dasar pembentukannya yang di
dalaminya memuar pula argan pelaksanal penegaknya,

I Menentuikan dan memastikan dasar validasi pembentukannya dari
norma hukom yang membentuknya (aspek hirarkis) sena dana

pencgakannya,

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dan peramuran
perundang-undangan ini diperoleh melalul tiga cara, yakni: avribusi,
delegasi, dan mandar.

Menurut pendapar Indroharo,” bahwa pada arrlbusi cerjadi
pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suani ketentuan
dalam perauran perundang-undangan, Di sini dilahitkan atzu
diciprakan suaty wewenang barn, Lebih lanjue dischutkan, bahwa
legislator yang komperen uniuk memberlkan auibusl weweoang
pemerintahan i dibedakan amara; yang berkedudukan schapai
original legislator;, di negara kica df nghar pusar adalab MI'R sebagai
pembenmuk konstlmd dan DPR bemama-sama dengan pemeriniah
sebapai yang melahickan suaru undang-undang, dan di dinghkat dacrah
adalah DPRD dan pemerineah dacrab yang melabitkan peraturan
dacrah. Kemudian, vang bertindak schagal ddegared leglslavor;
seperti Presiden yang bendasar pada swaru ketentmuan undang-undang
mengeluarkan  peratoran pemerinah,  dalam mana  diciprakan
wewenang pemerintahan kepada badanfacaw jabatan pemerincahan
terrenii.

Pada delegas! terjadi pelimpaban suam wewenang yang telih ada
{wewenang wli) oleh badanfarau jahavan pemerintahan yang telsh
memperaleh wewenang pemerintahan secara arelbwnil kepada badans
atai Jabatan pemerineahan bilnnya, ladi, suatn wewenang delegasi
selilu didabulul olely adanya suam awribusi wewenang. Adapun,
penpertian mandar eadi keka negan pemerimaban menglznkan

I Ll decane fia s
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kewenangannya dijalankan oleh organ lain aws pamanya. Dengan
kata lain, suatu tindakan atau persbuatan yang mengatasnamalkan
badanfatau fabatan pemerintahan yang diwakilinga {bertindak uncuk
dan atas nama hadanfatau jabamn pemerintaban), Hal ini sama
atau serupa dengan konsep pemberian kuasa dalam hukum perdara
vang memberi kewenangan pada penerima kuasa untuk melakukan
tindakan atau perbuatan hukum atas nana pemberi Kuasa,

Untuk kebih jelasnya pengenian apa yang dimaksudkan dengan
atribusi, delegasi, dan mandar maka oleh HD. van Wik Willem
Konljnenbelt mendefinisikan arribusi sehagai suatu pemberian
wewenang pemerintzhan oleh  pembuar undang-undang kepada
argan pemerintahan (ateribuse it toekenning van een bestuursbevocgheld
doar eent weigever aan een deitwwrorgaan), Adapun, pengertan
delepnsi adalah pelimpahan wewenang pemerintaban dari suan
organ pemerintalian kepada organ pemeringahan kinnya {(delegarie
i overdnicle wn een bevoegheld wan et ene bestuumargaan aan een
cinder), dan penpgertian mandat terjadi ketlka organ pemerintahan
menpizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya
(msanadas it een bessunriongaan oot zljn bevoeghetd narmens bew wltoefenen
daar een cinder),

Derbeda dengan Van WijkMillem Konijnenbelr, maka EAM.
Strolnk dan .G, Steenbeek™ mengemukakan pendapamnya dengan
menyatakan, bahwa hanya ada dua cam organ pemeriniahan
memperolch wewenang yaknl, dengan jalan avribasi dan delegasi (er
bestaan deche twee wijzen waarop een organ wan een beyoegdheid kan
karmen, nameiijk atiributie en delegatie). Menpenai pengertian atribusi
dan delepasi denpan regas dikermukakan, babwa awribusi berkenaan
dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangiur
pelimpahan wewenang vang telah ada arau organ yang telah
memperoleh wewenang secara atribonil kepada organ lain schingga

L 0 wan Wik 199, Haefitraides san dadminlitaned Sl Yagas Criem
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delepasi secara logls sdalu didahulul dengan suata arribusl, Dengan
kara laln, delegasi tidak mungkin ada ranpa atribusi mendabuluinya
(ol areributie gaar bet om het tockennen van een niewwe bevoegd held;
bif ddelegatie gaat bet om hes overdriagen van een reeds bestsande bevoegd
beld ar doar ber argan dar die bevoegaheid geastriburueend beeft gekregen.
stam een cinder argan; qan delegatie gaat dus aftijd fogichewifs vooraf).

Dalam hal pengerdan mandar ddak  diblearakan  menpenal
penyeralian wewenang atau pelimpahan wewenang, Bahkan, dalam
hal mandar tidak terjadi perubahan wewenang apa pun atau setliak
tiaknya dalam ardd yurldis foemal, yang reradl hanyalah bubunpgan
mrernal, Dapar dicontohkan bahwa secara fakrual jabatan menceri
dengan pegawai kementerian, di mana menterd yang mempunyal
kewenangan dapar melimpahkan kepada pegawai kementerian untuk
mengambll keputusan tertentu atas nima menter], sementara secara
varidis wewenang dan tanggung jawab cetap berada pada jabatn
atau organ kementerian, Dengan kata hin, pepawal kemenrerian
memutnskan secara fakwoal sedanghkan menten memutuskan secara
vuniclis (i} mandaa it noch iprake wan een bevocg-dheiditockening, noch
ran oo bevocpdbeisoverdneche. fn geval van mandaar verandert er wan
eent bestaande bevoegdheied or alt bars in formeel furidisch cifn mietr. Fr
i aan witsiuitend sprake vian een interne verbouding, bij voorbecid ni-
niter « ambtenaar, waar bij de mimirter de ambtenacr machtizs enfof
apdnsagt nement hem bepanlde berlivingen se nemen, terwipl furidivch-
ntar buiten toe-de miniveer het bevoegdde en veranvwoordelifke organ blif
fr. Dhe ambienaar berlin feiteiifh, de miniseer furidisci),

Lhalan hal pelimpahan wewenang pemerincaban melalui delegas
bk tendapar syarat-syarat sehagaimana whagal berikue ;

4. Dielegast harus defininif dan pemberi delegasi (defegans) ddak dapar
lagi mepgpunakan sendin wowenang yang relab dilimnpabkan i

I Diclegasi harus bendasarkan kerentoan  pecaturan perundang-
vndangan,

e Eeegand tldale kepasha bawalian, artinya dalam habwingan Wicrarki
kepepawatan ke diperkenankan sdanya delepasi;
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d. Adanya kewsjiban mempertanpgungiawabkan  dan penerima
debegasi (alefoparanis) kepada delegans.

e Delegars  dapat memberikan  instruksi  entang  penggunaan
wewenanp terschut kepada delegatarss,

Sehanjutnya, dapat dikemukakan bahwa dengan mengerahoi
sumber dan cara memperoleh wewenang dan organ pemeringahan
akan memperjelas legitimas tindakan aan perbuaran pemerintahan.
Hal ini terkait pula dengan pertanggung jawaban hukum (rec/elifke
renontwondfing) dalam setlap penggunaan wewenang pemerintahan yang
menegaskan, bahwa thdak ada saeu pun kewenangan yang diberikan
kepada pemerineah dalam melakukan suaru tindakan atau pertbuacan
tanpa disertai dengan suan pertanpgungiawaban (geen bevocgdheld
naaar bestuny rechidwandelingen zonder ventninverdelijbheid atau there
is mo autharity in government action without responsibifis). Dengan
kata lain, hahwa dalant setiap pemberlan kewenangan kepacda pejabat
pemeringahan terentu sclaku persanilikasi dan jabaan pemerintahan,
maka terslrat denpan jelas di dalamnya pertanpgungiawaban dan
pejabar yang bersanghucan,

Darl uraian teesebut di atas, secara jelas dapar disimpulkan
bahwa wewenang pemerintahan yang menjadi dasar dndakan
atau perbuatan pemerintahan melipund tiga jenis wewenang, yakni:
wewenang yang diperaleh secara acribusi dan berasal dari peraturan
perundang-undangan adalah wewenang yang berslfar asli, Dengan
kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara
langsung, dan umusan norma-norma pasal tereentu dalam suaty
peraturan perundang-undangan, Dalam hal rindakan avan perbuaran
pemerintahan didasarkan pada wewenang atribusi, maka pemerintah
selaku penerima wewenang arribusi dapar meneipakan wewenang
pemerintahan baru atan memperluas wewenang yang sadal ada,
dengan demikian maka tanggung Jawab intern maupun cksem
pelaksanaan wewenang yang distebustkan sepemlinga berada pada
|n'|urli||u||. welabon prenerima wewening, |1rmrlm1.l|| i Lannibsanaria).
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pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dan
pefabat yang satu kepada pejabar lainnya schingga ranpgung jawab
vuridis tidak lagl berada pada pemberi delepasi (dedegans) tetapi welab
lscralih kepada penerima delegas (defogatan ). Adapan, pada wewenang,
imandar, maka penerima mandat {mandatarss) hanva bertindak vrmnik
dan atas nama pemberi mandar (mandom), sedanghkan tanggung
jawab akhir dan keputusan yang diambil oleh penerlma manda
atau mandatarls tetap berada pada pemberl mandar arau maenaenr,
Dalam hal ind, penerima mandat hanyalah seladar melaksanakan atau
menyelenggarakan apa yang tetap menjad] anggung jawab pemberi
mandat. Uneuk memperjelas perbedaan anrara delegasi dan mandat.

4. Penggunaan Wewenang

Tanpgung jawab intern dan cksern pelaksanaan wewenang
yang didistribusilan sepenuhnya berada pada penerima wewenang,
I'ertanggungiawaban  intern  diwujudban dalam benuk  laporan
pelaksanaan kekuasaan, sedanphkan pertanggungjawaban dard aspek
chstern adalab pertanggungjawaban terhadap plhak ketigs apabila
dalam melaksanakan kekusaan melshirkan deri atau keruglan bagi
pihak lain. Penerima wewenang bertanggungjawah aras segala akibar
neganl yvang ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan.

Fada konsep delegwi, ddak ada penciptaan wewenang dan
pejaliat yang satu kepada yang lalnnya, atau darl badan adminisrasi
vang sata paa vang lainnya. Penyerahan wewenang hars dilakukan
denpan bentuk peratusan hukum rerenmu. Pihak yang menyeradhkan
wewenangdiscbut defegans, sedangkan pihak yang menerimawewenang
dischun defogararis, Seiclah defegans menyerahkan wewenang kepada
ddelegaroris, maka rangpung jawab intern dan manpgung jawab ekstern
pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegaroris,

Adapom syarat-syaran debegasi sehagai berikut ¢

a. Delepasi haruas defiminf, arrtlnya delegasi ridak dapar  lagi
wienpgenakan sendlo wewenang vang telaby dillmpalilean i

b Dlelegast harus berdawrkan  ketenouan preratiiran ;-rn.lmhu;l;-
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andangan, artinya delegasl hanya dimungkinkan kalau ada
kerenruan untuk [t dalam peratvran perundang-undangan;

c. Delegasi ridak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

d. Kewallban memberi keterangan (penjelasan), aminya delegans
berwenang untuk meminta penjelasan  tentang  pelaksanaan
wewenang tersehui

e, Peraturan kebijakan, artinya ddegans memberikan  nsoruksi
{perunjuk) rentan penggunain wewenang rersebar™.

Dengan demiklan menurue Mulyosudarmo®, dalam konsep
perdelegasian kekuasaan, maka delegaroris melaksanakan kekuasaan
atas nama sendird dan dengan tanggung jawab sendini, Oleh sebab i,
pelimpahan itu disebur pelimpahan kekuasaan dan anggung Jawab.

Perolehan wewenang secara mandar, pada dasamya adalab
sty pellmpahan wewenang darl atasan kepada bawahan dengan
maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabar wea usaha
negara yang memberi mandar, Hal tersebar berarti bahwa kepurusan
yang diambilpejabar penerima mandar, pada hakekainya meripakan
kepurusan dari pejabat taa wsaha negara yung memberi mandar.
Schagai konsckuensinya, bahwa tanggung jawalr dan anggung gupat
atas ditesbitkannya kepursan acas dasar suatu mandar, erap berada
pada pejabac pemberi mandar.

Denpan kata lain pada koosep mandar, mandataris hanya
herrindak untuk dan atas nama pemberi mandat, schingga tnggung
jawab akhir dari kepurusan yang diambil mandararis rerap berada pads
pemberi mandat, Selain it untik mandar ddak dipeduban adanya
ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasiny, karena
mandat merupakan hal rutin dalam bubungan intern hirarkis dalam
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Adinya pemberian dan atau pembagian  wewenang  dard
pemerintah pusat kepada pemenntah daerah baik  dalam beneuk
arribust maupun delegasic dimaksudban agar pemerintah dacrah dapat
wengurns sendin wrusan tumah rangganya, ermasuk didalimnya
wewenang menetapkan peraturan sendld di daerah dalam ranglka
menylenggarakan wrnsan rumah angga dacrah yang dikenal dengan
peramzan dacrah.

Menurut Sukizmo; Relevans  wewenang pemerintah dacrah
chengan pembentukan produk hukum daerah sepertd peraturan dacrah,
antara lain untuk melakukan pengujian mengenai keabsahan produk
litkum dacrah bersangkutan®, Apabila suaru produk hukum ridak
dlilasarkan atas suatu wewenang secara sah dan benar, dapac herakibar
procduk hukum rersehot cacad hukum, yang berarn batal demi hukum
atan dapar dibagalkan,

Dabaimy hal kekussaan pegara, Menurue Soemaneri™  bahwa
wepara merupakan som organisasi kekuasaan, ditandai dengan
atlanya berbagai lnghungan kekuasan dalam seriap negara, yang
Jimipai datam suprasteukeue politik maupun infraserukeur polivik.
Suprastrukrus palitik adalah kehidupan pemerintah, terdic acas
S PR, Presiden dan Wakll Presiden, BPK sena MA, sedangkan
ilrastrukrur patitik adalah kehidupan pelidk masyarakar rerdini ats
Lelompok penckanfkdompok kepentingan unrara lain pareai pelitik
cpenti Golongan Karya, Partal Persaruan Pembangunan, dan Lain-
Liiny masmedia serta tokob masyarakar. Kedua lingkungan kekuasaan
wesclut memiliki kemampuan wnk memaksakan kebendaknya
bepada pihak lain, Oleh karenanya diperlukan suatu pembartasan agar
vilale rerjadi penyalahgunaan kelasaan.

Ierkaitan dergan pembatasan kekuasaan negara maka menuru
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konsep Hulkum tara negara, Kekuasaan negara dapar dibagi dalam dua
cara, antara lain :

i Secary Vemikal, yalo pembapglan kekuasaan dalam beberapa
tingkat pemerintahan amw secara weritorial(teritorial divirdon of
poter),

h. Sccara  Hovizonml, yaitu  pembagian  kekuzsan  menurur
fungsinya yang mengacu pada konsep triar pofilice yang membagi
pemerintahan dalam fungd eksekurif, beglslael§ dan yudikaeif

Lebily lanjut Budiarjo™ menpatakan  bahwa: dalam konteks
pembagian kekuasaan secara vertkal, dikenal sistem penyelenpgaraan
negara terbapi dalam tiga benruk, vaim : negan kesoan, negara
federal dan negara konfederasi.

Persaalan politik dan Hokum dari sifar kesawan, sifac federasi
dan sifar konfederasi suatu negara, bertumpu pada persoalan integrasi
Berbagal golongan yang herada dalam suato wiliyah negara. integrasi
yang diselenggarakan secara minimal menampilkan  bangunan
politik negara dalam bentuk konfederasi, sedangkan integras! yang
disclenggarakan secara maksimal menampilkan bangunan polick
negara dalam bentuk nepara kesaruan,

Adapun negara kesatnan menurut Strong™ adalah:

“Benwik negara dimana suan wewenang legislanif tertinggi
dipusatkan pada satu badan leglelatf atau parlemen pusac atau
Parlemen nasional, Kekuasaan cerlecak pada pemerinnah Pusar dan
bukan pada pemerlutah Daerah, Pemerintab pusat memenuhi
orientasl untuk menyershkan sebagian  kekusaannya  pada
Duaerah berdasarkan hak ownomi dan dilakukan berdasarkan
surem desentralisasi®,

Unruk memabami lehih mendalam, maka perlu dikemukakan
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perbedaan antara ketiga bentuk negara rersebue. Jellinek™ membedakan
Isentuk negara konfederast dan federast dengan menggunakan krirerla
dimana letaknya kedaulatan, Jika kedaulatan rerlerak pada masing:
masing negard bagian dan buban pada negara federalnya, disehue
vepara konfederasi, sebaliknya jika kedaulatan rerlerak pada negara
lederal dan bukan pada negara-negara baglan disebur negara Federal.

Pendagar Jellinek diikurl okeh Sait™ dengan mengemukakan
lsabwa: Megara-negan yang menjadi anggota suatu konfederasi temp
merdeka sepenuhnya atau berdanlar, sedanpkan negarnegara yang
tergabung dalam suawa federasl kehilangan kedaulatannya,

Pendapar tersebur ditentang oleh Kranenburg ® yang menyamakan
lvabywea
“Kedaulatan widak dapar digunakan sebagai krleeria dalam
membedakan antara ncignr.l koofederasi dan negara federasi
karena pengertian kedaulatan senantiasa mengalami perubalban,
misalnya kedaulaan dapar berard kekvasaan rertinggi uniuk
membuar Hubkum di dalam suam negara, yang bersifat unggal,
asli, abadi dan rdak LLIEM dibagi-bagi, namun kekuasaan juga

dapac diardikan schagai kekuawan rertlngpl mengenal beberapa
tereentu saja, obeh karenanya werbagl-bagl®.

Dewpijak pada pendapac terscbur, Kranenburg lebih Tanjur
mcimbedakan negara konfederas| dengan negara federash, menggunakan
kriteria “apakah warga dari negara-negara baglan tersebut rerlkar atau
dhilak aleh perturan-peraturan yang dikeluarkan olehy pusat”,

Jika warga negara dari nepara-negara baglan ndake eerilar olch
peraturan-peraruran yang dikeluarkan oleh organ pusar, maka dischar
nepart konfaderast, [adi peraturan tersebue harus dicsangkan lebih
dalily dalam suat perameran perundang-undangan nasional dari
weyrara-negara bagian, Sedangkan jika warga negara dari negara-negara
baglan reriban oleh peraturan- peraturan yang dikeluarkan organ pusar
annakea diselwe negana Tedenal,
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Menyimak pendapar  Jellinek  dan  Kranenburg  cerschut
Sochina™, menvamakan hahwa pada prinsipnya kedua  pendapar
tersebut adalah sama, yainn menurue Jellinek dalam negara federal.
yang memepang kedaulatan adalah organ federalnya, jika demikian
maka yang berwenang membuar peratnran yang mengikac wanga
negara darl negara-negara bagian adalah organ federalnya, Dengan
demikian maka sesual dengan pendapar Kranenburg babwa dalam
negara federal yvang berwenang membuar peraturan-peraturan yang
mengikat warga negara dari negara-negan bagian adalsh organ pusa,
begitu pula dengan negara konfederasi,

Lebih lanjue Kranenburg™ membedakan nepgara federal dan
pegara kesatuan dengan mengemubkakan dus kriceria berdasarkan
Hubwm posivif, antara lain :

4. Negara bagian dalam negara federasi memilih " pouveir constimuant™
yaita wewenang membentuk Undang-Undang Dasar sendit serta
wewenang mengatur benuk organisasi sendinl dalam ranghka dan
baras-bacas konstitusl federal, sedangkan dalam negara kesaruan
hanya terdapar satu Undang-Undang Dasar yaiou ada pada organ
pusat, dan organisasi organ Daerah atau dengan owonomi {bagian-
hagian negara) relah diterapkan oleh argan pusac.

b, Pada negara federal, wewenang omgan pusar unk mengatur
hal-hal tertentu telib terperingd sam persatu dalam konstitus
federal, sedangkan dalam negara kesaruan wewenang organ pusac
hanya dirumuskan secara umum, dan wewenang omgan [Dacrah
tergantung pada organ pusat.

Berrolak pada uralan di acas, jika mengacu pada ceknik pembaglan
kewenangan antara pemerintah pusat dan dacrah sebagaimana diavur
dalam UL Pemda dan UU Owus schagai krireria maka MNepgara
Kesauan Hepublik Indanesia dapae diklasifikasikan tedab memenuhi
unsur dan kriveria sebagai negara kesaruan, Berkaitan dengan uraian
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rerschur, maka sesunggulinga perbedaan utama antara negara kesatuan
dan negara federal adalah bertumpu pada sumber kewenangan, Pads
negara kesatuan, kewenangan diperoleh dari pemerineah pusac {organ
pusar) sedangkan dalam negara federal diperoleh darl pemerineah
negara bagian,

Prnsip INegara Kesatan  wenebur tercermin puls  dalam
pembentukan Majelis Rakyar Papua schagaimana diawr dalam
Undang-Undang Nomar 21 tahun 2001, Seswai dengan hirarkinya
sebagn UU, maka kewenangan pembentukannya oleh pemeriniah
(pusac) dalam hal ini DPR dan Presiden, Kalaupun ada keterlibatan
dacrah baik pemerintab daerah maupun masyarakar, i hanya
herdasarkan pertimbangan parcisipanifdan pemiliban madel kebijaban,

Isibbh  kewenangan berasal dar kata wewenang, dimana
didalam menguraikan pengertian wewenang, Lubs™ membedakan
dengan tugas (fimerde) yaltu tugas (functde) adalah satuan wrusan
pemenintahan  vang  dibedakan kepada organ  tertentu uniuk
dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknis urusan yang
dimaksud, Penggunaan istilah tpgas, kekuasaan, fungsl, wewenang,
dan kompetens dalam prakeeknya sering dicampurbaurkan,

Bagir Manan™ membedakan istilah wewenang dengan kekuasaan
(mattedt), vaioo kelouasaan hanya menggambarkan hak unwk berboar
aran tidak berbuar, Sedangkan wewenang memiliki pengertlan vang
lebih luas meliputi hak dan kewajiban feechiten en picheen).

Berkaitan dengan otonoml Daerah, hak adalab  kekuasaan
untuk  mengatur  sendin feeffregelen)  dan mengelols  sendiri
{eelfbeituren), sedanpkan kewajiban secara horlaneal vaiou kekuasaan
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, dan vertikal
vaitit kekuasaan untuk sehagaimana mestinya, dan secara menjalankan
pemerineab dalam saon secara keseluruhan,

Wewenang menuue Stoat™  adalah pengenian vang herasal
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dari Hukum organisasi pemerintahan, yang dapar dijelaskan schagai
kescluruban atsran-atiran yang berkenan dengan peralehan dan
penggunain wewenang pemerintihan oleh subjek Hukum publik di
dalam hubungan hukum publik.

Sebaliknya Armosudindjo™ mengemukakan bahwa kewenangan
Lissethority, gerag) memiliki pengertian yang berbeda denpan wewenang
(rompetericy bevoegithied). Kewenanpan adalah kekuaaan terhadap
segolongan orang-orang tenientu atan kekuasaan cerhadap sesuam
bidang pemerincahan (bidang unisan) terent yang bulac, sedangkan
wewenary hanya mengenai sestanit onderdil tertentu saja,

Denpgan demikian Daerah oononi pads negara kesatan,
kewenangannya diperoleh melilui cara delegasl, yai kewenangan
vang dimillki oleh organ pusae didelegasikan kepada daerah untuk
menguris Uruan rumab angganya sendirt.

5. Pertanggungjawaban Wewenang

Penpgunaan wewenang pererintahan dalam penyelenpgaraan
peran dan fungi serta tugas pemerintahan pada hakikamnya perlu
dilakukan pembatasan, Hal ini penting untuk dilakubkan agar dalam
rindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya
wewenang pemerintahan selalu dikhawarickan jangan sampal rerjadi
suary tindakan atau perbuatan pemetinahan yang menyalihgunakan
kewenangannya dan melanggar hikum (decowitement de porinir en
onrechmatige cverbeididnad), Bagalmanapun Jupa kewenangan yang
telashdibetikan eleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan
suant findakan atan perbuatan pemerintahan pada prinsipnya nidak
dibarapkan akan terad| suatn dnddakan atau perbuatan pemerinealuan
yang dapat merugikan kepentingan takyar. Oleh karena i, tindakan
atau perbuatan pemerintahan haruslah terbebas dari dindakan atan
perbuatan pemerintahan yang dapar menyimpang dan kewenangan
yang diberikan kepadanya oleh hukum,
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Kepentingan untuk membatasi wewenang pemeriniahan yang
dljadikan sehagai dasar dalam melakukan rindakan arau persbuaran
pemerintahan ddak lain dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan
atau perbuacan pemerincaban rencbue tidak disalahgunakan atau
menyimpang dari wewenang pemerintahan yang celah diberikan
kepadanya, misalnva wewenang prealibel yakni wewenang unruk
membuae keputusan yang diambil anpa meminm  perscrujuan
cerlebibh dahulu dad pithak mana pun dan maupun wewenang ex
afficio, yaknl wewenang dalam rangka pembuatan keputusan vang
tHambil karena [abatannya, schingga tidak bisa dilawan oleh siapa pun
karena menglkat secara sah bagl seluruh mkyar {yang berani melawan
alkan dikenakan sanksi pidana),

Menurur Prajodi Atmosudindie™  dengan adanva wewenang
pemerintzhan tersebur merupakan kekuasaan luar biasa yang dimiliki
ulel pemerineah (adminiserasl negarad sehinpga ridak dapae dilawan
secara biasa, Derdasar akan hal iwalah menurue pendapar penulis
perlu dilakukan suam pembarasan erhadap penpgunaan wewenang
pemetintaban demi untuk menghindard adanya ataw terjadinga
penyalahgunaan wewenang dan perbuwatan sewenang-wenang dan
pemerinah. Hal tersebur sejalan pula dengan pendapar dan Kuntjoro
Purbapranow™ yang menyatakan, bahwa pembatasan  tndakan
atau perbuaran pemerineah harus ads mengingar, bahwa tindakan
atiu perbuaran pemerinmh ftw ddak boleh bertentangan denpan
peratvran peeundanp-undangan atau kepentingan vmum, dan tdak
boleh melawan hukum {omrechimrig) baik formal maupun marericl
dalam ami luws seria ddak boleh melampaut/menyelewenpkan
kewenangannya menura kompetensinga

Kepenningan wntuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan
wewenang pemerintahan tdak laln dimaksudkan unek mencegah
verfulinga vndakan aran perbuatan penyalahgunam kewenangan
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maupun  perbuaan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh
pemerintah, Menurut Philipus M. Hadjon™ setiap wewenang dibarasi
alel materi {subsiansd), ruang l[wl-hj"ﬂhl fovser), dan wakou (remnpias), Di
luar batas-batas im suani dndzk pemerintzhan merupakan tindakan
tanpa wewenang [snbevegdlieid) yang dapat berupa enbesorgdheid
ratione materiae, onbevoegdheld ratione loei en onbevocgdbeid mtione
temporis, Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya haras
wewenang, terschut memberikan ruang lingkup rerhadap legalinas
tindakan atau perbuatan pemerintahan yang melipuo wewenang,
prossdur, dan substansic

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi
legalitas formal suaru tindakan atau perbuaran pemerimahan. Dengan
dasar begalitas formal ceeschur, maka lahidah asas preciompeio featae
autspsa, dalamn artl bahwa setlap tindakan amu perbuatan pemerintahan
harus dianpgap sah sampai ada pembatalan uncok e, Asas ini
menjadi ratiodegsr dengan adanya porma awein yang menyatikan,
hahwa gugatan tidak menunda atau menghakingi dilaksanakannya
kepuomsan badanfatau pejabar pemerintahan serta tindakan atau
petbaatan badanfarau pefabac yang digugar. Tidak terpenuhinya tiga
kamponen legalitas dndakan atau perbuatan pemerintahan rersebur
mengakibatkan cacar yuridis yang menyangkut wewenang, prosedu,
dan subsransi.

Wewenang sehali dikaitkan denpan setiap  tindakan  anau
perhiatan pemerintaban yang mensyaratkan barus bermmpu atas
kewenanpan yang sah, Kewenangan i diperoleh melalul riga sumber
yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun, ass umum prosedur
bertumpu atas tiga lindasan ueama hukum adminlstrasi yaknl; asas
negara hukum, demokrasl, dan instrumemal, Asas negara hukum
dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak
dasar, asas demokrasi dalam kaian dengan prosedur berhubungan
dengan asas keterbukaan dalam penyelenpgaraan pemerineahan,

Pencrapan asas keterhukaan mewajibkan pemeriniah uniak
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secara akof memberikan informasi kepada masyarakae tentang suatu
prermobonan aciu suata rencana tindakan atau perbuatan pemerinuahan
dan mewajibkan unmk memberikan penjelasan kepada masyarakac
atas hal yang diminia, Keterbukaan pemerintaban (apenbaare van
beittonr) memunpkinkan adanya peran serta (fmspreak) masyarakac
dlalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh
pemerinah. Selanjuenya, dalam penerapan asas insorumental melipud
s chisiensi atan daya guna (doelmatigheid) dan asas efekrifitas arau
liasil puna {doelirefienbeld) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kekuasaan pemerintaban dibatasi secara substansial, dalam ari
liahwa tindakan atau perbuaran pemerincahan dibatasi menurue
aiaran dasar yang dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan
atiaty perbuaran, Sehagai contoh adanya wewenang unk menerapkan
pajak bumi dan bangunan, maka secara substansi dibatasi pada luas
tanah dan luas hangunan dan tidak menyanghur atau berkaitan
denpan ui rumah aau bangunan eeseban, Dengan kara lain, aspek
substansi menyangkue “apa” dan “untk apa”, Adapun cacat substansi
mienyingkut “apa” merupakan tindakan sewenang-wenang, sedang
cocut substansi  menyangkur "unwwk apa” merupakan  ndakan
penyalahgunan wewenang.

Konsep penyalabgunaan wewenang dalam hukum adminisceasi
wlalidiparabelkan dengan konsep detowrnement de posesoir, Philipus M.
FHadjnn®™ menyebue dengan penggunaan wewenang ridak schagaimana
mestinya, Dalam bal ini pejabar menggunakan wewenangnya untuk
wjuan lain yang menvimpang dar wjuan yang telsh diberikan
bepada wewenang ita, Dengan kata lain, pejabar velah melanggar asas
speibalivas, Untuk mengukur apakah telab rerfadi penyalahgunaan
wewenang pemerintahan, maka haruslah dibukelkan secara fakeual
bahwa pejahat pemerimahan telah menggunakan wewenangnya
antuk tjuan lain, Teradinya penyalahpunaan bukanlah merupalan
sttt kealpaan. Penvalahpunaan kewenangan dilakukan secara sadar,
vabni mengalibban wjuan vang telal diberikan kepada wewenang iru.

=L k3%




Perdgaien Wil Jenmadap Perpoictgerarsn Weneneng

dolam Aengachaon Baomg dad Ao Pemseiniol

Pengalihan twjuan tersebur didisarkan atas interest atau kepentingan
pribadi, balk wnwik kepentingan diringa sendind maupun uniuk
kepentingan orang lain,

Untuk memperjelas hal rersebar i atas, ouka  dalam
pertimbangan putssan Mabkamah Agung (IMA) diberikan penpenian
dan barman vang berkaitan dengan konsep  menyalihpunalan
wewenang, kesempacan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
arau kedudukan di mans secara regas disimpulkan, bahwa perbuaran
penyabihpunaan wewenang oleh pejabar haruslah dibuktikan cerlebih
dahulu unsur pokok dalam hukum pidana, yaknl apakah rerdakwa
memang mempunyal kesengajaan (opeer) anwuk melakukan perbuaran
penyalahpunaan wewenang rerschur, dan memang secara jelas
rerdakwa menghendaki dan mengeralul (mer neidlens en werens) hahwa
perbuaran lu dilarang namun etap dilakukannya,

D. ETIKA, NORMA, DAN PRINSIP PENGADAAN BARANG
DAN JASA

1. Fiika Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibarkan dua pihak
yaitu pihak pengguna barang dan Jasa dan pihak penyedia barang dan
Jusa, entunya dengan keinginanfkepentingan berbeda bahkan dapar
tikarakan berrentangan. Mihak pengguna barang dan jasa menghendaki
memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang
pihak penyedia barang dan jasa dalam menyediakan barang dan jasa
sesuai kepentingan pengpuna barang dan jasa ingin mendapatkan
keuntungan yang setinggl-tingginga, Dua keinginan/kepentingan
Ini akan sulle diperremukan kalau tldak ada saling pengereian dan
kemawan untuk mencapai kesepakatan, Uniuk it peelu adanya ctika
dan moema vang harus disepakari dan dipatohi bersama,

Erika adalah asas-asas akhlakfmoral (Kamus Umom Bahasa
Indonesia asas-asa adalal dawar-dasar s pondasi arau suam
loelseraran yamg menfadi dasar svan campoan berpabide abhlak acdalaby
watak, tabiaty budi pekern sedanghan sl slalah peddwaran baik.
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lwsruk). Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku

yang baik dari semua pihak yang terlibar dalam peoses pengadaan,

Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku unwk sling

wenghormati  terhadap fugas dan fungsl masing-masing  pihak,

Lereindak secarn profesional, dan nidak saling mempengaruhi unruk

maksud rercela atau untuk kepentingan/ keuntungan pribadi dan atau
kelompok dengan merugikan pihak Lin,

Anggaran belanja Pemerintah Pusac sampai dengan Pemerintah

Kahupaten/Kora yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa
dapat mencapai $0% dari oral anggaran belanja negara, Dengan

cukuop banyaknya pengadaan barang dan jasa yang diselenpgarakan,

l'emerintah bisa menciprakan lapangan peker|aan bar. Banyak tenaga
kerja yang telab terserap balk secara lingsung maupun ridak langsung,

Penpadaan barang dan jasa pada umumnya digobongkan menjadi
Jdia jenis
4. Vengadaan barang dan jasa pelaksanaan konstruksi

lr. Pengadaan jasa konsulusi

Secara kehib spesifik, penpalaan barang dan jasa pada lembaga
l'emerineah bisa dibagi menjadl beberapa macam, yaio:

v Pengadaan barang
I, Pengadaan fasa pemborongan konstruksi! non konstiks:
oo Pengadaan fasa konsulians

Sementara, macam dan jenis pengadaan barang dan jasa
pemerimtah dalam Peraturan Presiden Repuoblik [ndonesia Namaor
172 Tabun 2004 Tentang Pengadaan Banang dan Jasa Pemerinah
i |t
o g
. Pekerjaan konseruksi

. Jasa konsuliansi

o Jana lsinmya
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2, Norma Pengadaan Barang dan Jasa

Agar mjuan pengadaan barang dan jasa dapac ercapai dengan
baik, maka semua pihak yang terlibar dalam prosss pengadaan harus
mengikuti norma yang berlaku, Swami norma baru ada apabila
terdapac lebih dan satu orang, karena norma pada dasarnya mengatur
tata cara bertingkal laku seseorang terhadap orang lain aru terhadap
lingkungannya.

Sebapaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang
dan jasa terdin dan norma ddak termlis dan norma terculis, Norma
ddak termulis pada umumnys adalah norma yang bersifar ideal,
Sadangkan norma terrulis pada umumnya adalah norma yang bersifac
operasional. Norma ideal penpadaan barang dan jasa aneara lain tenirae
dalam pengenian tentang hakekar, Blosoli, edka, peofesionalisme
dalam bidang pengadaan barang dan jasa: Sedangkan norma penpgadaan
barang dan jasa bersifat opermional pada umumnya telzh dicomuskan
dan ditvanghkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa
undang-undang, peraturan, pedoman, perunjuk, dan benwk produk
statarer lalnnya.

3. Peinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip pengadaan devgan menerapkan pringp-prinslp efisien,
efekiif, transparan, keterbulkaan, bersaing, adil/ridak diskriminatifdan
akuntabel akan meninpkatkan kepercayaan masyarakar cechadap proses
Pengadaan Rarang/[asa, karena hasllnya dapat diperanggungjawablan
kepada masyarakar dan segi administrasi, reknis dan keuangan,

E. PENEGAKAN HHUKUM
1. Pengertian Pencgalan Hukum

Penegakan Hukum menumie Socrjone Sockanto,bahwa secara
konseprual inti dan arn penegakan hukum terlenak pada keplatan

: Yu | et b mapit, .|||_HJH. P glpue Padini ping .l_'r-pﬂlh'-lr.h Jlabem. b %
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menyerasikan huburgan-hubungan nilai-nilai yang terabarkan di
dalam kaldah-kaidah yang mantap dan menjawab dar skap dndak
schagai rangkaian penjabaran niki whap akhir, untuk menciprakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup,
Masalah pokok penegakan hukum scbenarmya werleak pada
lkior-fakeor yang mempengaruhinya. Fakior-fakior tersehor adalah
whagal berlkur:
1. lakror hukumnya sendid, yaitn peratiran perundang-undangan|

b fakwor penegakan hukom, yaknl pihak-pihak yang membentulk
maupun mencrapkan hukum;

v, fakror sarana atau Fasilitas vang mendukung penegakan hukum;

il fakeor masyarakar, yakni lingkungan dimana hukum cersebut
berlaku atan diverapkan;

¢, fakror kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipea, dan rasa yang
diclssarkan pada kara manwsia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor rencbur saling berkaitan dengan eratnya, oleh
katena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan
1ol ukur dari pada efekrivitas penegakan hukum.

Sajipto. Raharjo, ™ mengemukakan babwa penegakan hukum
adalah swaru proses untuk keinginan-kelnginan hukum menjadi
kervaraan.  Keinginan-keinginan  hukum  adalah  pikiran-pikiran
badan pembuar undang-undang yang dirumuoskan dalam peraturan.
perasuran bukum, 'roses penegakan hukum menjangkau pula sampai
kepada pembuaran hukum,

Kegiatan untik melaiksanakan dan menermpkan hukum sena
melakukan  tindakan  hukum  terhadap setiap pelanggamn anau
penyimpangan bukum vang dilakokan oleh subyek hukum, haik
melalui prosedur peradilan maupun melalul prosedur  arbiirase
bin: mekanbsme penyelesaian senpkeca liinnya (alrermanive despuses
ar vunfliens reofuttan), Bahkan, dalam pengentian yang lebih luas

M e Bakaiis. NP Peasssdon dubem tnie Tloidnan el & Ji



fenegelon Huliem Terhadop Brapeiahgonaes Wiessaoog
dalomi Perpodawn Farnng doer J2ia Perierindal
lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala akrivitas
yang dimaksudkan agar hukum s perangkat laidah normadil yang
mengatur dan mengikar para subyck hukum dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakar dan bemegara benar-benar ditaari dan
sungguh-sunggub dijalainkan sebagaimana mestinga, Dalam an
semplt, penegakan hukum lon menyangkut kegiatan penindakan
tethadap seviap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan, khususnya yang lebih sempic lagl, melalul
proses peradilan pidana vang melibatkan peran aparar keporisian,
kejaksaan, advokad atau pengacara, dan badan-badan peradilan.
Karena o dalam ani sempit, akioe-akeor urama yang peranannya
sangat menonfol dalam proses penegakan hukum adalah palisi, jaksa,
advakat dan hakim, Paraalar penegak hukue Il dapar dillbat pereama,
schagal orang atau umur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan
kulrur kerja masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan
penegakan hukum tergantung akion pelaku, pejabar arau aparac
pencgak hukum sendir. Kedua, penegak hukum dapac pula dilihae
schapal institusi, badan, atau organisasi dengan kualieas Mrokrasinga
senlivl-sendini, Dalam kaitan [, dapar dilihat babwa pencgakan
hukum dan kaca mata kelembagaan yang pada kenyataannya,
belum  terinstitusionalisasikan  secara rslonal  dan [mpersonal
{imssivuriomalized), Namun kedua perspelaif versebar perlu dipahami
secara komprehensif dengan melihar pula keterkaitannya sate sama
lain serta keterkaitannya dengan berbagai fakiar dan elensen yarg
rerkait dengan hukum i sendirl sebagai suatu sistem yang rasional "

Dalam strukeur kencgaraan modern, maka wgas pencgakan
hubaim i dijalankan eleh komponen ehsekutil dan dilaksanakan
oleh bhirokrasi dan eksekutil rersebur, schingga sering, discbur juga
birokrasi pencgakan hukum. Scjak negara itn mencampuri banyak
bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakar, maka memang
campur tangan hukum juga makin intensit, sepeni dalam bidang-
bidang kescharan, peromahan, produlsi, dan pendidilan, Tipe negara

N fasle deablods k23
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vang demikian it dikenal sebagal woeffore stare. Ekschurl denpan
birokrasinya merupakan bagian darl mara ranal unwk mewujudkan
wencana yang tercantum dalam {peraturan} hukum yang menangani
bidang-bidang tersebur,®

Proses pencgakan hukum dalam  penanggulangan kejahatan
melalui  kebijakan  penal amu hukum  pidana sangar  penting
hsistensinya, Aspek Ini rersicar melalui seminar Kriminologi ke-3
tabun 1976 dimana disebutkan bahwa “hukum pidana hendaknya
lipertahankan schagal salah sam sarana uouk socialdeferse dalam
arti melindungi  masyarakar  werhadap  kejahaan  (rebabilivarie)
dengan memperbaiki arau memulihkan kembali si pembuar anpa
mingurangl  keseimbangan  kepentingan  perorangan  {pembuia)
b meyarukan”, Usaba penanggulanpan kejahaan dengan hukum
picana pada hakikainya juga merupakan bagian dari usaha penegakan
lkum {khuswsnya penegakan hukum pidana). Karena i, sering
puls dikatakan babwa poliik s kebljakan hukum pidana juga
merupakan bagian dan kebljakan penegakan hukum (& enforvement
palier)”

Menuru Sarjipro Rahardjo,* untuk mewujudkan hukum sehagai
ile-ide rernyata diburahkan suam organisasi yang cukup kompleks,
Mepara vang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang,
alwtrak rernyata harus mengadakan berbagal macam badan untuk
kepedwan rersebur. Kia tidak mengenal adanya jawatan hukum
dran kantor hukum, meladokan @ pengadilan, kejaksaan, kepolisian,
pemuyarakatan dan juga badan perstunn perundang-undangan.
Badan-badan yang tampak schagai organisasl yang berdivi sendiri-
sendini rersebut pada hakikatnya mengemban rugas yang sama, yaio
mewojudkan hukum s menegakkan bukum dalam masyarakar.
Apabila keadaannya  sudah  demikian, maka  entunya  dalam
vangka memblcarakan penegakan hukum, cddak dapar dilewarkan
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pembkcaraan mengenal segi keorganisasian tersebur,

Dihubungkan dengan penanpgulangan kejaharan kekerasan
scperth perampokan, pembunuban, penganiayaan dan mwuran,
di antara para penegak hukum laln, maka alar penegak hukum
yang pertama-tama harus berhadapan secara langsung deogin para
pelaku kejahatan kekerasan i di lapangan bukanhh jiksa acu
hakim, melainkan palisi, Sehagaimana pendapac Satjipto Rahardjo,
menggelar] polish sehagal penegak hukum kelas Jalanan, sedangkan
jaksa dan hakim diberinya gelir penegak hukum kelas gedangan.
Adapun pendapat Sadjipro Rahardjo®” terscbut, lengkapaya dikutip
vleh Achimad Ali, sebagal berikur:

“Sekalipun  bersama-sama  berada pada jajaran  penegakan
hukun, tetapi polisi layak untuk diberd tempar dan penilaian
tersendirl aleh karena kualitasnya yang begity berbeda. Keadaan
yang demikian i permama-tama disehabkan oleh karena la
bisa disebur suaru hadan yang bersifae kerkyatan. Sifac yang
demiklan ita bechubungan denpgan sifa pekerjaannya yang harus
berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena iw
memelihara kontak-kontak yang intensil dengan lingkunpan
salalnya, Kualivas pekerjan demikian ini berbeda sekali dengan
yarg dijalankan aleh badan lain, sepeni jaksa dan hakin. Kedua
hadan terakhir ini menempackan dirinya dalam jarak yang cukup
janh dari rakyar, dari konwk-kontak lan '“_:.:f dan intensil saya
sehut sebagi peregak hukum pedongan” sedang polisi sebapai
penegak hukum “jalanan”

“Penyelutan polisi schagai penegak hukum jalanan i merupakan
simbol  penting  yang  melambangkan  pekerjaan penegak
hukum yang dilikukan oleh polii. Simbal rersebuc dipilil
untuk mewadahi penegakan hukum yang benifan eelanjang,
sepertl mendatangl dan melakukan  pemeriksaan Lanpgaung
di TKI' (Tempar Kejadian Perkara), melakukan perburian
dan penangkapan pelaku kejahacan, melakukan penginralan,
semuanya dengan resiko cukup dnggi yang kita scbalian sudab
mengertl, Oleh karena i barang kali T bukan hanya sua
penegikan hukum yang berkualltas eelanjang, melainkan juga
keras™.
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Menurut Muladi, penegakan hukum pidana merupakan bagian
darl politik kelminal sebapal salah satu bagian dari keseluruhan
kebijabsanaan penanggulangan kejahatan, Memang penegakan hukum
pidana bukan merupakan satu-saconya compoan harapan unouk dapar
menyeleaikan atau menangeulang kejahatan secara tunras. Hal ini
wajar karena pada hakekarnya kejahatan it merupakan masalah
kemanusizan dan masalsh soxlal yang ridak dapar diatasi semana-marta
dengan hukum pldana. Walaupun penegakan hukum pidana dalam
ringka penanpgulangan kefahatan bukan merapakan sat-sanya
cumpuan harapan, namun keberhaslannya sangar dibarapkan karena
pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dan
iepara berdasarkan aras hukum.

'sda kesempacan lain, Muladi berpendapar babwa penegakan
hukum barus dlardkan dalam keranghka tiga konsep yaitn konsep
penegakan hukum yang bersifar tocal (rosed enforcement comcept) yang
menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum
rersebur divegakkan canpa kecuali, vang bersifat penuh (fall enforeement
sasreepit}. Menyadarl bahwa konse p toral harus dibaas dengan hukum
acira dan sebagainya, demi perlindungan kepentingan individu seria
konsep penegakan hukum akrual (ectwel enforcement concept vang
niinel serelah diyaking adanya diskeesi dalaim penegaban hukum
karena keterbatasan-keterharasan, baik vang berkaitan dengan sarana
prasarana, knalitas sumber daya manusianya, kualits perundang-
weanpgannyva dan kurangnya partlsl pasi masyarakai.

ledaman Pelaksanaan KUHADR menvarakan bahwa penegakan
hukum  merupakan salah saen usaha wntuk mencipakan  rara
penil, keamanan dan kerenteraman dalam masyarakae, balk i
““""J“ill‘{-"“ usaha P:lﬁmlh—“l MEILpuUn “'l':l'ul.ukﬂ.n JHI'“III'JJ'I.L':LH.EI
atan prenindakan setelal teradinga pelanggaran hukum, dengan laln
prethatman, baik secara preventil manpun repeesil;, Apabila undang-
vmbang vang menjadi dasar hukum bagl peeak langlab sera rndakan
dan para alare penegak hokom kueang sesuad denpan dasar Galalal
vegird dan pandbaongun Widup bangsa K, sadahe baang, enin
penceiban hikm ddak sl imencapal sasirai.



Peregoban Hulww Terhodos Pemetshgonian Wespmong
daien Fyngodosn Bormng don Joa Pemeriileh

Pencgakan hukum prevendf adalah proses pelaksanaan hukum
pidana olch alar penegak hukum dalam waral upaya untuk mencegah
kemungkinan terjadi kejahatan, baik ani sempit merupakan kewajiban
dan wewenang pencegahan oleh kepalisian maupun dalam ani luas
oleh semua badan yang berurusan dengan pencegaban kejahatan
dalam  sistem hukum pidana. Usaha pencegahan yang bemifat
preventif ridak semara-mara melalui pendekatan yuridis, melainkan
dapat  disertai pendekatan soslologis, pslkologis, kriminalogis
dan cultural, Sebaliknya penegakan hukum represifl adalah proses
pelaksanaan hukum pidana yang merupakan indakan alar penegak
hukum sesudah erjadi kejahatan dengan melakukan o ddak
melakukan penyidikan, melakukan acau ddak melakulan penuntutan
dan menjacuhkan atau tidak menjahkan pidana.

Proses penegakan hukum  pidana materdil erhadap tindak
pidana khususnya rindak pidana perdaganpgan omang, dilakukan
sesuai dengan hukum acara pidana, Pada hakikarnya wjuan hukum
acara pidana sehagaimana dirumuskan dalam PP Nomoe 27 Tahun
1983 sebapaimana telah divbah dengan PP Nomor 53 Tahun 2010
tentang Pedaman Pelaksanaan KUHAD bahwa wijuan hukum acara
pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan aran sevidak-tidaknya
mendekati kebenaran mareniil, ialah kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari suata perkara pidana dengan meneraplan ketentuan
hukum acars pidana secara jujur dan tepst. dengan wjuan unok
mencarl siapakah pelaku yang dapar didakwakan melakukan suatu
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan
pucusan dari pengadilan puna menentukan apakah rerbuboi bahwa
suaru tindak pidana celah dilakukan dan apakab crang yang didakwa
itu dapac dipersalablan,

Untuk dapar tercapainya tufuan hukum  khuswsoya oifuan
hukum pidana dan cujuan bukum acara pidana akan melahithan
fungsi bukum lw sendirl. Berdasarkan pandangan dokerin bukom
pidana, funps hukum scara pidana adalah mencarl dan menemubkan
kelsemaran, memberikan dan melaksanakan kepunmsan hakin, singa
diientuban aleh alat penegak bukum dalam berangla stsiem peradilan
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pidana, mulai dan kepolisian sehagai alar penegak hukum cerdepan,
|aksa selaku penunmue umum dan hakim selaku permutus perkara

2 Integrated Criminal fustice Systemn Dalam Pencgalian Hukum

Romli Atmasasmica,™ mengemukakan bahwa sistem peradilan
pidana pertama kali diperkenankan oleh pakar hukum dan ahli dalam
criveinal furtice iefence di Amerika Serikat sejalan dengan ketldakpuasan
cerhadap mekanisme kerja para aparatur penepgak hukum dan Institusi
pencgak hukum, Romli Atmasaemica menulis babwa ketidakpuasan
il terbukri dan meninghkainya keiminaliras di Amerika Serilar 1960-
ann. Pada masa it pendekatan yang dipersunakan dalam penegakan
hukum adalah hukuem dan ketertiban (bt wod order aproach) dan
penegakan hulkum dalam konteks pendekaran tersebue dikenal dengan
letllah *fewr enforcermeny’. Istilal ini menunjukkan bahwa aspek hukum
alam penangpulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian
whagai pendukung wamanys, Namun dalam prakiik penegakan
hukum, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala baik yang
he rsifar operasional maupun prosedur legal dan kemusdian kendala ini
Helak memberlkan hasil yang aprimal dalam upaya menckan kenaikan
angka kriminalitas, bahkan terjadi scbaliknya,

Hagan membedakan penpertian antara erfminal justice proces
dan eriveimad Jusrice nurem. Menumimva, criminal juitive  procew
adalah seviap rahap dan suar putusan vang menghadapkan scocang
tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan
pidana, Sedanghkan erimdad juitice getem adalah inverkoneksl antara
keputwsan dari setiap instansi yang tedibar dalam proses peradilan
plelana, [d sl Lain, Madjeno Relsodipuro menulls baliwa proses
peradilan pidana meropakan suatu rangkaian kesaman (conginuum),
mulai dan  penyelldikan, penangkapan, penalianan, penuncuan,
ihipetllsa pengadilan, dipums olel hakim, dipldana dan akhirmya
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kembali ke masyvarakar.

Secara gradual dan substansial, terminologl sistem peradilan
pidana amu  erovinal  jumice  systere merupakan  stikh  yang
menunjukkan mekanizme kera dalam penanggulangan kejaharan
ilengan mempergunakan dasar pendekatan sistem, Remington dan
Ohlin dengan tegas mengemukakan sehagaiberikut:

“eriminal paitice spterm dapat diastikan sebagai pemakaian
pendekatan sistem rerhadap mekaniume adminisrasi peradilan
pidana, dan peradilan sehagal svam sistem meropakan hasil
interaksi  antra  perawnan  perundang-undangan,  prakik
adminlstrasi dan sikap arau tingkab laku sodal, Pengercian
sistemn [ty sendiri mengandung Implikasi suat proses Interaksi
yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk
memberikan hasl terenu denpan segala keterbatasannya®,

Skten peradilan pldana mempunyal ciri sehagalberikur:
a. Tuik berst pada  koordinasi dan  sinkronisasi  kompaonen
peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, penpadilan dan lembaga
pemasyarakatan);

b, Pengawasan dan  penpendalisn  pengguoaan kekuasaan  oleh
kompanen peradilan;

¢, Efekdfitas simem penanpgulingan kejahatan lebih wama dan
chsiensi penyelesaian perkara;

d, Penggunaan hukum sebagai instrumen unwek memanapkan che
administration of justice.

Dengan berrinik tolak pada pendapac temsebur di ams, pada
asasnya tujuan sistem peradilan pidana berorientasl kepada aspek-
aspek,"” sebagaiberikur:

1. Mencegah masyarakar menjadi objekikorban kejaharan;
b, Dapar menyelesalkan kawus kefahman vang terjadi sehinpga

masyarakat puas bahwa keadilan divegakkan dan yang bersalah
telah dipidana; dan

ok Rlideak Fia @i [ M
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¢ Sehagai terapi prevensi agar peaku tindak pidana tklak mengulingi
lagi kejahatannya.

Mulyadi™ mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana
wwerupakan suaty jaringan (petwork) peradilan yang  merupakan
hukum pidana mareriil, hukum pidana formil dan mempakan
hukum pelaksanuan pidana, *fniegreted crintinal justice system™ adalahy
sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapac dibedakan
dalam:

d. Snkronisasi  stoukoural  (strwcrunsd nnchronization)  adalah
keserampakan dan keselarasan dabam kerangka hubungan antam
lembaga penegakan hukum;

b, Sinkronisasl  substanai  {rwbgansial  rynchronizetion)  adalah
keserampakan dan keselirasan yang benifat vertikal dan horisoneal
dalam kaitannya dengan hukium posiif.

v Sinkronisasi kuloural (endrurad tynchronization) adalah keserampakan
dan keslarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-
slkap dan falsafih yang menyelurub mendasar jalannya slseem
peradilan pidana,

Dalam  rangka sistem peradilan pidana, maka  Kepolislan
merdpakan sub sistem yang memillkl rgas, fungst dan wewenang di
blarg penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur sesuai
skenpan hukam acara pidana. Polisi merupakan alar penegak hukum
tenlepan dalam penanganan suatu tindak pidana disjukan pada tahap
penuntatan arau peradilan. Hasil sidang pengadilan, rdak terlepas
i hukei-bukei yang diremukan aleh polisi pada tahap penyelidikan
dinfatan penyidikan, Sebagaimana dikemukakan oleh  Elizabeth
Ui, ™ palisi tharar "garekecpers”, Elizaberh Ellis, berpendapar balhwa:

“Clearly the police pliya vgjor role b the sdminivntion of criminal

justice. Inadeed, ehide role i so dmpartan that they have bee desertbed
i the patekeepens of the cosminal fustice process, Thir it because:

U Wewiniin Arwer & Asbapig, Dha Dan, b, 17 A0
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1) The police relect winch mmdiveduals enter the criminal fustice
process &y deciding, for exaomple, how serioudy fo trear @ crime
repart, and wether or not to make an arves,

fj:: palice provide the earliest opportunity for an offender to
be diverted from the eriminal justice procen by decliding, for
exirmple, wof fo proveed with a proecation er by cautioning
riteher than charging a young offender.

3)  The police can have a rignificans effect on court proceeding by
deciding, for example, the nature of the charge to be laid, In
addition, the outcome of the trial may depend beavily on police
evidence, even uen the evidence has been oltained improperly
ar wnloufully”,

2)

Untuk dapar berprosesnya  rugas, fungsi dan  wewenang,
penyelidikan dan penyldikan dndik pidana, kepolisian memiliki
hubungan kerja dengan sub sistem lain yang berada dalam slstem
peradilan pidana di Indonesia vaitu dengan pibiak kejaksaan maupun
dengan pihak pengadilan. Hubungan antara sub stsem dalam sisiem
peradilan pidana di Indonesiaini diacur dalam bukwm acara pidana.

Awalpedin  Djamin,” menguraikan bahwa lahimya KUHAR
merupakan usaha pembaharan hukum karena ditandai dengan
perubaban  bukum  posidf secara  fundamental  dijiwal  dengan
penempatan manusia secara proporsional pada keluruhan harkat dan
martabaenya, spekirum darl upayz pembangunan manusia seutuhnya,
Sclain dar] pada iu KUHAD tersebur menegaskan secara prinsipil
pembagian fungsi, mgas dan wewenang masing-masing alar penegak
hukum dan karena it dalam pelabsanaannya mudak disvaratkan
peningkatan keserasian lubungan kerfa dan koardinasi horizancal
antar aparat, schingga bermuara dalam apa yang dischut “fnvegritted
criviinal fustice spzem’” yang memandang proses penyelesaian perkara
pidana sebapai suatu mara rantai dari rangkaian kesaran penyidikan
— penuntutan — penylkdangan — pemutusan perkari - penghukuman
dan pelaksanaannya secara terpadu, KUHADP yang dianggap selapal
“karva agung” Pemerintah dan DPR memang merupakan suan sisiem
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peradilan pidana yang mengutamakan peelindungan hak asasi manusia
di mana masyarakar dapac menghayari hak dan kewajibannya. Dalam
bidang penyidikan dinyarakan amara lain menjamin ha-hak wesangka
dan perlakuan eerhadap rersangka secara layak sehagal subjek.

Perihal peran polisi dan perspekeif slitem peradilan pidana sudah
jelas, yaitu sebagai bagian integral dan sistem peradilan pidana di
Indonesia, Starus dan kedudukan polisd sebagai kompoanen atau sub
sistem peradilan pidana sebapgaimana dijelaskan di atas diarur dalam
KUHAP dan ULTaln dalam hubungan dengan alar penegak hukum,

Peran penegak hukum haros dapat menjamin kescimbangan
aneara rass keadilan, kegunaan atau. kemanfaatan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pencgalan hukum usmwk menemukan
kepuasan bagl nercka yang mendambakan keadilin. l'encgak
hukum hendaknya berpedaman pada keadilan yang bermanfaar atau
memben kemanfaatan dan kepastian hukum dan kepastlan hukum
serta kemanlaatan yang berkeadilan,

Proses penanpganan rindak pidana, lembaga atan alae pencgak
hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana berpedoman
pada bukum acara pidana sebagalmana diatur dalam KUHAT dan
peraturan perutdang-undangan tertenin yang mengatur secara khusas
hukum acara pidana.

KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional,
didlasarkan pada falsafahfpandangan hidup bangsa dan dasar negara,
maka tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya
korban maupun tersangka tindak pidana perdagangan orang. Asas
vang, mengatur perlindungan  terhadap  keluhuran  harkat serea
wiartabar manusia celah dimuae dalam berbagal peraturan perundang-
unclangan, rermasuk dalam KUHAL vang melipuri:

4 Perlakuan yang sama avas diel setiap orang di muka hukum denpan
vidlak mengadakion pembedaan perakuan;

b Penanphapan, penahaman, penppeledahan dan penyitaan hanya
dlilubidan berdasarkan perinrah cermliv olel pefabar vang diberd
wewenang oleh undang andang dan hanya dalam bal dan dengan
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cara yang diatur dengan endang-undang;

Setiap arang yang disangka, ditangkap, digahan, diventut dan atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap ridak
bersalah sampai adanya purusan pengadilan vang menyarakan
kesalahannya dan memperoleh kekuaran hukum retap;

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dicuntue acupun diadili
ranpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena
kekeliruan mengenal orangnya atau hukum yang diterapkan wajib
diberl ganti keruglan dan rehabilitsi sefak ringkar penyidikan
darl para pejabar penegak hukum, yang dengan sengala anu
karena kelaliannya menyebabkan asas hukum rersebur dilanggar,
ditunti, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepar, sederhana dan biaya
ringan serta bebas, Jujur dan ddak memihak harws dicerapkan
secara konsekuen dalam selurub vinplan peradilan;

Sethap orang cteraangkut  perkara wajib  diber  kesemparan
mempernleh bantuan hukum yang semara-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan aras dirinya:

Kepada seorang tersangka, sejak saac dilakukan penangkapan dan
atau penahanan selain wajib diberlcabu dakwaan dan dasar hukum
apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberizahu haknya i
termasitk hak untuk menghubungi dan minta banman penasihar
hukum;

Pengadilan memerlksa perkara pidana dengan hadimya cerdakwa
Sidang, pemeriksaan penpadilan adalah terbuka uotuk umum
kecuall dalam hal yang diawr dalam undang-undang;:
Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilin dalam perkara pidana
diretaplkan oleh ketua pengadilan negent yang bessangkutan,

Poltl schagai baglan dari sistem peradilan pidana o Indanesia,

dalam peliksanaan o, Tongsh dan wewenangnya selab penyelidik

mvanpiin selgal penyidik mem Nk hbnngan kerfasama dengan b
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penepak hukum pidana telah diacur dalam KUHAR yang mencakup,
lal. hal sehapal berikur;

a, Hubuongan Penyidik Polr dengan Penuntut Umum

1} Dalam hal penyidik elab mulal mebikukan  penyidikan
suaty peristiva yang merupakan tindak pidana, penyidik
memberitahukan hal i kepada penunoar umum (Pasal 109
Avarl 1) KUHAPY;

2} Dalam hal penvidik menghentikan penyidikan karena ridak
terdapar cukup buktl atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana arau penyidikan dihentlkan demi
hukum, maka penyidik memberiahukan hal o kepada
penuntut umum, teesanpka atan keluarganya (Pasal 109 Ay
(2. Sebaliknya dalam hal penuntut wmum menghenrikan
penuntutan, is memberikan mwrunan surat ketetapan kepada
penyidik (Pasal 140 Ayat (2) huruf ¢ KUHAY;

3] Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntur umum
{Pasal 8, Pasal 14 huruf a, dan Pasal 110 Ayac (1) KUHAP):

4) Penunrur umum memberikan perpanjangan penabanan atas
permintzan penvidik (Pasal 14 hurul C, Pasal 24 Ayar (2)
KUHADP),

5) Dhalam hal penunmue umum berpendapac hasil penyidikan
belum lenplkap, ia segern mengembalikan kepada penyidik
diserrai petunjuknya dan penyidik melengkapinya dengan
melakukan penyidiban mmhahan {(Pasal 14 huruf b, Pasal 110
Ayar [2) dan Ayar (3} KUHAP)

6) Penunmue umum  memberikan wrnan surr pelimpahan
perbara, surac dakwaan kepada penyldik (Pasal 143 Ayan
{4y KUHAD, Demikian pula dalam hal penuntuc umum
mengubah surat dakwaai o memberikan turonan perubahan
surat dabwaan tenchue kepada penyidik (Pasal 144 Ayac (3)
WUHARY,

T1 Dhalai acara peanenibaaan copaty penvilik aras ks peauntut
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umum {demi hukum}, melimpahkan berkas perkara dan
menghadapkan rerdakwa, saksifahli, juru bahasa dart barang
bukel pada sldang pengadilan, Konsckuensinga, penyidik
memberitahukan han sidang kepada terdabowa (Pasal 207
Ayar (1) KUHAI dan meayampailan amar putwsan kepada
terpidana (Pasal 214 Ayar (3) KUHA,

Hubungan Penyidlk Polri dengan Hakim:

1} Ketsa pengadilan negeri dengan kepurusannya memberikan
perpanjangan  penahanan tersangka, sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 KUHAP atas permintaan penyidik;

2} Atas permintaan penyidik, kerua penpadilan negeri menolak
atau memberikan surat eln penggeledaban rumal atau

penyltaan atau izin khusus pemenksaan surac (Pasal 33 Aya
(13, Pasal 38 Ayan (1), asal 43 dan Pasal 47 Ayar {1} KUHAD);

3} Penyldik wajib sepera melaporkan kepada ketua pengadilan
neger] atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan
yang dilakukan dalam keadaan yang sangac perlu dan mendesak
{Pasal 34 Avae (2] dan Pasal 38 Ayar (2) KUHADP;

4) Penyidik memberikan kepada panicera bukti bahwa surar amar
putusan telab disampaikan kepada verpldana (Pasal 214 Ayar
(3 KUHALD;

5) Panitera memberltabukan kepada penyidlk tentang adanya
perlawanan dan rerdakwa (Pasal 214 Ayvar (7) KUHAT),

Hubungan Penyidlk Polri dengan Penaschat Hukum atau

Advoliat

1} Penasthat hukum. berhak menghubungi tersanpka sefak saat
ditangkap atau dleahan pads semuna dngleon pemeriksaan

menure tara cara vang ditentukan dalam KUHAP (Pasal 69
KUHA:

21 Penasibiar hukom berhak menglnbong dan belidcana dengan
terinipha pads setlap dnghat peimenbkaian dan woap wakin

il
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untuk kepentingan pembelaan peckaranya. Jika terdapar bukri
bahwa penasihat hukum rersebur menyalahgunakan haknya
dalam pembicaraan dengan tersangka (pada tahap penyidikan},
maka penyidik memberi peringatan kepada penasihar hubum,
Apabila peringatan rerscbur ridak diindahkan, maka hubungan
rersehut diawasi oleh penyidik. Apabila setelah diawasi, haknya
masih disalabgunakan, maka hubupgan ersebur disaksikan
oleh penyidik dan apabils sevelab iy reap dilanggar maka
hubungan selanjurnya dilarang {Pasal 70 KUHAT);

3} Penaslhac hukum, sesual dengan tingkar pemeriksaan, dalam
berhubunpan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, ranpa
mendengar id pembicaraan. Dalam hal kejahatan rechadap
keamanan negara, penyidik dapat mendengar isi pembicaraan
sedanghan penasehar hukum dapat meliban 1eaapi ridak dapar
mendengar pemerikeaan rechadap tersangka {Pwal 71 KUHAL
dan Pasal 115 KUHAD),

Dengan adanya Undanp-undang Momoe 18 Tahun 2003
tentang Advakar, maka kedudukan seatus advolkan adalah sebagai
pencgak hukum, bebas dan mandul yang dijamin aleh hukum
dan peraturan perundang-undangan, Dalany menjalankan g
profesinya, advokat iunduk pada kode edk profesi dan perataran
perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Peayidik Polrl Dengan Penyidik Pegawal Negeri

Sipil:

It Penyidik PI'NS mempunyai wewenang sesual dengan undang-
mislang yanp menjadi dasar hukumnya masing-masing dan
dalam pelaksanaan mgasnya berada di bawah koondinas dan
penpgawasan penyidik Polrl {Pasal 7 Ayar (2) KUHAP)

21 Penvidik Polei memberikan perunjuk dan memberikan hanguan
penyidiban vang dipedhwben @l 107 Ayvac (17 KUBA);

W Laporan mengenal dondsinga penyidilan,  penghentian
petiwlidikan atau penveralian bash penykdiban kepaada penuntu
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umum, melalul penyidik Paldl (Pasal 107 Ayar {2} dan Ayac (3)
dan Pasal 109 Ayat (3) KUHAD).

E TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA

Hulkum pidana (ius paenale) secara singhac dapar diariban sebagai
selumlsh peraruran yang mengandunpg perumuan peristiwa pidana
serta ancaman bukumannya ™ Menurut Mesger Munchen,"hukum
pldana adalah semua aturan-ataean hukum (die fenige Rechtsnarnien)
yang menentukan (menghubungkan) suame pidana schagal akibar
hukum (rechefoleel dari suatu perbuatan yang relah dilakukan,

Untuk mengerahul suatu perbuacan, baik berbuat maupun ddak
berbuar, sebagai sebuah tindak pidana aau bukan dndak pidana,
didasarkan aras ketentuan menurut undang-undang yang dikenal
denpan asas legalivas: nullum orimen sine fege dan yidle poern sine lege.
Perbuatan pldana menunjuk kepada sifar perbuatan yang dilarang
denpan ancaman pidana avas pelanggaran yang dilakukan, Setlap
perbuatan yang dilikukan sera memenuhi unsur tindak pidana
feriminal ace), akan selaly menuntue adanya pertanggungjawaban
berupa pengenaan sanksl pidana sepanjang memenuhi sparar uncuk
dapat dipertangpungjawabkan. Penpenzan sanksi pidana rtersebur,
adalah reaks! aras delik dalam wujud suatu nestapa yang denpan
vengaja ditimpakan negara kepada pembuar delik "™ Pengenaan
sanksi atas suatu perbuaran vang telah menvenuhi unsur findak pidana,
adalah dimensi perangpungiawaban pidana, vang dalam keranghka
reoritik dikenal ajaran marodmis dan duelivie Ajaran moreisis tldak
memisahkan antara perbuacan dan orang vang melakukan perbuatan
(pembuar), sedangkan ajaran dualins memisahkan anvara perbuaran
idengan orang yang melakukan perbuatan (pembuar)
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Dalam pandangan pertama {aliran monedad), sescorang yang
melakukan perbuatan pidana, tentn akan dipidana, Tidak peduli,
apakah perbuasn tenscbur ada kesalihan asau idak.” Pendapae
inl dinamakan ajaran fait materiel. yang tidak menghirukan sama
swhall temang syarar kesalaban, Penentuan adanya kesalahan dan
pectanggungiawaban pidana dilakukan cukup dengan  meninjau,
apakah pembuat memenuhi scluruh isl rumusan indak pidana.®
sescarang dapar  diperangpungjawablan dalam hukum  pidana
wpanjang dapat dibukrikan, bahwa perbuatannya elah memenuhi
celurah isi remusan dindak pldana yang didakwakan,™

Semenrara, dalam alimn dwelisds yang sering disebut ceord
pembahan dndak pidana dan penanggunpjawaban pldana, suaru
perbuatan digolongkan sebagai perisiiwa pldana jika bertentangan
dengan hukom (anasir melawan hukom) schingga patur dijashi
hukeaman, ™ Namun, adanya suatu kelakuan yang melawan hukum
i belum cukup uniok menjatuhkan hukuman, melainkan harus
uga ada pembuac yang bertanggung jawsb acs kelakuannya  (anasir
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kesalahan). ™! Dengan kata lain, dasar dan adanya perbuatan pidana
adalab asas legalicas, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat
adalah asas cidak dipidana jika ddak ada kesalahan,'™

Suary perbuaran ddak dapar menjadikan seorang pelikunya
hersalsh bilamana fa tidak bermaksud melakukan kesalihan sesuai
dengan asas o mom fucit reseen nist mens giv rea yang elah diterima
di banyak Negara.'”' Meskipun di banyak Negara juga, perbuatan
dan sikap batln sescorang dipersatukan schagal syarac adanya suzg
perbuaan pidana. Penpertlan perbustan pidana dan svarac-syarat
pemidanaan (erafonserzungen) dipesamabkan, '™

Dengan menguraibion asas versebur, maka yanp harusdidahulukan
falah unsur aetws rews, yalou perbuaran knminal (erferined @cr), Hal
ini sesual dlengan syarat-syarae pemidanaan (enefoorawesngen)
yang mendahiulukan adanya perbuatan pidana. Baru serelah adanya
perbuatan pidana sesuab rumusan undang-undang, lahs diselidiki
tentangsikap batin pembuat, sesuai Pasal 350 Wetboekian Serafoardering
Nederland Tahun 1926, Pasal ini menvarakan bahwa pengaditan serelah
memeriksa perkara di sidang pengadilan mempertimbangkan lebih
dahuly, apakah rerdakwa terbukel telah mewujudkan senaf@aifer,
Kalau rerbuk, barulah hakim mempertimbangkan spakah rerdakowa
bersalah {rtraffsareia). Kalau rerbubi bersalah arau memenuhi unsur-
unsur  pertanpgungjawaban, barulih  hakim  memperambangkan
tentang pidana arau rndakan yang akan dijaruhkannya, Kerenruan
terschur jelas mendabulukan perbuaran pidana, dan lalau rerbubked
barulah  mempertimbangkan tentang  kesalihan  rerdakwa  yang
merupakan unsur peraanggungiawaban pidana.™

Aetsa pesr menyanphut  perbuatan yang melawan hukum
(omlasesfid wet), mens rea mencakup unsur-unsur pembuar delik yai
stkap batin, yang oleh pandangan mesoinis disebut unsur subyekedl

i,
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suatu delik berdasarkan keadaan psikis pembuar'™ Oleh karena i,
pandangan dualistik menpgenai delik lebih memuaskan dan pada
pandangan monoistik. ™ Sebab, dalam pandangan dualiscik, akan jelas
perbedaan antara perbuatan pldana dan syarat-syarae pemldanaan,
Selabn fou, akan jelas juga, amara perbuatan pldana fecrws rews) dan
pertanggungjawahan pidana (menr real, Dengan demikian, perbuatan
pldana hanya menunjuk kepada sifar perbuatannya saja, yang dilarang
wleh undang-undang, Apakah pelaku yang melakukan perbuatan i
dapar dipidana seperti yang diancamban, sangat tergantung keadaan
batin dan bubungannya dengan perbuaean ltu,"™ Dalam pandangan
ind, perumusan tindak pklina banya memuar tiga hal, yalu subjek
delik yang dituju oleh narma hukum fpermaddresar), perbuatan
vang  dilarang  (oreffear) dan ancaman  pidana  (rearfimaa '
l'emisahan ini penting diketahui oleh para penuntec wmum datam
menyusun surat dakwaan, meski seunpguhnya surar dakwaan i
cubup berisi baglan inti (bestandedelen) delik dan perbuatan nyana
werdabwa " Peraangpungjawaban  pidana  inl  mempakan  hagian
shiri pelaksanaan tupas hakim dalam memeriksa, mengadill dan

mernitus

Akibat dari adanya perbedaan pendapat antara aliran/ajaran

W& Ihd S,
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momoirtiy  dan  alimn  dualirg dalam memberilan  penperman

strafbaarf®iti ini membuat penentuan unsue-unsur tndak pidana

pun kemudian tesbagi ats kedua alianfajaran tersebur, meski

sesungguhinya antara perbuaran dan orang yang melakuban perhuatan

it ada huhungan yang erac dan tidak mungkin dipisab-pisahkan, ™

Dalam pandangan alianfajaran menodity, unsur-unsur tindak

pidana terdin dan dua golongan, vai unsue objeknl dan wnsur

subiektif " Unsur objeldd adalah unsur-unsur yang terdapac di loar

diri manusla, vaime:'™

1. Berupa suatu tindak randuk {Jadi suaoa dndakan, st akiba
tertenty, een bepaalde geviog), dan

2. Keadaan (omtandigheid) yang kesermuanya dilarang dan diancam
dengan hukwman eleh undang-undang,

Sedanpkan unsur sulsyekiif adalaby unsur vang terdapat pada diri
pembuat [ de diader ain wesigh berupa'

|, Hal yang dapar dipertanggungjawabkan (seeredenmgmarbaarividi
dan
2. Kesalahan (sefudd)

Menurut Simmons, unsur tndak pidana foenffaarfeiss rerhagi
atas dua unsur, yakni:'™*

1. Unsur abyckef erdin dari-

a. Perbuatan orang.

b. Akibat dan perbuatan tersebut.

c. Keadaan tenentu yang menyereal perbuatan tersebun
2. Unsur subyeksif terdir] dan:

" Raeslan Salch. 1908 Seede! Pideer fadanenia, [aloma: Akara o, b2

“¥ b menyrbumya delike Soodd Kiruocpera, Madass Puline Kaspalin Kiclick
Flrguaw fairw, Palul [ekor Maboriva, b 84,
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a, Orang yang mampu untuk bertanggung jawab,
b. Adanya kesalahan vang mengiringl perbuatan,

Secara lebih Jenghap, ' AL R Lamintang' "™ mengemukakan bahwa
unsur sehagai pama kumpulan bagi apa yang disebut destanddect dan
clerment. Bertandeel (bevianddelen van hee delie} adalahbaglan-bagian
vang terdapac dalam ruomusan delik, sedanghan elesmenc felementen van
fet delicns adalah kerenmuan-ketenman yanp tidak erdapar di dalam
rumusan delik melinkan di dalam buku ke-1 KUHTP arau dapat
Hjumpai pada asas-asas hukum yang benifar wmum sebagal awc.asas,
vang, terdiri dari:

l. Hal dapar dipertanggungiawabkannya suaw tindakan atan sesuat
akibar rechadap pelakunya (roerebenboaarhiefd van befeit);

L Hal dapar dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan
yang telab ia lakukan artau acas akibar yang wehh & dmbulkan
{toerekeningivathaarieid van de dadee);

1. Hal dapat dipersalabkannya suatn findakan awan suatu akibar
kepada seseorang, karena tindakan atau akibat temebur telah 1a
lakulan atau fimbulkan berdasarkan unsur kesengajaan araupun
unsur kevidaksengaiaan (veradfibaarheid van berfein;

i Sifarnya yang melanggar hukam (sederrechitelifbheidy.!

Lebih lanjut dijelagkan van Bemmelen™? babhwa elemen-elemen
toereden buarfedd wan betfeir dan raerekeningrpathaarbeid van de dader
tiak pernah dinyarakan secara regas sehagai unsur dari delik manapun
di dalam  undang-undang, akan tetapi clemen-elemen  renebur
haruslah dianggap sebapai juga disyaratkan di dalam setiap rumusan
delik. Oleh karenanya, dengan sendirinya Penunmic Umum tidak
pethu mencanmmbkan di dalam swarar wduhan maupun membukekan
i dalany peradilan, Apahila hakim berpendapar halwea termodub gdak
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dapat dipenangzung|awabkan aras nndabannya, maka hakim hares
membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum fonesdag van alle
rechervervo(ging).

Taerekenimgreatbaarheid dibicarakan lebih lanjut secara mendalam
dalam pembicaraan menpgenai dasar-dasar vang meniadakan hukuman
(enfuitdudtingsgrond).' Serafuitsdiivingsgrond adalah keadaan-keadaan
yang membuac hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga
iz pun tidak dapar menjaahkan hukuman eehadap pelaku rersebue, '
Serafitsiuivingsgrond dapar ditemukan daltam:™*

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yalou:
a. [asal 44 emsverebeningivatbaar
b, Pasal 48 oovramachy
c. Dasal 49 ayat (1) weaduwver;
d. Pasal 49 ayai (2) noaduvervces;
¢. Masal 50 pechuaran wnk melaksanakan sesmar perbuatan
perundang-undangan;
£ Pasal 51 ayat {13 ambrelijfk bevel:
g Pasal 51 ayat {2) ambeelijl beyel ivikad bally
h. Pusal 5% pengurus atau komlsaris-komisarls karena pelanpgaran
valeu apabila pelanggaran rersebuc di luar penperahuan mereka,
2. Padaumumnva {karena KUHP ridak menyebur secara limirarif), =
yaitu:

a. Tindakan-tindakan penghukuman yang didssarkan  pada
hak mendidik oleh para orang a, para wali, para guru, dan

pendidikan lainnya;

b, Tindakan-tindikan yang bersumber pada hak jabaran olely para
daokter, ahli-ahll apocek. ahli-ahli kebidanan dan Lain-lain,

U Rk b, REE-3ET.
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c. lindakan-rindakan yang relah mendapae persetujuan terlebih
duhulu dari pihak-pihak yang dirugikan di dalam peristiwa-
peristiwa rerentuy

d. Tindakan-tindakan  yang  berdusarkan pada  lembaga
saakaarneming schagaimana dimaksud di dalam Pasal 1354
dan selanjutnya dari Burperfifk Weeboek:

e, lidak adanya wesur melanggar hukum secara material pada
suatu tindakan (materte! wederrechierlijbhbeid);

£ Tidak adanya suat unsur sfuled (afivesigheia pan alle sluld)
pada sescorang:
A, Terdapar dalam rumusan delik KUHR™ yaiu:

a, Dasal 310 ayac (3);
h. Pasal 163 his ayar 2;

lentang verwijhaarbieid von ber feir, 12 A B Laminang™
menjelaskan babwa pesentuan sescorang untuk dikatakan schagai
bersalah aras tindakan atau perbuatan yang menimbulkan sesaan
akilsar yang dilarang oleb undang-undang, bharus dilihar apakah
petbuatan rersebur didasari aras kesengajaan {opezer atau dolus)
atan ketidaksenpajaan Geladd arau culpa), Untuk menpetahuinga,
rumusan undang-undang elab menyebutkan tentang KEJAHATAN
shilam buku ke [1 KUHPE Seseorang dapar dikamkan bersalah relah
melakukan sesuaty KEJAHATAN, baik kejahamn yang dilakukan
denpan sengaja araupun tidak. Sescorang dapar dikaraban bersalah
whah inelakukan suacu tindak pidana yang aleh undang-undang telah
disebun sebagai PELANGGARAN (mengingat di dalam rurmusan.
smnusannya di dalam buke ke 111 KUHP tldak dapae dikerahui
spakah suar pelanggaran i harus dilakukan dengan sengaja acaw
wdak denpgan senpgaja, ataupun sehaliknya), apabila orang tersebun
sevara material (uyata) relaly berprilaku seperti yang diramuskan di
ahabar suaen kerentuan pidana, wnpa pedu memperiimbangkan lagi

LA
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apakah perilaku orang tersebut dapar dipersalahkan kepadanya arau
tidak. Paham inl disebut tindakan secara materlal (de feer van fer
nasteriel feit) vang relah dianue sejak Hoge Rasd tahun 1916, Dalam
ks semacam ini, hakim haruslah membebaskan cerruduh dari segala
tuntutan hukum. Dengan perkataan laln, hakim harus memutuskan
onitlag mam alle rechovervaluing.

Temtang  wvderrechielijbbeid, Van  Bemmelen'™  menjelaskan
bahwa elemen wvderrechieliibbeid oleh pembentuk undang-undang
seringkali telah disebutkan sebagai baglan dari bertarddee! dari suacu
delik. Dalam keadaan semacam ini, wederrecheelifbheid tidak lag
merupakan suatu elemen darl delik, melainkan relah menjadi suaru
beagian dari delik, hingga penunmur umum ita harus mencantumkannya
di dalam surat tuduhan dan dengan sendivinya juga harus dibukrilan
di dalam peracllan.

Kemudian, ajaran van Bemmelen diringkas dengan membuar
suatu perbandingan antara “bessanddelen pan bet defict " (bagian-baglan
vang terdapat dalam delik) dengan “element avtn bet delies™ (ketenman-
ketentuan yang tidak cerdapat dalim rumusan delik melainkan di
dalam Buku ke-1 KU atau asas-asas hukum yang bersifar umum)
oleh P A, F Lamintang ** sehagai beriku

| Bessanddelen (bagian-bagian dari delik}):
. tendapar di dalam rumusan delik

b. oleh penumut umum hars dicantomkan di dalam surm
tuduhan

c. harus dibukrikan di dalam peradilan

d. bilamana saou atau leblh bagian cernyaca dak dapar dibukeikan,

1% WK D916 pang ddenal denpan sreer na, esoer oo el @reen 14 Fobon 1016
BLE P90G haliman 681, W S, A dal wbily memanaokas bl bl diodabim
sanhd pelomggiran [ thdad sectwibai veang adinys ensan wbald halus staa ca'pal. maia
periucily vklsk dapay difbom, Pelatian bbb sdanpi sbeld dislsn denges peokasaan
dfipriipheid v aily whild yang odeh YR dainghor dovn i yosg brimilinn dipabad stvars
i “wvaa”. el by 1R 1ER
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maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan kata
hain haklm hams memususkan suam srippnsek.

2. Femensen (clemen-elemen dari delik):
a, tidak terdapar di dalam rumusan dar delik

b. terdini dari  foerebenbearbeid van  ber feir (hal  dapac
diperaangpungiawabkannya suaou tindakan atau sesuaru akibac
terhadap pelakunya), werckeningarbaarbeid van de dader (hal
dapat dipenanggunglawibkannya sescorang aras tindakan
yang telah fa lakukan atau acas akibar yang telah fa dmbulkan,
versoifibaarheid van bet feie {(hal dapar dipersalahkannya
suary tindakan atau suat akibar kepada seseoranp, karema
tindakan atau akibar tersebur telah ia lakukan atau dmbulkan
berdasarkan unsur kesenpajaan amupun unsur keridaksenpgajaan
dan wederrechielijbheid (sifanya vang melanggar hukum).

¢ hann dianggap sebagai juga disyaratkan di dalam  seviap
rumusan delik

d, oleh Penuntut Umum tidak peru dicanomban di dalam surar
tuduhan dan dengan sendirinya juga tidak pedu dibukrikan di
dalam peradilan

e. bilamana rerdapat keragu-raguan mengenal salah saru elemen,
maka hakim harus membebaskan ternuduh dari segala taneuan
hukum arau dengan kara lain hakim harus memuomskan onrelzg
vatrs alle rechtivervelging,

Denpan caan, jika elemen  vederechieliibbeid it oleh
pembentuk undang-undang telah discbutkan secara vegas di dalam
romusan  delik, maka  wederrechieliibberd  terschur bukan  lagi
merupakan suatu elemen dari delik, melainkan sudah menjadi dagian
dari delik. Denpan demikian, maka toederrecheliphheid oleh Penunnut
Uminm haras dicantumban dalam surac muduhannya dan dibuktlkan
kebenarannya di dalam peradilan. Apabila wederreeltelifblieid verselun
kesnidian reroyara thdak reibkel, maka bakim laeus membebaskan

vertiduly atan dengan kata Labn, hakion baros meinekan siam
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Sementara, dalam pandangan ajaran/alican dwalinge, unsur tindak

pidana frenefaar feie) diplabkan dengan unsur peranggungjawaban
pidana. Menurue Hermann Kantorowicz, ® rindak pidana terdir] dari;

1. Syarat objektif, tesdiei dari;

a. strafbare handlung (pecbuaan pidana) mensyarackan adanya
suatu Tar (perbuatannya)

b. Tasbestandmarzigheit (hal mencocoki runusan undang-undang)

dan
. feblen son  rechiferviigunggunden (tidak  adanya  alasan
pembenar),

2. Syarat subjckeif, hardefnde (pembuat) teediel dari:
a. adanya schuld dan

b, tidak adanya dasar pemaaf (wnsfauschilescungrprunden)

Dijelaskannya lebih lanjut, bahwa hendiung adalah perbuatan
vang dilarang atau diperintabkan untuk dilakukan, yang dirangkum
dalam rumusan undang-undang dan yang tidak dibenarkan olch dasar
sembenar. Sedangkan, kesalahan adalah sifarorang yang melakukan. '™
Kemudian diformulasikan dalam gambaran sebagai berikor:'

Serafbare Hardiyng & Schafd Strafrmeret g
{Pertaatan pldana) {kesalahng) [syurat-syarst pomidanann )

Menurur Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang
lilarang olch suatu aturan hukum larangan mana disereai ancaman
sanksi) pidana terienm bagi barang siaps melanggar lbirangan
erscbut.'™ Pada kesempanan lain, dijelaskannya bahwa unsur-unsur

™ A Palral Ablchia Fasid O Ui 4 LA
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Vanwengng Pererintoh dotam Fagong Fhlean
tindak pidana melipuei:™"
1. Unsur formil
2. Perbuatan manusia
b. Perbuatan it dilarang oleh suatu araran hukum
. Lamangan im diserral ancaman (sanksi) yang berupa pidana
terteniu
d. Larangan iw dilanggar
Unsier materiil
Perbuatan iru hans bersifat melawan hukum, yaioe harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakar sebagai perbuatan yang tidak
patut dilakukan.

b

Demikian halnya sehagaimana menurut Roeslan Saleh™ bahwa
tindak pidana hanya berorientasl kepada perbuatan yang dilarang
berdasirkan norma hukum, sedangkan peranggungjawaban pidana
menunjuk kepada sikap-sikap subjekdfl yang didasarkan kepada
kewajiban hukum se scorang untuk mematuhl hukum, Fada
kesempatan lain, |2 juga menjelaskan, bahwa kesengajaan dan kealpaan
adalah unsur-unsur kesalahan, bukan unsur dari perbuaran pidana."™

A. Zainal Abldin Farid,"™ dengan penjelasan lenghap mengatakan
hahwa unsur-unsur tindak pidana terdii daric

1. Syarat objekeil (acrur rewsidelik)
1. unsur-unsur konstitedf sesual uraian delik  (besranddeden,
sarbertandmaszigheiti
b, unsur-unsur dlam (element, kenrmerk):
1} perbuatan akrif arau pasit
2) melawan hukum obyektll atan subyekeif
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3 rakadadasar pembenar (rechuvaardingingsgrond, justification)
2. Svarar subjektif {menires / pertanggungjawaban kriminal)
3. kemampuan beraanggungjawab {eoerkeningroatbasrieid)
h. kesalahan dalam areei lyas:
1} dolur (kesengajaan);
a) sengaja sebagal nlac (eapmerik)

b) sengaja  sadar  akan  kepamtlin  awmw  kehprusan
(eekerbeidibewnstzin)

€ sengaja sadar akan kemungkinan (dafus eoentialis,
mogeliikleidibenmtzing

2} culpa fata
a) cndpa ket vang disadari {alpa)
b) culpa Lo yang didak disadari (laaf)

. Terbaie dasar peniadaan pidana, pendapat A, Zainal Abidin
arid tidsk jauh berbeds dengan pendapat van Bemmielen, meskipun
erdapat beberipa perbedaan, yalou:'™

« Dasar peniadaan pidana umum:
2. Ketidikmampuan berea nggungiawab (jiwanya cacae dalam
pertumbuhan atau terganpgu karena penyakit) Pasal 44 KUHP

b. Daya paksa Pasal 48 KUHP vang terba
vang rerbagl menjadi daya
mutlak, relatif, dan keadaan darurar, i

c. Pembelian darurar Pasal 49 ayar (1} KUHP atau pembelaan
terpaksa Pusal 49 ayar (2) KUHP

Dasar penladaan pidana khusus

2. Pasal 164 dan 165 KUHP

Iy, Pasal 221 ayat (1) dan (2) KUHP
. Pasal 310 ayar {3)

AAR §
N nang Frmerinioh dalve Negord Hodm
3. Dasar peniadaan pidana berdasatkan ilmu pengetahuan, yain'™

o dbarar pembenar, yaitu sifar melawan hukum perbuatan terhapus

atau tidak terbukti, schingga terdakwa harus dibebaskan olch

hakim, yaiou:

1) daya paksa relaxif dan keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)

2) pembelaan terpaksa (Pasal 49 ay ar | KUHP)

3) perintah jabatan yang sah {Pasal 51 ayar | KUHP)

4) Pasal 186,310 (3} dan 314 KUHDP

5) Hak mendidik orangrua, gure dan sebapainya

6) Hak profesi dokter, apoteker, rabib dan lain-lain

7) Mengurus usaha orang lain (zesbuarneming) Pasal 1354
dan 1358 Hurgerlifk Werbock

8) lzin orang vang diruglkan

9) Tak adanya sifst melawan hukum (harus diarikan luas,
yang meliputi hubum tidak rermalis)

b dasar pemaaf, vaitu unsur-unsue delik sudali terbukel pamun
unsir feselehon wk ada pada pembuar, yang rerdakowanya
dilepaskan dart tegals sunitan bukum, yaiu:

1) Daya paksa mutlak dan keadaan darurar (Pasal 48 KUHP)

2) Perlampauan pembelaan cerpaksa Pasal 49 ayat (2) KUHP

3) Perintah jabaran vang tidak sah, terapi terdakwa beritikad
baik

4) Pasal 110 ayar (4), 166, dan Pasal 221 ayac (2) KUHP

5) Tk adanya kesalahan fkedire sirafe obue schuld)

6) alasan pemaaf yvang pucaclf {(yairu dasar yang scbenarnya
tidak  ada, oleh terdakwa secara bonafidefiikad  baik
disanpka ada. Misalnya: daya paksa pucarf, pembelaan
putatif, perintab undang-undang yang putatif, perintah

i R e e alsaia N . Joamem = bos wpesl ssaesenden ks das
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jabatan yang putative. Dalam hal ini, terdakwa dianggap mk
bersalah/AVAS)

Jengan demikian, dapatlsh disimpulkan bahwa afaranfalimn
tls ini mendahulukan adanya perbuatan pidana sebagai syarac
tf. Baru serelah adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-
1, bl diselidiki tentang sikap batin pembuac sehagai unsur
ktif. Maka, secelah memeriksa perkara di sldang pengadilan,
t kemudian mempertimbangkan lebih dahulu apakah terdakwa
i relah mewujudkan smaffar®in. Kalau terbukri, barulsh
1 mempertimbangkan apakah rerdakowa bersalah (itnafhaarbeid),
dian hakim memperrimbangkan tentang pidana 2t2u tindakan
akan dijatubkannya. Ketentuan terschur jelas mendahulukan
atan pidana.'™

erlepas darl I, secara umum, rumosan tndak pidana
inyai dua fungsl, Secarahukum materiil, ia mempunyai fusgsi
wraian dengan pencrapan kookret dari asas legalitas'™ Secara
i formil, ia berfungsi sebagal perunjuk bukei,'

Fiud BA24N,

Sarku padina banys mongein diweraphan wrhadsp perbussan-perduistan ying
tihadls darneuban schagai perbeatan yang dapar dipidira olch pembesrii wndang.-
dar dlonrbut elelik, Libir: D Schaffncater, o ol N07. Nubum Pidina Pandung:
pi Pakri b 2415,
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HAKIKAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES
NOMOR 172 TAHUN 2014

Anggaran belanja Pemetintah Pusat sampai dengan Pemerintah
Kabupaten Kota yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa
dapat mencapai 50% dan rotal anpgaran belanja negara. Dengan
cukup banyaknya pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan,
I'emerinmah biva menciprakan lapangan pekerjaan bary, Banyak tenaga
kerja yang telah rerserap haik secara langsung maupun ridak langsung.

Pengadaan barang dan jasa pada umumnya digolongkan menjadi
dua jenis
1. Pengadaan barang dan jasa pelaksanaan konstruks|

2. Pengadaan jasa konsultasi

Secara bebih spesifik, pengadaan harang dan jasa pada lembaga
Pemerineah bisa dibagl menjadi beberapa macam, yaitu:

|. Pengadian barang
2, Pengadaan jasa pemborongan kenseruksl/ non konstruksl

3. Pengadain jesa konsultansi

Scomentara, macam dan jenls pengadaan barang dan jasa
pemerimah dalam Peranuran Presiden Republik Indoresia Nomor
172 Tabun 2014 Tennang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintab
melipund

LI i ]
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2. Pekerjaan konstruksi
3. Jasa konsultansi

4. Jasa lainoya.

Perbedaan yang cukup Jelas antara kedua Jenis pengadaan barang
ini adalah, sesuaru yvang dapar dilibar dan tidak dilihae. Pengadaan
harang/jasa pelaksanaan konstruksi, baik pengadaan jasa pemborongan
konstruksi! nan konstruksl aru jasa lainnya, jelas cerdapac barang
yang dapac dilihar dalam  proses pelaksanaan  pengadaannya,
Sedangkan, Jasa konsultansi tldak terlibat barang/ bendanya selama
pelaksanaan, karena konsultan bekeria dengan pikiran dan pagasan
untuk menghasilkan kiporan, perencanaan, dan rekomendasi yang
akan digunakan oleh Pemerinrah,

Secara lebih jelas pengadaan barang dan Jasa pada pemerintah
bisa diuraikan schagai berikut :

A. PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBORONGAN
KONSTRUKSI SERTA JASA KONSULTASI

Pekerjaan pengadaan barang adalah pekerjaan pembelian barang
unruk keperluan fnstansi, dengan jenis barang rerrentu dan harga vang
bersaing. Sejumlah dana dengan besaran cercentu akan dianggarkan
Pemerintsh untuk menambab Jumlah peralatan dan perlengkapan,
agar kinerja pemerintah pun meningkar. Peralaran dan perbenphapan
yang alan dibell tergantung kebutuhan instansi pemeriniah yang
bersangkuean, mulai dari alae rlis kantor, kendaraan dinas, alat-alar
keschatan, pupuk, bahkan pengadaan kapal, Berikut deuil harang-
arang yang biasa dilelang dalam proses pengadaan barang,

Semenmra, peketjaan jasa pemborongan konstuksi adalah
wluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
ngunan atau pembuatan wujud fisik binnya, Masih dalam payung
ujuan untuk meninghkatkan kinerja lembaga pemerintah agar mamp
neningkatkan pelavanan, tentu perlu dukungan tambahan sarana
isik. Sarana tersehut bisa beraida di tengah-teneah hunian masvarakas

|
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arau di Jokasi suatn instansi. Berikut prasarana fisik yang secinghali
dipenuhi melalui proses pengadaan barang dan Jasa.

Jasa konsultasiadalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu, dari berbagal bidang keilmuan yang mengutamalan
adanya olah piki (frainsare), Menunur Pemerinrah seperti tercantum
dalim Keputwan Menen Negara  Perencanaan Pembangunan
Najonal, jasa konsulransl melipud: Survel, Swdi, Perencanaan,
Perancangan, l'engawasan, Manajemen. Penelitian, dan Pelatihan.

Jasa  konsultansi  pada  proyek-provek  pemerineah  adalah
jasa konsultansi yang dipergunakan oleh Departemen, Lembaga
Pemcrintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, BUMN, dan
BUMD agar pelaksanaan proyelk! kegiatan dapar lebih efekif dan
efisken. Jasa konsultans dipergunakan jika instansl pelaloana proyek!
kegiaran ridak memiliki tenaga ahli dan/arau kemampuan yang cukup
unuk mengerjakannya sendini, Jasa konsultans) dapar dilakukan
baik oleh Pernsahaan Jass Konsulvansi yang terdafear dalany asosiasi
perusahaan konsultan maupun oleh konsultan perorangan (individal
cansltant) yang teedafear pada asosiasd profesi rerkale atau lembaga
tenentu yang ditunjuk Pemerintah,

B, PERATURAN YANG MENDASARI PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang dan Jasa tidak hanya diawr dalam sam
peraturan saja, [Hal ini kasena pengadaan barang dan jasa merupakan
proscs yang panjang, dari proses [EENcanaan penpaAnggdran, proses
penpelolaan anpgaran, proses pengadaan barang dengan anggaran yang
sudah direncanakan, dan pertanggung jawaban hasil dari pengadaan
harang dan jasa secara administmsl dan reknis. Beberapa peraturan
yang mendasarl pelaksanaan penpadaan barang dan jasa antara Lain:

1. Peraturan Jasa Konstruksi

Undang-undang Nomaor 18 Tahun 1999 (tentang Jasa Konteaksi)
dan Peraturan Pemerintah 29 Tabun 2000 (tentang Penvelenpggaraan

Tose Kasareilrall S DI ———— i L--J\-lll.-‘.ll.l LTI
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mendasarl proses pengadaan barang dan Jasa. Proses pengadaan
barang dan jasa di Indenesia memang didominas olch penpadaan
jasa konstruksi, Sebagian besar anggaran pemerintah erserap oleh
pembangunan infrastrukeour, sepeni jalan, jembatan, bendungan,
din pembangunan gedung layanan umum. [asa konsoruksi sendin
dibagi menjadi tiga bidang, valtu jasa kensultansi, jasa manajemen
provek, dan jasa pelaksanaan pembangunan. Jass peliksanaan
pembangunan infrastrukour vang menyerap anggaran paling besar,
P'ersruran Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan
Wegara menjelaskan bahwa penyelenggaraan keuangan negara
dilakukan secara terbuka dan benanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyar. Pengadaan barang dan jasa yang
menggunakan anggaran negara harus  dapar  dipertngpung
jawabkan, baik secara administrasi dan memberikan koneribusi
dalam memakmurkan rakyart,

Peraturan Pengelolaan Barang Milik Pemerincah Daerah

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengenai
Pengelolaan Barang Milik [daerah menjelaskan bahwa pengelolaan
barang milik daerah dapar dilskokan denpan beberapa cara
antara lain: Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, dan  pembinaan. Seperd  sudah  dijelaskan
sehelumnya, proses pengadaan merupakan salah saru bagian dan
pengelelaan yang distur oleh Pemerinmh. Menurur peraturan ini
pula pengadaan barang dan jasa harus transparan. efekrif, ehsien,
akunrabel, dan tidak diskeiminanif,

Peraturan Presiden Nomoar 172 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2004 merupakan
penvempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun
2010, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, dan Peraruran
lemerintah Nomor 70 abun 201 2 dimana ketentian Pasal | Angha
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kegiaran untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian/
Lembaga/ Satuan Kerja Peranghkar Daerah! insiusi Lainnya,
vang proscsnya dimulai dari perencanaan kebunihan sampai
disclesaiknnya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.
Baik dalam Kepurusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
maupun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, rujuan
diberlakukannya peraruran tentang pengadaan barang dan jasa agar
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang sebaglan atau seluruhnya
dibiayai APBN/ APBD dilakukan secara efisien, efekrif, terbuka
dan bersaing, transparan, adil! tidak diskriminaclf, dan akuntabel.
lika tujuan rercapal maka Pemerintah akan diunmogkan dari sisi

penpgunaan anggaran,

C. SYARAT-SYARAT MENGIKUTI PELELANGAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Setiap badan hukum di Repuhlik Indonesia berhak mengikur
proses pengadaan barang dan fasa. Ada beberapa syarat yang waijib
dipenuhi oleh peserta pengadaan barang dan jasa. Syarat dasar adalah
in usaha peserta harus resmi. Semencara, syarat-syarag administratif
vang wajib dipenuhi, dan menjadi penilaian administratif paniria
pengadaan barang dan jasa, adalah sebagai berikur:

| lzin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO)

lein Gangguan merupakan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintab
[Yaerah Tingkar Kabuparen arau Koo, Pada prinsipnya, syarac
adiminisratif vang satu ini memuar feln dari warga masyarakar sekicar,
[dalam izin tersebut dinyvarskan bahwa warga masyarakar sekitar
memperbolehkan kegiatan ussha di suaru tempar terenm, denpan
beberapa gpangguan yang mungkin dapat terjadi saar berlangsungnya
wiaha. Izin bisa berupa tands tangan warga sekitar yang dikerahui
Ketua RT Kewua BW, Lurah/ Kepala Dew, Camar yang kemudian
digjukan kepada Unit Pelayanan Saw Atap Dacrah Kabuparen/ Kota

l-l:ll'l"l".il.
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Beberapa gangguan yang mungkin muncul adalah, gangguan
parkir, gangguan polusi suara, gangguan palusi udara, dan gangguan
polusi air, Untuk gangguan polusl, Ltin gangguan dirambal dengan
Analisis  Dampak  Lingkungan yang dikeluadkan oleh  Dinas
Badan Lingkungan Hidup setempar. lzin gangguan memang lebih
memprioritaskan gangguan yang berimhas pada lalubineas, Dalam
perhitungan biaya lzin Gangguan, hal-hal vang perlu dicermari adalsh
letak wilayah menurue keramaian jalan, dan luas ba ngunan yang akan
digunakan untuk kegistan usaha.

Uruean pengajuan Tzin Gangguan dapat dijelaskan dalam tahap-
tahap berikug:

[ahap 1. Mencari iin dari warga dan pamang

Tahap 2. Mengajukan Form lin HO ke Unit Pelayanan Saw Atap

Tahap 3. Susrvei rahan dan lokasi untuk menentukan besaran arif iin
gangguan

lahap 4, Pembayaran biaya fzin gangguan berdasarkan hasil survei

[ahap 5. Penerbitan izin gangguan

2. Dokumen Pajak
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWT)

NPWD pada dasarnya adalah nomor yang diberikan kepada
wajib pajak perseorangan dan badin sehagai identitas untuk
melikukan kewsjiban pelaporan dan  pembayaran pajak.
Sedangkan, Wajib Pajak adalsh perseorangan amu hadan yang,
berkewalban melakukan kewajiban pajak, termasuk melakukan
pematongan pajak kepada pihak Lsin,

Pengurusan NPWP dapar dilakukan di Kancor Pajak Prarama
(KPP) yang adadisetiap kabupatens ko, Dokurmen pendukung
yang diperlukan untuk memperoleh NPWP sdalah: Fotokopi
akre pendirian badan usaha, foto kopi KTP pengelols uaha
atau pemilik wsaha, dan foro kopi dokumen in gangguan,
NIWT dapat diperoleh selama 1-2 hari keris

A i
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Kewajiban pemilik NPWT adalah melakukan pelaporan pajak,
walaupun ridak ada pajak yang dibayarkan. Sementara, pemilik
NIWT perusahaan belum dapar membayar pajak jika hanya
mermpunyai NPWE Untuk dapas membayar pajak, wajib pajak
harus mempunyai Surat Pengukuhan P'engussha Kena Pajak
(SPRP).
b. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKIY)

PKP adalah surar keterangan resmi darl Dirckeorat Jenderal
Pajak vang menunjukkan bahwa perusahaan relsh menjadi
badan usiha yang wajib membayar pajak. Dalam PKP
disebutkan beberapa jenls pajak yang harus dipenuhi oleh wajib
pajak. Syarat pengurusan PKP adalah: NI'WD perusahaan dan
NIWT pribadi pengelola arau pemilih badan usaha. Sedang,
lama pengurusan PEP selama 1-2 hari kerja.

3. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

SILJK merupakan surat keln yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten!/ Kota, vang dirckomendasikan oleh Lembaga Pengawas
Jasa Konseruksi Daerah dan Pusat, SIUJK wajib dimiliki oleh badan
naha yang berperak dalam bidang konstruksi, sepert badan vsaha
kanerakeor dan konsultan, Syarar pengurusan SIUJK;

a. Akte Pendirian Badan Usaha

by, lzin Gangguan

¢. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF)

d. Surat Pengukulian Pengusaha Kena Pajak (PKI)

¢, Keanggotaan lkatan Nasional Konsultan Indonesia (INIKINDO)
bagi badan usaha konsultan

[, Keanggotaan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional [ndonesia
(GAPENSI

B Aran, Gabungan Penguaha Konstruksi Nasional IGATERNAS)
wrnuk badan usiha konrakoor bangunan
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(AKLI) bagi badan usaha konoraktor instalasi mekanikal dan
elekerikat,

4. Surac Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP merupakan surar izrin wsaha resmi yvang dikeluarkan
Pemerintah Kabupaten! Kota Kepemilikan SIUP diharuskan bagi
badan usaha sekecil apa pun, agar badan usaha ridak mendapatkan
masalah dan terlegitimasi oleh Pemerinaah dalam melakukan hubungan
dengan pihak tertentu. SIUDP wajib dimilikl olch perusahaan vang
bergerak dalam bidang jasa maupun barang,

SIUP dibapl menjadi tga jenis, vaiou:

a. SIUP Besar diperuntukan bagi perushaan vang mempunyai
madal di aras Rp, 500,000,000,00

b. SILUP Menengah diperunrukan bagi perusahaan yang mempunyai
modal di aras Rp, 200,000,000,00-Rp, $00. 000. 000,00

.. SIUP Kecil diperuntukan bagi perusahaan vang mempunyai
modal di bawah Rp. 200,000,000,00,

SIUP dapar diurus di [inas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/ Kota atau Kantor Unit Pelayanan Satu Arap di setiap
kabuparen/ kota dengan biava pengurusan vang berbeda-beda.
Dokumen pendukung yang dilampirkan adalah:

a. Akre Pendirian Badan Usaha

b. lzin Gangguan

Nomar 'okok Wajib Pajak (NPWT)

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PRI

e. Surac [zin dan asosiasi jenis usaha rertentu, misalnya asosiasi
jasa konstruksi, asosiasd perusahaan obar, asmiasi pengusaha
kensultansi hukum, dan Kamar Dagang dan Indusir (KADIN)

pon

5. Tanda Daliar Fervsabaan

EAS &
Hakilot Pengadoon Borcag don Jasa Prretinteh —

karena memudahkan jika sewaktu-wakitu akan mengikutl secara
wksama bagaimana sebenarnya keadian dan perkembangan dunia
wiaha di wilzyah Megara Republik Indonesia secara menyeluruh,
termasuk tentang perusahaan asing. Informasi mmgﬂ:ﬂlh:adun
dan perkembangan yang schenamnya tentang dunia usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia, sangat berguna untuk menyusun dan
menctapkan  kebijakan; dalam  rangha memberikan  bimbingan,
pembinain, dan pengawasan atis dunia usaha; serts menciptakan
iklim wsaha yang sehat dan tertib.

Dhaftar Derusshaan schaligus dapar  dipergunakan  sebagal
pengaman  pendapamn Negara.  Dengan adanya wal'rlh daftar
perisahaan, iklim waha yang sehat dan tertib pun dapar lebih rerarah
dan semakin menuju ke vtk nyata,

6, Persyaratan Berupa Keanggotaan Sosiasi Perusahaan
1. Keangpgotaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Setiap badan waha harus tergabung dalam asosiasi yang

reraksedicad  olch Kadin, Beberapa asosiasi yang telahy

rerakreditasi oleh Kadin adalah, INKINDO (Lkatan Masional

Konsulian  Indonesla), Gapensi  (Gabungan Pelaksana

Konstrkal Nasional Indonesia), AKLL {Asasiasi Kontrakior

Listrik dan Mekanikal Indonesia), Data-data asosiasi yang

rerakreditas aleh KADIN sccara lebib lengkap dissjikan dalam

Lampiran 2 Daftar Asaptasi Perusshaan Dan Asosiani Tenaga

Abdi.

Bidang kerja keanggoraan Kadin melipu:

1} Penigadaan barang dan [asa pemborongan nonkonstruksi
Biclang ini dapat dilkud oleh perusahaan perdagangan
amum, Mdang kerjanya mencakup pengadaan barang dan
pembarongan, slain bangunan fisik. Contoh pemborongan
nonkonstriksi, vaim pengadaan dan penvaangan e ranghat

jaringan Internet.
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Bidang ini merupakan biding konsulmne yang berwujud
rekomendasi kebijakan  dan pengambilan  keputusan,
Pada umuemnya Jasa konsulrans merupakan bidang yang
berkaitan dengan multidisiplin keilmuan. Beberapa bidang
keilmuan  yang seringhali  rerkalr dengan  konsulrans
nonkonstruksi adalah bidang kerekayassan jlmy reknik,
bidang sestal budays, ekonomi, hukum, dan keseharan,

Setelah menjadi anggota KADIN, maka badan usahg akan
mendapatkan randy keanggotaan dan Sereifilac Badan
Usaha (SBU). spuU dikelompakkan menjadi beberapa
biclang sesuai dengan kemampuan perusshgan,

b. Keanggotaan pads Lembaga Pengembangan Jaa Konstroksi
(LPIK)

Badan usiha yang bBergerak di bidarg pelakana koastruksi
wajib menjadi an ggota Lembaga Pengemban £an Jawa Konstruksi
(LEJR). Uneuk masuk dalam LPIK, badan usaha harys menjadi
ANEEOIA wsosiasi perusahaan koastruksj yang terakreditasi aleh
LIJK.

Di Indonesia rerdapar beberapa asosias) ey pengusaha
konstruksi, yainy Gabungan Pengusaha  Jasg Konseruksi
Indonesia  (GAPENSD  dan Gabungan  Penguuha  Jasa
Konstruksl  Nasional {GAPEKNAS), Surar keanggaraan
GAPENSI dan GAPEKNAS disahkan oleh Le mbaga Pengawas
Jasa Konstruksi Pusar Jakares (LPE]). Serelah menjadi anggota
LPIK, badan usaha iuga akan mendapatkan tanda keg nEgoaan
dan Sercifikar Badan Usaly (SBL). SBU sendiri dikelompokkan
menjadi beberapa bidang sesuai dengan kemampuan finansal
dan pengaliman perusahaan,

Pengelompobban jugs dilikukan berdasarkan spesialisasi bidang
usaha pelaksanaan, Spesiallsasi selanjutnya akan dirvangkan
olch asosias) dalam Serifiky Badan Usaha (S0, Reherapa
pergelompakkan SBL antarg lain bisy dilihar dalam b berapa
prin berikug,

A48 &
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1} Spesialisasi bangunan gedung dan arsitekiural

2} Spesialisasi jalan dan jembaran

3 Spesialisasi bangunan air (bendungan, saluran irlgas,
drainase)

4) Spesialisasi pekerfaan logam

7. Bidang Jasa Konsultansi Konstruksi
Jasa konsulans meliputl jasa perencanaan ku_mtmlui. |asa
pengawasan konsiubsi, dan Jasa manajemen konstruksi
Pengelompokkan juga dilakukan berdasarkan spesialisasi bidang
usaha pelaksanaan, Beberapa penpelompokkan konsultan konseruksi,
antara lain :
3. Spaialisasi bangunan gedung dan anirektural
b. Spestalisasl jalan dan jembatan
€. Spesialisasi bangunan air (hendungan, saluran irlpast, drainase)

d. Konsultan bidang rara lingkungan
e Konsultan bidang manajemen bangunan

8. Persyaratan Tenaga Ahlif Sertifikasi Keahlian (SKA)

Beberapa perusahaan yang hergerak di bidang I-;umu’t_:-mi tmll.f
memerhukan tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaannya, Tenaga ahli
terschue dinilai herdasarkan serrifikar keahlian vang dikeluarkan oleh
asosiasi keahlian tertenu,

4. Keanggoraan tenaga ahli di Asostusi Keahlian Pelabsanaan
Sertifikasi keahlian  pelaksanaan  dikeluarkan oleh hrh-cmr:u
orpanisasi profesi, seperti Himpunan Ahli I{nmuuh!' Indonesia
(HAKD, Asoslasi Profesionalis  Flektrikal Indonesia (APEI,
Asosiand Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKD, cl.lm beberapa
organiast lain, Dalam sernifikae disebutkan keahlian schagai

prelaksama komirrnka
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¢. Keangpotaan renaga ahli di Asosiasi Keahlian Perencana
d. Keanpgotaan tenaga ahli di Asosiasi Keahllan Manajemen

3. TAHAPAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA UMUM

Dalam prakiknya proses pengadaan barang pemborongan dan
jasa konsultansi mempunyai kesamaan satu sama lain, tetapi ada juga
beberapa baglan yang berbeda. Berikur proses umum pengadaan
barang dan [asa, dengan dokumen pemilihan penvedia barang/ jasa
yang menyertinya.

l. Undangan Mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa

Undangan pengadaan barang dan jass diumumkan melalui
media cerak dan media elekrronik dalam hal ini melalui Internet.
Pengumuman pengadaan barang dan jasa dengan sumber Angearan
Pendapatan Belanja Negara bisa dibaca di Harian Media Indenesia.
Sclain di media cetak, pengumuman pengadaan barang dan fasa juga
divmumbkan di sicus-sing resmi lembaga negara yang mengadakan
pengadaan barang dan jasa. Lama penayangan pengumuman Lelang/
seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujub) hari kera.

Peraturan 'residen Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa memang mewajibkan scuap proyek pengadaan barang
dan jasa diumumkan melalul media cetak, website Kementerian,
Dinas, Lembaga, dan Instansi. Meski ada juga pengadaan yang ridak
harus diumumkan melalui media cerak dan website, yaitu pengadaan
dengan penunjukan langsung,

Dualam pengumuoman lelang akan diuraikan nama pekerjaan,
pagu dana yang dianggarkan Pemerintah, syarat-syarat administrasi
mengikuti lelang, dan jenis spesifikasi bidang usaha.

2, Proses Pendafiaran

Setelah mengerahui pengumuman dan syarat-syarar mengikun
I [N TR i i ] I .
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peesyaratan, kemudian mendafiar ke panitia pengadaan barang dan
jasa, Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen
Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) sudah dimulai sejak ranggal
pengumuman sampai dengan 1 (satu) harl kerja sebelum batas akhir
memasukkan Dokumen Penawaran. Beberapa cara unruk melakukan

proses pendaftaran, antara lain:

a. Pendaltaran Langsung

Pendafiaran Lingsung memupakan sistem pendaftaran secara
langsung kepada lembaga yang mengadakan keglatan pengadaan
barang dan jasa. Perusabaan yang akan mendafrar harus diwakili
oleh dircktur wrama. Jika dirckmur berhalangan, maka st
perusahaan dapar mewakill dengan menunjukkan surat kuasa darl
direktur unmuk mendafiar kepada panitia pengadasn barang dan
jasd.

Perusahaan yang akan mengikuti pengadaan barang dan jasa
wajib membawa foro kopl SIUPP atau SIUJK, untuk memasdkan
petusalinan  yang mendaftar sesuai dengan kualifikasi yang
dibutuhkan panita. Beberapa instansi pemerincah terkadang juga
mewajibkan pendaftaran dengan membawa SIUP dan SIUJK asli.

b, Pendaftaran Model e-Procirement

Pendaftaran melalui e-Procurement adalah pendaftaran secara
elektronik berbasis Internet, Beberapa instansi Pemerimiah relah
memiliki sistem pendaftaran secara elekrronik dengan Internet.
Lavanan e-Prockrement pun sudah rersedia di hampir selurub
Provindd dl Indonesia. Bahkan banyak kabuparen dan koa di
Indonesia yang menggunakan Lavanan model oFrocunemens.
Layanan e-Procuremens di Hnghat Provinsi, kabupaten, dan kota
discbur Layanan Pengadaan Secara Elekvonik (LPSE), Sebaran
dan alamat LPSE Nasional akan dwraikan di Lampiran tersendin
(Lampiran ).

Urutan penpadasn melalul LPSE secara garhs besar mencakup
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2) Upload dokumen lelang olch Panitia
31 Download dokumen lelang oleh Panitia
4) Penjelasan lelang
5) Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia
f) Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia
71 Pengumuman pemenang lelang
B} Sanggaban kepada PPK
Mantaar sistem  pengadaan model e-Prvurrment untuk
PENEZUNA Jasa:
1} Mendapatkan penawaran lebih banyak.
2) Mempermudah proses adminiserasi.
3) Mempermudah PPK/Panitia Pengadian  dalam  memper-
tangpung fawabkan proses pengadaan.
Manfaar sisem  pengadaan model e-Procurement unwk
pengauna pasa:
1) Menciptakan persaingan usaha yang schar,
2} Memperluas peluang usaha,
3) Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang,
4) Mengurangi blaya ransporrasi uniuk mengikuri lelang.

Dengan adanva siscem e Procurement masyarakar diharapkan
dapat memperoleh informasi pengadaan barang dan jasa secara
transparan, Masyarakat pun diharapkan dapar ilur mengawasi
proses penpadaan barang dan jasa.

Untuk dapat mengikuti proses pengadaan secara elekeronik,
Penyedia barang! jaa harus melakukan registrasi LPSE. Berkur
Wustrasi tata casa registrasl dengan mengambil contoh di LPSE
Yogyakarea,

1} Penyedia barangf jasa melakukan browsing situs LI'SE Provinsd
Kabupaten Kota tertentu

Vi KUk “ivendlaliar sehamal ramesli  havsw § o o
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3) Mengisi alamar e-mall penyedia barang/ jasa
4) Dewnload formulir pendaftaran dan tormulir keikursertaan
5) Klik “mendaftar”,
6) Puka e-mail penyedia barang! jasa, cek apakah ada konfirmasi
dari: adminpengadaan@jogiakora go.id
7) Mengisi data awal secara online.
8) Menyerahkan berkas dan menujukkan dara asli di LPSE
a) Formulir pendaftaran dan formulir kelkusertaan
b) Forokopi KTP pimpinan perusahaan,
g} NPWTP
d] Surat lzin Perdagangan (SIUF) Surat len Usha Jaa
Ronstruksi (SIUJK)
¢) Tanda daftar perusahaan (TDP).
9) Fotokapi Akre Perusahaan beserta perubahannya.
10)Mendapat verifikasi oleh LPSE Kota Yogyakarta,
11)Penyedia barang! jasa mendapatkan User 1D dan Password

melalul e-mail

Proses Pralualifikasi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 mhun 2010 dijelaskan,
hahwa prakuatifikasi adalah proses penilaian komperensi dan
kemampuan usaha serea pemenuhan persyaratan eereniu lainnya
dari penyedia barang! jasa, shelum memasukkan penawaran.
Proscs prakualifikasi secara umum melipuri:

1 Pengumuman prakualifikasi

2} Pengambllan dokumen prakualifikasi

3} Pemasukan dokumen prakualifikasi

4) Evaluasd dokumen pulu.l“ﬁluﬂ

51 Penctapan calon peserea penpgadaan yang lilus prakualifikasi

i [] | I
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Dokumen yang biasanya dilampirkan dalam proses prakualifikasi,
vaini:

1) Dokumen legalitas badan usaha yvang melipur:

a) Akte Pendirian Badan Usaha
b) Izin gangguan
2} Dokumen pajak vang terdin dari:
4} Nomor Mokok Wajib Pajak
b) Surar Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
<} Bukcd pelaporan pajak 3 bulan temakhir
3) Surat Izin Usaha (SIUPY S1UJK)
4) Semifikar badan waha yang rerdaftar dalam asosiasi terrenm
vang meneringkan kualifikasi badan usaha
5) Tanda Dafrar Pervsahaan

Dokumen yang diserahkan kepada panitia akan diteliti, dan

badan waha yang lolos prakualifikasi dapat mengikuei proses

selanjutnya, Ketidikdenghkapan dokumen sekecil apa pun dapat
menyebabkan badan wsaha ridik lolos proses frakualifikasi,

Beberapa kesalahan vang soring terjadi adalah:

4} Ketldaksesuaian dokumen serifikat badan ussha dengan
kualifthkas!  perusahaan  yang  diburuhkan, Kaws yang
diemukan adalah perusahasn kecil menawar pekerjaan
dengan kualifkasi besar, walaupun memang jenis ussha

sesual persyaratan,
b Keridaklenghkapan dokumen pelaporan pajak. Dalam hal ini
Jenis pelaporan pajak ridak sesuai dengan ketentuan panitia.

<) Tanggal izin usaha sudah tidak berbaku. Jika izin usahs
sedang dalam proses perpanjangan, maka perusahaan harus

melamplirkan surac keterangan dari asosiasi atau instasi yang
bersanghkutan.

Penjelasan Pekerjaan

Pemberian penjelasan dilakaanakan paling cepat 4 (empar) hari

48 &
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e, Pemasukan Dokumen

Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) han kerja
setelah pemberian penjelasan, Sedanghan, batas akhir pemasukan
dokumen penawaran paling kurang 2 (dua) hari ketja serelah
penjelasan, dengan memperhitunghan wakm yang diperlukan
untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis,
kompleksitas, dan lokasi pekerjaan

Proses Penilaian Pasca-Kualifikasi
Pusca kualifikasi adalah  proses penilalan kompetensi dan

kemampuan usaha, serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya

dari penyedia barang/ jasa setelah memasukkan penawaran, Proses

pasca kualifikasi secara umum melipuri pemasukan dokumen

kualifkasi bersamaan denpan dokumen penawaran. Dalam proses

ini peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang dan cadangan

pemenang akan dievaluasi dokumen kualifikasinga.

Dalam proses pasca kualifikast, dokumen kualifikasi antara lain

terdiri dari

1} Dokumen Biaya
Dokumen Inl berisi jumlah biaya vang ditawarkan oleh badan
waha untuk mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan oleh
panitia pengadaan barang dan jasa. Format dokumen biaya
telah disediakan oleh panitia, Dalam format tersebut, besaran
volume pekerjaan telah ditentukan oleh panitia. Pesena
diwajibkan mengisi harga satan dap item pekerjaan dan
jumlah total biaya item pekerjaan.
fuds baplan awal dokumen biaya, sermlan pula surar
petnyataan  mengikuti pengadaan barang dan jasa, dan
pengajuan penawaran biaya yang dibubuhi dengan marerai Rp.
6.000.00 berscama dengan dokumen biava.

) Dokumen Administrasi

ot dokumen admininras angara lain ;
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3)

a) Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan
ridak pailiv.

b} Surat pernyataan tidak sedang menjalani sanksi pidana.

¢} Surar permyaraan secara hukum kalan mempunyai kapasicas
untuk menandatangani kontrak,

d) Surat pernyataan sebagai wajib pajuk yang sudah memenuhi
kewajlban perpajakan tahun terakhin, dibuktikan dengan
melampirkan foto kopi bukti tanda rerima SPT Tihunan
(Surac Pemberitahuan unruk suatn Tahun Pajak aau Bagian
Tahun Pajak), Pajak Penghasilan ('R} tahun terakhir, dan
foro kopi Surar Setoran P'ajak (SSP) PPh Pasal 29 selama 3
{tiga) bulan terakhi,

¢} Buktl kalau dalam kurun wakes 4 {empar) whun terakhir
pernah memperoleh pekerjaan untuk menyedizkan barang/
jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasea, termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barangf jasa yang
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Buke-bukti rerschut
disajikan  dalam  rekapitulasi  pengalaman  perusahaan,
memiliki sumber daya manusia, modal, peralacan, dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa.

Surut pernyvaraan tidak masuk dalam dafiar hisam,

b

g! Surat pernyataan bahwa direkrur dan pengelola badan usaha
bukan anggoa TNI/ POLRI, pegawal negeri, dan pegawal
Bank Indonesia.

h) Surat pernyataan mengikuti program Jamsosiek.

i} Jaminan penawaran untuk pekerjaan jasa pelabsanaan dan
pengadaan barang. Sementara, pekerjaan jasa konsultansi
jarang menggunakan jaminan penawaran,

Dokumen Teknis

Dokumien teknis berdsl informasi aras kemampuan perusahaan
yang ditawarkan untuk mengerjakan sehuah provek pengadaan

lararma ilam iaas

B
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Beherapa dokumen yang harus disusun adalah :

a) Dokumen merodologi pelaksanaan pekerjaan,

b} Dokumen pendukung daftar rekanan dan pernyataan dari
rekanan yang akan mendukung Dokumen ini diperfukan
badan wsiha unmk mengajukin  penawaran  dalam
pengadaan barang dan jasm pelaksanaan konsuruksi,

¢) Dokumen riwayat tenaga ahli dan dokumen pendukung,
sepertl ijazah, sertifikasi keahlian, dan NPWT tenaga ahli.

Panitial pejabac pengadaan wajib melakukan pasca kualifikasi
untuk pelelangan umum pengadasn barang/ jasa pemborongan/
jasa lainnya secara adil dan transparan, Proses ini diharapkan
akan mendotong terjadinya persaingan yang schar, karena
mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang! jasa,
Dalam penilaian kualifikasi, penilaian dokumen administras]
dan  dokumen biaya dilaksanakan secara terbuka dan
transparan, serta disaksikan oleh semua peserta lelang. Untuk
dokumen teknis, seperti metodologi dan rekanan pendukung
akan dinilai oleh panitia, Sementara, prosedur penilaian sendir
didasarkan pada Keranghka Acuan Kerja yang dibagikan kepada
badan usaha,

Pengumuman Pemenang

Sctelah dilakuban penilaian pasea kualifikasi, panitis pengadaan
barang dan jasa akan mengumumbkan peringkar hasil penilsian.
Mads umumnya, 3 (tiga) perusahaan akan diumumkan sebagai
pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3.

. Masa Sanggah

Masa sanggah merupakan rentang wakiu bagi badan usaha yang
dinvarakan kalah wnruk menyatakan keberatan tethadap hasil
penilaian panitla. Maw sanggah berlangsung selama 5 (lima) hari

dant pengumuman pemenang lelang. Pada masa ind, badan usaha
§ i i =Y [ | i P
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i pula panitia mesti menylapkan klarlfkasi unuk menanggapi
sanggahan,

rases Prakonurak

Sebelum penanda tanganan kontrak, pengguna barang dan
jas2 mengeluarkan Surae Penunjukan Penyedia Barang! ez
(SFPB]). SI'PR] diterbitkan paling lambae 6 (enam) harl kerja
setelsh pengumuman penctapan pemenang lelang! seleks! ridak
ada wanggahan, amu serelah sanggahan dijgwab. Jika sanggahan
banding tidak diterima, SI'PB] akan diterbickan paling lambar 2
(dua) hari keeja serelah adanya jawaban sanggahan banding dari
Menteri/ Plmpinan Lembaga! Kepala Daerah/ Pimpinan Instirusi,

Kontrak Kerja Dengan Pemenang/ Pihak Ketiga

Kontrak ditanda tangani paling lambac 14 {empat belas) hari keeja
setelab dicerbitkannya SPPB). Dalam Peraturan Presiden Nomaor
54 Tahun 2010, format koncrak memuar -

1} Tanggal mulai berlakunya konrrak

2) Nama dan alamar para plhak

3} Nama paket pekerjaan yang diperjanjikan

4) Harga kontrak dalam angka dan huruf

3} Pernyataan bahwa kar dan ungkapan yang terdapar dalam
syarat-syarat umum/ khusus konreak telah ditafiirkan sama
bagi par pihak.

6) Kesanggupan penyvedia barang! jasa yang ditunjuk untuk
memperhalki kerusakan pekerjaan atau akibar pekerjaan.

7) Kesanggupan pengguna barang! jasa untuk membayar kepada
penyedia barang/ jasa sesual dengan jumlah harga kontrak

8) Tanda tangan para pihak di atas materai

9) Kontrak kerfa digandakan sehanyak 10 paker. Empar paket
diantaranya ditands angani di atas meteral, dan 6 fenam)

e Lo s
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olch dirckrur utama badan uiaha dengan pimpinan instansi
vang menawarkan paket pengadaan barang dan jasa.

E. KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Kontrak
Kontrak penpgadaan barangfjasa dibedakan anas ;
2. Berdasarkan Bentuk Imbalan
1} Lump Sum
Kontrak fursp sum adalah konrrak pengadaan barang/ jasa aras
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas wakmu rertencu,
dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Semua risika
vang mungkin terjadi dalam proses penyelessian pekerjaan
sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang! jasa.
2) Harga Saruan
Kontrak harga saruan adalah kontrak pengadaan barang! jasa
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas wake rertentu,
berdasarkan harga sruan vang pasti dan tetap untuk setiap
saruan/ unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tercennu,
yang voluine pekerjaannya masth benifar perkiraan sementara,
Pembayarannya didasarkan pada hasil. pengukuran bersama
atas volume pekerjaan vang benar-benar telah dilaksanakan
oleh penyedia barang/ jasa,
3) Gabungan Lurp Sum dan Harga Satuan
Kontrak yang samu ini adalah kentrak wang merupakan
gabungan furgp sem dan harga stan dalam sam pekerjaan
vang, diperfanjikan.
4) Terima [adl {Tirm Key)
Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang! jasa
pembarongan atas penyelesalan selurub pekerjaan dalam banas

waktu tenéntu dengan jumlah harga pasti dan vetap, ampai
selurub bangunan/ konsouksl, peralatan dan jaringan utama



RAR B

Praspaian Huklm Terhodos Feryolahgunacs iawesang
Haldbat Pengedagn Rormag don jzsa Femennioh -

daiym Fengodoon  Sargng don Ao Peridrintad
maupun penunjangnya dapar berfungsi dengan baik, sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas darl masing-masing unit
dengan krireria kinerja yang relah ditetapkan. kerja, dan pendanaannya juga bersifar bersama dan dituangkan

5) Persentase dalam kescpakatan bersama,

Rontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsulansi
di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan terrentu,
Konsultan yang bersangkutan akan menerima imbalan s
berdasarkan persentase tercentu darl nilai pekerjaan fisik

. Sistem Pembayaran dan Cara Pembayaran

Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/ jasa dengan
kriteria sehagai berikue :

konstruksi/ pemborongan terscbut. a. Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari
b. Berdasarkan Jangka Wk Pelaksanaan nilai kontrak
1) Tahun Tunggal b. Untuk usiha selain usaha kecll setinggi-tingginya 20% (dua puluh

Kontrak rahun [MEE:[ adalzh konerak Pﬁllji'i-'l.ﬂﬂn pckeriun pl:r.'l-l:nl darl nilai kontrak.

yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 fsaw) tabun Pembayaran prestasi peker|aan dilakukan dengan sistem sertifikar
Anggarar. bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang

2} Tahun Jamak muka dan kewajiban pajak.
Kontrak rahun jamak adalah konmak pelaksanaan pekerjaan Setelsh pekerjaan selesai 100% (seratus pessen) sesuai dengan
vang mengikat dana anggaran unwk masa kebih dard 1 vang terruang dalam kontrak, penyedia barang/ [asa mengajukan
(satu) rahun anggaran, Kontrak mhun jinak dilakukan aras permintaan secara termulis kepada pengguna barang/ jasa untuk

pensctujuan Menteri Keuangan untuk pengadaan vang diblayai penyerahan pekerjaan.

APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Pengguna barang’ jusa akan melakukan penilalun terthadap hasil
:r]}u:g‘:é :i:.n Buparl! Wallkota untuk pengadaan yang dibiayai pekerjaan yang telah diselesalkan, balk secara sehaglan atau seluruh
abupazen/ Kora, pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/ jasa untuk memperbaiki
= Berdasarkan Jumlah Pengguna Barang/Jasa dand arau melengkapi  kekurangan pekerjaan sehagaimana yang

1) Kontrak I'engadaan Tunggal disyaratkan dalam kontrak.
Kontrak pengadaan wnggal adalah konerak anrara satu uni Pengguna barang/ jasa menetima penyerahan pekerjaan seeclah
ketja atau satu proyek dengan penyedia barang/ jasa rerrentu seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam wakos terrentu kontrak. Penyedla barang! jasa wajlb melakukan pemeliharaan aras
pula. hasil pekeriaan selama masa yang ditecapkan dalam konerak, schingga

kondisinya tetap sepertl pada saat penyerahan pekerfaan, dan dapar
memperolch pembayaran vang retensi dengan menyerahkan jaminan
pemeliharaan, Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen
6 (enam) bulan, untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan,

dan rass nerseliharaan danar melimpail eabun anemaran. Setelah

2} Kontrak l'engadaan Beriama

Konrrak pengadaan bersama adalah konerak antara beberapa
unit keeja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/ jasa
ternentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam wakiu
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masa pemellharaan berakhlr, pengguna barang/ jasa mengembalikan
jaminan pemeliharain kepada penyedia barang/ jasa.

F. PROSES PENGADAAN  BARANG DAN  JASA
PEMBORONGAN KONSTRUKSI DI PEMERINTAH

Untwk gawe besarnya, panitia pengadaan barang dan jasa akan
menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang! jasa. Dalam
dokumen terschur, panitia harus mencantumkan secara jelas dan
rinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administrarif maupun
teknis, penpgunaan barang/ jasa produksi dalam negeni dan preferensi
harga, unsue-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan
digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih, termasuk contoh-contoh
formulir yang perlu diisi dan dapar dimengerei serta diikuei oleh calon
penyedia barang/ jasa yang berminar.

Fanitia jupa akan menyiipkan dokumen pra/ paska kualifikasi
unruk calon penyedia barang/ Jasa berupa formulir isian yang memuat
dara administrasi, kevangan, personil, peralatan, dan pengalaman
kerja. Selain itu panitia mesti menctapkan nila nominal jaminan
penawaran sebesar 196 (saru persen’ sampal dengan 3% (tiga persen)
dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) acau pagu dana yang ada
dalam pengumuman.

1. Dokumen Pra/Taskakoarifkasi

Dalam  peraturan  vang  baru, beberapa  instamsi  hingaung
menggunakan belash dokumen kualifikasi. Jika dalam proses
pengadaan  dilakukan  prakualifikasi, dokumen dari  paniria
sekurang-kurangnya memuat :

a. Pengumuman  prakualifikasi  yang  mencakup:  Lingkup
pekerfaan, persyaratan peserta, wakiu dan tempat pengambilan
juga pengumpulan dokumen prakualilikasi, serta penanggung
jawab prakualiflasi.

b. Tata cara  penilalan  vang  meliputi  penilaian  aspek

adminlirreai. nermaclalan. cemasa borls rerslaran  memasl- o

Aal =
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mempergunakan metode sistem gugur atau sistem nilal (reording
e,

Uniuk pengadian dengan paskabualifikasi, doknmen dimasukkan
dalam dokumen pengadaan barang/ jasa,

2. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa sckurang-kurangnya
ML ;

a. Undangan kepada penyedia barang/ Jasa yang mendafiar,
juga untuk mercka yang lulus prakualifikasi, dan kalau akan
dilakukan pascakualifikase. Isi undangan sekurang-kurangnya
memuat ;

1) Tempar, ranggal, hard, dan wakws unwk memperoleh
dokumen pemilihan penyedia barang/f [asa, serta keterangan
lainnya.

2) Tempar, ranggal, hari, serea wakeu pemberian penjelasan
mengenai dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa, dan
kererangan lainnya.

3) Tempac, tanggal, hari, dan waks penyampaian dokumen
penawaran.

4) Alamat twjuan pengiriman dokumen penawaran.

5) Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/ jJasa sampai dengan
penetapan penvedia barang/ jasa.

b. Inscruksl kepada peserra pengadaan barang/ jasa schurang
kllfﬂllH“Fﬂ. memuwar :

1} Umum
al Lingkup pekerjaan
b} Sumiber dana
¢} Persyaratan dan kualifikas peserta pengadaan barang/

fakid

db luinlah dokumen penawaran vang dbampaikan
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2) Isi, penjelasan wsi, dan perubahan isl dokumen pemilihan
penyedia barang/ jasa,

3) Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran,
penulisan harga  penawaran, mata  wang  penawaran
dan cara pembayaran, masa berlaku penswaran, surar
jaminan  penawaran, usulan penawaran alternarif oleh
peserta pengadaan barang! jasa, bentuk penawaran, serta
penandatanganan surar penawaran.

4) Cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, baras
akhir wakru penyampalan penawaran, perlakuan terhadap
penawaran yang rerlambat, serta lirngan untuk perubahan
dan penarikan penawaran yang relah masuk.

5} Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan,
klarifikasi dokumen penawaran, pemerikiaan kelengkapan
dokumen penawaran, koreksi ariematik, konversi ke dalam
marta uang runggal, sistem evaluasi penawaran (melipuri
kriterla, Formulasi, dan tata cara evaluasi), sena penilifan
preferensi harga.

6 Penilalan kualifikasi dalam hal dilikukan pascakualifikasi,
kriterla penctapan pemenang pengadaan barang/ jasa, hak
dan kewajiban pengpuna barang/ jasa unmik menerima
ataw menolak salab satu ataw semua penawaran, syarat
penandaranganan keatrak, serra surar faminan pelaksanain,

.. Dafrar kuantitas dan harga;

1) Jenis dan wraian singkar pekerjaan yang akan dilaksanakan
ativ barang vang akan dlpasok

2) Negara asal barang/ jasa

3) Volume pekeriaan

4) Harga satuan barang/ Jasa yang akan ditawarkan

51 Komponen produksi dalam negeni
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7} Biava saman angkutan (khusus untuk pengadaan barang/
jasa)

8) Pajak Perambahan Nilai (PPN

9) Pajak lainnya

. Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam negeri

dan barang impor harus dipisahkan, Jika barang dalam neger,
harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga eks
pabrik, eks gudang, atau di lapangan (en site ireck). Sedangkan,
untuk barang impor, harus dijelaskan apakah harga rersebur
merupakan harga free on baerd FOB (mengurus izin ckspor
sampal memuat barang di kapal vang siap berangkat) atau eose
injuraice and freight! CIF {wajib membayar asuransi unwuk
barang yang dikirim),

. Spesifikasi reknis dan gambar

1) Tidak mengarah kepada merek! produk rertentu, kecuali
untuk suku cadang/ komponen produk tertenr

2) Tidak menuup digunakannya produbsi dalam negeri.

3) Semaksimal mungkin divpayakan menpgunakin standar
nasional,

4) Metode pdakanaan pekerjaan harus logis,

5) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesua dengan
metode pelaksanaan,

6) Macam/ Jenis, kapasitas, dan jumlah peralaran vrama
minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

7) Svarat-syarat kualifikasl dan jumlah personil imi yang
dipckerjakan.

%) Syarat-syarat marerial (baban) vang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

9 Gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas,

10 Kriteria kinerja produk (eutput performance) yang diinginkan

oair haris -elas
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£ Bentuk surar penawaran:

1} Merupakan pernyataan resmi mengikuti pengadaan barang/
Jasa,

2) Pernvataan bahwa penawaran dibuat seswal  dengan
peraturan pengacaan barang/jasa,

3) Memuar harga toral penawaran dalam anghka dan hurof.
4) Masa berlaku penawaran.

5) Lamanya waktu penyelessian pekerjaan,

6) Wilal jaminan penawaran dalam angka dan huruf,

7} Kesanggepan memenuhi persvaratan yang ditentukan,
8} Dilampin dengan daftar volume dan harga pekerjaan,

9) Ditandatangani oleh pimpinan/ direkrur utama perusahaan
ataul yang dikuasakan di atas materal dan berranggal.

. Bentuk surat jaminan penawaran:

I} Memuar nama sera alamar pengguna barang/ jasa, penyedia
barang/ jasa, dan pihak penjamin,

2) Nama paker pekerjaan vang dilelangkan.

3} Besar jumlah jaminan penawaran dalam angka dan huruf.

4) Pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran
dapat dicairkan dengan sepera sesuai ketentuan dalam
jaminan penawaran.,

5) Masa berlaku surar jaminan penawaran.

6) Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat
jaminan penawaran oleh pengguna barangf jasa kepada
pihak penjamin, mengacu kepada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdaca, khususaya Pasal 1831 dan 15832,

7} Tanda rangan penjamin,

. Bentuk surat jaminan pelaksanaan:

1 Memuar nama dan alamar pengguna barang/ jas, penvedia

'|,1|l.|.|l||l|'i THE T mihale resiam i
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2} Nama paker konmak.
3} Nilai jaminan pelaksansan dalam angka dan huruf,

4) Kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan
pelaksanaan dengan sepera kepada pengguna barang! jasa
sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan,

3} Masa berlaku surar jaminan pelaksanaan, mengacu kepada
Kitab Undang-Undang Hukum Perdaca khususnya Pasal
LE31 dan 1832,

6) Tanda tangan penjamin,
Hentuk surar jaminan uang muka:

1) Memuar nama dan alamae pengguna barang/ jasa, penyedia
barang/ jasa yang divunjuk, dan hak penjamin.

2) Nama paker kontrak,
3) Nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf.

4) Kewajiban pihuk-pihak penjamin unwk mencaidkan surar
jaminan uang muka dengan segera kepada pengguna barang/
jasa sesuai dengan kerentuan dalam jaminan vang muka.

5) Masa berlaku jaminan uang muka, mengacu kepada Kiab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 dan 1832

&) Tanda rangan penjamin.

. Syaratayarat umum kontrak: Memuar batasan  pengentian

istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab
(eermasuk tanggung jawab pada pekerjaan yang disub-
kontrakkan), sanksi, penyelesalan perselisiban, dan persturan
perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak
bagi para pihak.

Syarat=syarat khuss kontrak: Merupakan bagian dokumen
pemilihan penyedia barang/ jasa vang memuat ketentuan-
ketentuan lebih spesifik, sebapaimana dirujuk dalam pasal-
pasal wyarat-syarat umum kontrak, dan memiar penilbaban,
penambalian, atan penghapusan ketestuan dalam syarar-syaran
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umum kontrak, vang slfarnya lebih mengikar dari syarat-syarar
umum kontrak.
l.  Bentuk kontrak:

1} Memuat ranggal mulal berlakunya konerak.

2) WNama dan alamar para pihak.

3} Nama paker pekerjaan yang diperjanjikan.

41 Harga kontrak dalam angka dan hurut,

5} Pernyataan bahwa kata dan unghkapan vang terdapar dalam
syarat-syarat umun’ khusus konerak telab ditafsickan sama
bagl para pihak.

6) Kesanggupan penyedia barang! jasa yang ditunjuk unruk
memperbaiki keruaban pekerjaan atau akibar pekerjaan.

7) Kesanpgupan pengpuna barang/ jasa unmuk membayar
kepada penvedia barang/ jasa sesuai dengan jumlah harga
kontrak, dan

B} Tanda tangan para pihak di atas marerai,

Untuk kontrak vang jangka wakru pelabsanaannya lebih dari 12
{duz belas) bulan, bila dianggap perlu, dalbim dokumen pengadaan
dapar dicantumkan ketentuan tentang penyesualan harga (price
adjwement], sekaligus dijelaskan rumus-rumus penyesuaian harga
vang akan digunakan.

G, JENIS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBORONG
RONSTRUKSI

Pelaksanaan pengadaan barang dan pemborongan konstrubksi
dapar dilaikukan dengan beberapa merode/cara rergantung dan
besarnya nilai konmrak  penpadaan barang dan  pemborongan
konstruksi. Beberapa jenis pengadaan barang dan jasa pemborongan
konstruksi berdasarkan metodefcara pelabsanaannya adalah:

. Pelelangan Umum

AR W
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jam vang dilakukan secara rerbuka dengan pengumuman secara
luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi unwk
pencrangan umum, schinggd masyarakar luas/ dunia usaha yang
herminat dan memenuhi kualifkasi dapat mengikutinya,

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pelelangan
murni dilaksanakan unruk pekerjaan pengadaan barang dan jasa
dengan nilai lebih dari Rp, 200, 000.000,00.

Pelelangan Sederbana/Pemilihan Langsung

Pelelangan sederhana ditujukan untuk proses pengadaan barang
di bawah Rp. 200.000.000,00. Dalam pelelangan ini ridak ada
negosiasl teknis dan harga, Pelelangan sederhana divmumbkan
sekurang-kurangnya di website lembaga-lembaga dan papan
pengumuman resmi unmk masyarakar serta Portal Pengadaan
Nasional, schingga masyarakar luas dan dunia usaha vang berminat
dan memenuhi kualifikasl dapar mengikurinya,

Pemilihan Langsung

Pemiliban langsung dilakukan unruk pengadain jasa konstruksi

yang bernilai kurang darl Rp.200.000.000,00 dan lebih dari

100.000.000,00, Pemilihan langsung minimal diikuti oleh 3

{tiga) perusahaan. Pada umumnya yang dapar mengikuri proses

pemilihan langiung adalah badan wsaha dengan kualifikasi kecil

(grede | dan grade 2 untuk koncrakeor).

Dalam  penyusunan  jadwal pelaksanaan  pengadaan dengan

pemilihan langsung harus dialokasikan wakeu untuk beberapa

proses berikut :

a. Pengumuman pemiliban langsung di papan pengumuman
reami untuk pencrangan umum dan di interner sckurang-
kurangnya selama 3 (tiga) hari keria.

I Pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen
prakualifikasl dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan

Tidla - | P, | i | | RRepeY | [ | B R |
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BAB VI
CATATAN AKHIR

Berdasarkan uraman tersebur diztas. maka penulis menarik
bebeerapa cataran akhir sebagal kesimpalan sebagai berikur:

Percarma, Pengaturan pengadaan barang/jasa vang rermuang dalam
Perpres belum sepenuhinya mengakomodasi sebagal inserumen hukum
yang menjadl arah dan pedoman dalam pelaksanasn pengadaan
barangfjasa. Penpadaan barang!jasa merupakan wewenang pemerintah
yvang bersaranakan pada hukum privac (kontrak),

Kedla, Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/
jasa masth sangat daminan oleh pejabat pemerintal yang mengelala
pengadain barangfjasa yang mencampuradukkan wewenang karena
dipengaruhi oleh berbagai kepentingan,

Keriga, Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang
barangfjasa belum mengedepankan penyelesaian sesuai kerentuan
vang berlaku khususaya ketenwsan Undang-Undang Nomor 30
Talwun 2014 wentang Administrasl Pemerineahan,

Atas dasar iy, maka penulls mengajukan beberapa saran schagai
pertimbangan untuk perbaikan sistem pengadaan barang/jasa, schagai
berikut

Perzarss Hendaknya pengaturan pengadaan barangfjasa yang
terwuang dalam Perpees Nomor 54 Tahun 2010 tentang Mengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah menjadl instrumen sebagal arah dan
pedoman pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, efekaif,
dan akuntabel, Hal ini perlu didukung dengan instrumen-instramen
keterbukaan atau transparan,

i
LEA B bl mslul e o messsswss an twrisesdsan Raranelised muemiean
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ma-norma hukum dalam bentuk kebijakan vang memberi peluang
1 pejabar pengadaan barang/jas untuk memberdayakan ekonomi
syarakar,

Ketiga, Penegakan hukum terhadap penyalahgunasn wewenang
am pengadaan barang/jasa hendaknva menempatkan penyelesalan
wm melalul sarana hukum pidana sebagai uldmum premidium,
| ini berdasarkan keberadaan Peraturan Presiden Nomor 54
wn 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang
saranakan pada hukum privat (koncrakoual),
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